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Dunia telah memasuki era globalisasi, yang ditardmgan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Data, dnhasi dan berita dapat
tersebar dengan cepat dalam hitungan detik keuweldunia. Penggunaan ICT
mutlak diperlukan dalam setiap segi kehidupan manuBdak terkecuali di
lingkup pemerintahan, baik pemerintahan pusat samggemerintahan yang
paling kecil diperlukan bantuan ICT untuk memudahkanerja aparat dalam
memberikan pelayanan kepada publik serta mengnasikan berita dan data.
Dalam penerapannya di Pemerintahan, penggunaarolegkninformasi dan
komunikasi ini disebu¢lektronik governmengalah satu pemerintah daerah yang
memanfaatkan kemajuan ICT ini adalah Dinas Perijikata Malang melalui
media website (www.perijinan.malangkota.go.id) dalam memberikzgiayanan
publik.

WebsiteDinas Perijinan Kota Malang merupakan fasili@agline yang
berisi informasi tentang pelayanan perijinan yadg di Dinas Perijinan Kota
Malang agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaegcari informasi
pelayanan perijinan. Pemanfatan teknologi inform@den komunikasi melalui
media website tersebut diterapkan oleh Dinas Perijinan Kota Maglaintuk
meningkatkan kualitas layanan kepada publik dan Ipeeikan pelayanan arus
informasi secara optimal dan berdaya guna.

Dalam penelitian ini beberapa permasalahan yanghdi oleh penulis
antara lain : bagaimana pemanfaatan ICT pada meeissite pada Dinas
Perijinan Kota Malang dalam memberikan pelayanaoliipukendala apa yang
dihadapi dalam pemanfaatan ICT dalam layanan madl@siteDinas Perijinan
Kota Malang dalam informasi pelayanan publik daray@pupaya apa yang
dilakukan Dinas Perijinan Kota Malang untuk mengoptkan pemanfaatan
pemanfaatan ICT pada mediebsitedalam memberikan informasi pelayanan
publik.

Dari hasil penelitian yang menggunakan metode dagkrdengan
pendekatan kualitatif ini dapat digambarkan pematafa ICT melalui media
website dalam memberikan informasi pelayanan peanjikepada masyarakat
cukup baik. Masyarakat kota Malang sudah meméakdaatvebsite Dinas
Perijinan Kota Malang dengan alasan lebih transpagektif dan efisien dalam
mendapatkan informasi pelayanan perijinan. Dalanakganaannyawebsite
Dinas Perijinan sudah mampu memberikan informasiyp@an publik. Selain itu
masyarakat dapat berpatisipatif untuk mengadukamgsalahan perijinan secara
online melalui websitetersebut. Yang menjadi kendala dalam pemanfa&an |
melalui mediawebsiteini adalah kurang lengkapnya informasi pelayanailik,
dikarenakan kurang kerjasama maupun koordinasiade8gtuan Kerja Perangkat
Daerah yang terkait pelayanan perijinan, dalam mnémagkan teknologi
informasi dan komunikasi.



Dengan penelitian ini diharapkan Dinas Perijinartakidalang harus terus
melakukan pengembangan sumber daya manusia sedgaasdan prasarana
penunjang pelaksanaaelectronic governmentalam memberikan informasi
pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualdagarian publik secara efektif
dan efisien serta dapat menjadikan informasi yamglate dan pedoman
masyarakat yang akan mengajukan perijinan di Di@ginan Kota Malang.



SUMMARY

DENNY HASNADOMA, 2009, The Usage of Information and
Communication Technology (ICT) in the Public Servie (A Study at
Licensing Agency of Malang City) Drs. Mohhamad Shobaruddin, MA; Drs.
Mochamad Rozikin, MAP, 116 pages +XIlII

World has entered into globalization era, thah&ked by the information
and communication technology advancement (ICT)apPatformation, news can
be spread rapidly in seconds to all of the worldse usage of ICT absolutely
needed in each human life. Without exception, | governmental area, either
central or local it needs ICT to facilitate the amgius performance in giving
public services and informing about the news artd.da its implementation in
the government, the usage of information and comeation technology that is
called by electronic government. One of localitileat used ICT advancement is
Licensing Agency of Malang City through the websitenedium
(www.perijinan.malangkota.go.id) in giving the pigtdervices.

The website is the online facility that containformation about licensing
services in the agency of Malang City so it canused by society that find
information about licensing services. The inforratiand communication
technology usage through website media is impleetehy Licensing Agency of
Malang City to improve the public service and goggimum information flow.

In the research there were some problems thatisiied by the writer:
how the usage of ICT at the website medium at thernsing Agency of Malang
City in giving public service, what are the facdabtacles in ICT usage in website
media of Licensing Agency of Malang City in pubdervice and what efforts that
are done by Licensing Agency of Malang City toimite the ICT usage at the
website media in giving public service

From results that usage descriptive method byitgtige approach, it can
be explained the ICT usage through website medigiving information of
licensing service to society is good. The Malanty Gociety has used the website
with reason of more transparent, effective, andCiefit in getting information
about the licensing services. In the implementatioa website able to give
information to public. Beside that, society cantiggrate to complain about the
licensing service in online through the websitee Tibstacle in the ICT usage is
the lack complete of the public information, be@auke lack cooperation or
coordination with the Local Apparatus Work Forcattielated with licensing
service in the information and communication te¢bgy usage.

With the research, it is expected the Licensingey of Malang City
develops its human resources and supporting inficistes in the electronic
government implementation in giving information bpa service that able to
improve the public service quality effectively aafficient and can give update
information and for society guide that want to mitblicense to the Licensing
Agency of Malang City.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 20@#4tahg
Pemerintahan Daerah dengan semangat otonomi daeratangsang setiap
daerah berlomba-lomba untuk memajukan daerahnyajadememanfaatkan
segala sumber daya yang tersedia. Otonomi Daeratberé&kan kewenangan dan
peluang yang sangat luas bagi daerah untuk melakaarprogram dan kegiatan
sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewnjullesejahteraan
masyarakat. Di sisi lain otonomi daerah juga mekapdaantangan yang menuntut
Pemerintah Daerah untuk selalu mengembangkan inostagtegi, dan ide-ide
baru untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagsyarakat. Selain itu
Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mergjpasi tantangan persaingan
regional (antar daerah) maupun global yang senmakmngkat.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasifofmation and
Communication Technologwatau (ICT) menjadi sangat penting dalam era
globalisasi sekarang ini, karena dapat menembusk jglang jauh bahkan
melampaui batas negara sekalipun. Seiring denghretsebut, saat ini mulai
tumbuh dengan apa yang disebtgctronic governmenie-Governmerjt sebagai
implementasi penggunaan teknologi informasi dan W&adkasi dalam
pemerintahan. Perkembangan ICT yang semakin pesas tdisikapi sebagai
peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi dejagan menyiapkan perangkat
dan sistem jaringan teknologi informasi yang dage@tgan mudah diakses dan
dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanarg yaaksimal,
semakin besarnya tuntutan demokratisasi, dan sem@éinsparannya akses
informasi perlu disikapi dengan cepat dan tepatr &mmerintah Daerah tetap
mendapatkan kredibilitas, sehingga masyarakat mdigdk berpartisipasi dalam
melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan citdceg#ajahteraan nasional.
Pemerintah Daerah dituntut dapat memberikan pe#ayapublik dengan

memenuhi kritericdbetter, cheaper danfaster Selain itu diperlukan media yang



mudah diakses, sehingga masyarakat sewaktu-waktat d@engetahui apa saja
kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksandkamerintah Daerah dalam
rangka ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk dgam sanggahan, maupun
kritikan.

Tujuan pemberian pelayanan kepada publik secaraimakdiwujudkan
untuk suatu konsep, yaitgood governanceSecara teoritis, Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan argjood governance adalah
kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkiasip{prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, patay prima, demokrasi, efisiensi,
efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterimah ogeluruh masyarakat
(Sedarmayanti, 2004:4). Upaya penciptgaod governancakan lebih efektif
apabila didukung dengan metode dan pendekatansipatif, karena terkait
dengan usaha penting untuk pengelolaan urusan kpuBklain itu, untuk
mendukung terwujudnygood governancgiga diperlukan penggunaan teknologi,
seperti telah diungkapkan diatas seiring dengakepg@rangan jaman, tehnologi
mutlak diperlukan. Tuntutan penerapan tehnologi tujuannya menciptakan
efisiensi, kecepatan pencapaian informasi, jangkgaag global dan transparansi
dalam bentuk-bentuk yang lebih nyaman.

Pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan pds&agan teknologi ini
agar tidak tertinggal. Pemanafaatan kemajuan tegnohi diharapakan dapat
menciptakan peradapan dan budaya baru, yaitu tafgoia hidup masyarakat dan
pemerintahan modern. Seiring dengan perkembangmarmggunaan teknologi
komputer akan semakin meluas di segala segi kehrdugita. Dalam
perkembangan teknologi baru bahkan muncul yangwhkan komputer jaringan
yang biasa disebuinternational network (Internet). Internet ifiternational
network adalah jaringan dari sekumpulan jaringaet@orks of networsyang
terdiri dari atas jutaan komputer dari seluruh duteéngartransmission control
protocol atauinternet protocol(TCP/IP) dapat saling berkomunikasi (Andrianto,
2007:31). Melalui jaringan internet begitu mudahnpangaruh tehnologi
informasi dari luar masuk ke dalam suatu wilayabana sehingga meniadakan

batas-batas wilayah negara.



Teknologi informasi (internet) jika digunakan oleémerintahan di daerah
sangat besar perannya, terutama dalam hal penyeidf@amasi yang akurat dan
terpadu baik bagi masyarakat di daerah maupun geEgerintah daerah sendiri,
mencipatakan jalur komunikasi yang cepat dan akamgdra pemerintah daerah
dengan pihak swasta, pemerintah dengan masyaeaitat, masyarakat di daerah.
Hubungan antara Pemerintah dengan tehnologi infirm@ memunculkan
konsepElectro Service DeliverfESD), yaitu melalui media elektronik dan digital
pemerintah dapat menyediakan jasa pelayanan méayéRaharjo,2001:7). ESD
ini kemudian berkembang dan menjadi cikal bakal dgctronik government
yaitu pemerintah menggunakan teknologi informastefnet) sebagai sarana
utama yang menghubungkan dirinya dengan masyanakat, kalangan industri,
dan sektor publik lainnya.

E-Governmentmerupakan mekanisme interaksi baru (modern) antara
pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain gangpentingan dimana
melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutantarnet), dengan tujuan
memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selamerjalan (Indrajit,2002:4).
Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebija#lan Strategi Nasional
Pengembangae-Governmentpengembangae-Governmenimerupakan upaya
untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintay@mg berbasis
Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka mengigiian kualitas layanan
publik secara efektif dan efisien. Melalui pengendane-Governmentilakukan
penataan sistem manajemen dan proses kerja diulmggk pemerintah dengan
mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informB&manfaatan teknologi
informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yaedgaitan yaitu :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem jeraea dan proses kerja
secara elektronis.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar peky publik dapat

diakses secara mudah dan murah oleh masyaraletdils wilayah negara.



Secara jelas dua negara besar sebagai pelopor aademysep e-
Governmentyaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan TorBlair
mengemukakan sebagai berikut (Indrajit, 2002:5):

“Bahwa dengan diterapkannya kongeovernmenmanfaat yang dapat
diperoleh bagi suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki  kualitas  pelayanan  pemerintah  kepadara pa
stakeholdernya. (masyarakat, kalangan bisnis ddaostn) terutama
dalam hal kinerja efektifitas dan efesiensi di lagida bidang kehidupan
bernegara.

2. Meningkatkan trasparansi, kontrol dan akuntabilienyelenggara
pemerintahan dalam rangka penerapan kon&xmd Corporate
Governance

3. Mengurangi secara signifikan total biaya admingfraelasi dan
interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah mauptakeholedernya
untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkamber
pendapatan baru melalui interaksi-interaksinya dengihak-pihak
yang berkepentingan

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yapgtdsecara cepat
dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang agihajalan
dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagjtra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kehijpublik secara
merata dan demokratis.”

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi at&kil |dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sadalpakan tuntutan,
cepat atau lambat di era global dan otonomi dageaty telah memunculkan
semangat keterbukaan dan pemberdayaan potensinadestydimbulnya harapan
masyarakat akan kebutuhan pelayanan prima dan &aceplalam mengakses
informasi, mengharuskan Pemerintah Daerah untuéraagenerapkan teknologi
informasi komunikasi dalam proses penyelenggaraamepntahan melalui
implementase-Governmensecara terintegrasi.

Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan pubhlangiasa
dituntut kemampuannya meningkatkan kualitas layamaampu menetapkan
standar layanan yang berdimensi menjaga kualithgohimelindungi keselamatan
clan kesejahteraan rakyat. Kualitas layanan jugaakisudkan agar semua
masyarakat dapat menikmati layanan, sehingga meenkaglitas layanan

publik juga berarti menjamin hak-hak asasi warggane (Joe Fernandes, dkk,



2002).

Pelayanan publik diartikan sebagai segala bentugiddan pelayanan

umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahgusht, di daerah, clan

di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dddantuk barang dan atau

jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutubhagamakat maupun dalam

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundalagpgsin (LAN, 1998).

Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangk&egiatan yang

bersifat sederhana, terbuka, tepat, lengkap, wagar terjangkau (Sedaryanti,

2004). Dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 19&8gdskan,

bahwa penyelenggaraan layanan publik harus mengandaosur unsur :

1.

2.

Hak dan kewajiban bagi pemberi layanan maupun peaelayanan
umum harus jelas dan diketahui secara pasti olesimgamasing.

Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harusudikea dengan
kondisi kebutuhan clan kemampuan masyarakat unteknbayar,
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang khedangan
tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas.

Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakgar
memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepast
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan olettamnsi

pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi -petal yang
bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepadgarakat untuk
ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturamingseng-
undangan yang berlaku.

Sedaryanti (2004) lebih lanjut menegaskan, bahwakla dari pelayanan

publik adalah :

1.

2.

Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaaragugan fungsi
instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatatekgselayanan,
sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakanasetén berdaya
guna dan berhasil guna.

Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan pseaia masyarakat
dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahtaramyarakat
luas.

Konsep layanan prima menjadi model yang diteragkara meningkatkan

kualitas layanan publik. Pelayanan prima merupataaiegi mewujudkan budaya

kualitas dalam pelayanan publik. Orientasi dari apg@han prima adalah

kepuasan masyarakat pengguna layanan. Membangagapah prima



harus dimulai dari mewujudkan atau meningkatkariggionalisme SDM untuk
dapat memberi pelayanan yang terbaik, mendekatiu ateelebihi
standar pelayanan yang ada (Sedaryanti, 2004). Datau instansi (unit
pelaksana teknis) daerah sebagai pelaksana kebijdkganan publik
senantiasa berupaya untuk memenuhi standar laypobhhk yang sesuai
dengan harapan masyarakat, yaitu: transparan, tddiminatif, terjangkau,
proses mudah dan mempunyai akuntabilitas publggtinKkeluhan masyarakat
penting untuk dicermati sebagai masukan untuk nggaitkan kinerja sistem
dan standar layanan publik.

Di Kota Malang, bersamaan dengan terbitnya Inp@sidd 3 Tahun 2003
tentang kebijakan dan strategi Nasional pengemimaeg&overnment sudah
memulai  pelaksanaan pengembangag-Government melalui  program
pembangunan jaringan teknologi informasi dan komkasii di daerah sebagai
langkah awal dalam penyediaan infrastruktur tekmialdformasi komunikasi. Hal
ini tentunya menjadi tantangan besar dalam penereyidovernmentSalah satu
Pemerintah Daerah yang telah berinisiatif membeauahsitus atau website
yang tidak hanya mampu meyediakan data tetapi juganpu memberikan
pelayanan secaran-line adalah Dinas Perijinan Kota Malang. Menurut Yos
Sudarso (2008Websiteatau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halama
halaman yang digunakan untuk menampilkan infornelss, gambar diam atau
gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari sgautu baik yang bersifat
statis maupun dinamis yang membentuk satu rangKaéamgunan yang saling
terkait dimana masing-masing dihubungkan dengaimgan-jaringan halaman
(hyperlink.

E-Govermentiterapkan di Dinas Perijinan Kota Malang terhgusejak
Januari tahun 2008. Media yang digunakan secarai releh pemerintah kota
Malang adalalwebsite Saat ini Dinas Perijinan Kota Malang sudah nmesilius
webresmi dengan alamat www.perijinan.malangkota.g@®idas Perijinan Kota
Malang bertugas merancamgbsitepemerintah Malang memberikan informasi
perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinartakilalang terutama terkait
dengan persyaratan, waktu penyelesaian ijin, ptosagu mekanisme perijinan

dan biaya perijinan, menaggapi keluhan dan pengadaa masyarakat secara



on-line. Pelayan perijinan tersebut berdasarkan Peraturatik®ta Malang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedap TRelayanan Perijinan
yang Dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Maldag Peraturan Walikota
Malang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan ParatWalikota Malang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan ProsedwapTRélayanan Perijinan
yang Dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malamgiputi 14 ijin, yaitu:

1. ljin Mendirikan Bangunan (IMB), meliputi : IMB Baralan IMB bagi

Bangunan yang Sudah Berdiri
2. ljin Tempat Usaha (ITU)
3. ljin Gangguan (IG)

"

ljin Reklame, meliputi Reklame Insidentil (Umbupanduk, Baliho, dls)
dan Reklame Tetap/Permanen (Neon Box, Papan, Balzaao dIs)

ljin Penggunaan Tanah Makam

ljin Trayek

ljin Usaha Angkutan

ljin Usaha Pengandangan Truk, Bus dan Sejenisnya.

o N o O

ljin Usaha Percetakan
10.1jin Usaha Bioskop
11.1jin Usaha Playstasion
12.1jin Usaha Rental & Rekaman VCD
13.1jin Keramaian Umum
14.1jin Penggunaan Gedung Pemkot Malang.

Dalam pelaksanaagrlectronic govermenselama iniwebsitetidak bisa
memberikan informasi yang detail baik untuk dimatkan oleh kalangan publik
maupun bisnis. Informasi yang disajikan sekedaorimfsi umum tanpa ada
keterangan rinci. Yang menjadi masalah adalah pgasfabangunanwvebsite
tersebut lebih cenderung sebagai proyek sesaapadari sebagai kebutuhan
(Salam dan Hidayat, 2003:3)Vebsite Dinas Perijinan Kota Malang berisi
informasi tentang pelayanan perijinan yang ada ida® Perijinan Kota Malang
dan ia juga harus dapat dimanfaatkan oleh merekg y@ncari informasi dan
jugawebsiteitu sendiri sudah dapat digunakan sebagai fastitdayananop-line

servic§ dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi daektditas melalui



peminimalan jarak geografis antar fungsi terkaienghn demikian dapat
diperpendek waktu yang diperlukan untuk prosesnagapengguna layanan juga
menjadi lebih mudah untuk memperoleh layanan ddorimasi.

Pemanfaatarwebsiteinformasi layanan perijinan oleh masyarakat kota
malang merupakan persoalan yang menjadi hambatin geEmanfaatawebsite
dinas perijinan dalam memberikan informasi layapablik guna mewujudkan
dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang@mlan efisien.

Pelayanan informasi perijinan kepada masyarakaalmemnediawebsite
Dinas Perijinan Kota Malang diharapkan untuk mekatkan kualitas layanan
kepada publik, memberikan pelayanan arus inforsasara optimal dan berdaya
guna. Dengan latar belakang di atas, penulis tertantuk mengambil judul
“Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) Dalam

Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Perijinan Kota Milang)”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusasalaia penelitian
meliputi :

1) Bagaimana pemanfaatanformation andCommunication TechnologyCT)
pada mediavebsitepada Dinas Perijinan Kota Malang dalam memberikan
pelayanan publik?

2) Apa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatbirformation and
Communication TechnologyICT) dalam layanan mediavebsite Dinas
Perijinan Kota Malang dalam pelayanan publik?

3) Apa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perijinan KMalang untuk
mengoptimalkan pemanfaatanformation andCommunication Technology

(ICT) pada mediavebsitedalam memberikan pelayanan publik?

1.3 Tujuan Penelitian
Dari Perumusan masalah yang telah dijabarkan di mtka tujuan dari
penelitian ini adalah:
1) Untuk mengetahui pemanfaatan pada media ICT berbasbsite yang
disediakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang dalaemiberikan pelayanan
publik.



2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pematenri ICT dalam
mediawebsiteyang disediakan Dinas Perijinan Kota Malang dateayanan
publik.

3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-ugagg dilakukan Dinas
Perijinan Kota Malang untuk mengoptimalkan pemaafadCT pada media

websitedalam memberikan pelayanan publik.

1.4 Kontribusi Penelitian
Kontribusi penelitian ini mempunyai tujuan antaasni

1. Secara praktis : Sebagai bahan masukan bagi D& Kota Malang
pada penerapan ICT dalam mediebsite dalam memberikan pelayanan
publik.

2. Secara akademis : Diharapkan dengan penelitian diharapkan bisa
memberikan masukan terhadap pengembangan iimu etirasgn publik pada
umumnya, dan berguna bagi mahasiswa lain yang woigdak penelitian

dengan tema yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang msulEan, di bawah
ini disampaikan pokok-pokok bahasan yang ada pettlpsoab, yaitu:
Bab | : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masdlguan penelitian,
kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab Il : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan berbagai pendapat paravilaruserta teori-teori
yang berkaitan dengan permasalahan pada peneidizyai landasan atau arahan
yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu beeistang otonomi daerah; e
GovernmenetTeknologi Informasi KomunikasKomunikasi Massa, Pelayanan
Publik.
Bab 11l : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metodologi dansjgenelitian yang
diambil, lokasi dan situs penelitian, jenis dan bamdata, teknik pengumpulan

data, instrumen penelitian dan analisis data.



Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum meaig®inas
Perijinan Kota Malang, penyajian data, peranan gamanfaatan ICT media
website yang dikaitkan dengan layanan Dinas Perijinan Kietalang dalam
memberikan pelayanan publik dan upaya pengembasgaa kendala yang
dihadapi oleh Dinas Perijinan Kota Malang dalanmadepemanfaatan ICT dalam
pelayanan publik pada medigebsite
BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan Hasil-hasil
penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumny@ gengajuan saran yang
mungkin dapat dipergunakan oleh Dinas Perijinan aKdflalang dalam

memberikan pelayanan publik.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah
2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasafat 5, Otonomi
daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah matamduk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentimgasyarakat setempat
sesuai peraturan perundangundangan.

Secara etimologis kata otonomi berasal dari bahasia, “Autos yang
berarti sendiri dan Nomo$ yang berarti aturan. Membahas tentang otonomi
daerah tidak bisa terlepas dari konsep desensalisrena otonomi daerah
merupakan bagian dari konsep desentralisasi. Haleldat senada dengan
pendapat Muluk,MR (2003: 63) yang mengatakan bahwa

“Cakupan istilah desentralisasi menunjukkan bahwesedtralisasi itu
dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalanuas, desentralisasi
mencakup konsep devolusi (desentralisasi dalam a#impit),
dekonsentrasi, dan delegasi yang mencakup pulaatg@si. Dalam
khazanah sejarah Indonesia dikenal pula cakupam agak berbeda selain
cakupan diatas, yaitmedebewind dan vrij bestulir

Menurut Kaho (1997:14) memberikan arti “peraturaendsri dan
pemerintah sendiri”, sebagaimana yang dikemukakasepagai berikut: “Mula-
mula otonomi atau berotonomi berarti mempunyai tpeaa sendiri atau
mempunyai hak atau kekuasaan atau kewenangan umémbuat peraturan

sendiri”.

2.1.2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi nyata merupakan keleluasaan daerah untrkyetenggarakan
kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yangphidlan berkembang di
daerah. Sedang otonomi yang bertanggungjawab makasudalah berupa
perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekweasibgrian hak dan
kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas danilk@wsgang harus dipikul
oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otoryaiu berupa peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang serbalkin pengembangan



kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, peraeliharaan hubungan

yang serasi antara pusat. Jadi secara umum otatexmah mempunyai ciri-ciri

sebagai berikut :

1.

Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijaikarsendiri tanpa
intervensi dari pihak luar.

Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan meuart pimpinan
daerahnya (KDH).

Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangaram

membiayai kegiatan rumah pemerintahannya.

Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksaladrah

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kseatakan tugas

otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, seperti yonggkapkan oleh Kaho
(1997: 66-69) yaitu:

1.

Manusia pelaksananya harus baik.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat darakeikberjalan lancer
bila manusia pelaksananya baik. Dalam posisi iminusia sangat penting
karena manusia merupakan unsure dinamis dalam isaganyang

bertindak/bergerak sebagai penggerak roda orgapsasrintahan.

. Keuangan harus cukup dan baik.

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepasiari cukup
tidaknya kemampuan dalam bidang keuangan, karermaarkpuan
keuangan ini merupakan salah satu indikator pengaga mengukur
tingkat otonomi suatu daerah.

Perlatan harus cukup dan baik.

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda alat yang dapat
dipergunakan untuk mempelancar pekerjaan atau teegiRemerintah
Daerah.

Organisasi dan manajemennya harus cukup dan baik.

Organisasi yang dimaksud adalah struktur yaitu rsusuterdiri dari
satuan-satuan organisasi beserta pejabat, kekyatagasnya dan

hubungan satu lainnya. Manajemen adalah proses smaanyang



menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, gehinguan yang

telah ditentukan benar-benar tercapai.

Selanjutnya Kaho (1997: 88-89) mengemukakan bahwausdaerah
disebut daerah otonom apabila memiliki atribut gebaerikut:

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rutaagga daerah,
urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusam digerahkan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah;

2. Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurus/diggégakan atas
inisiatif atau prakarsa dan kebijakan daerah ihdse

3. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tanggaldeersebut, maka
daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisalaparatur pemerintah
pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusamahrutangga
daerahnya;

4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat meiligaa
pendapatan yang cukup dagi daerah, agar dapat mgambegala kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tanggahthya.

Dari keempat atribut diatas, kemampuan aparatureRetah Daerah
merupakan salah satu faktor yang menentukan apalksb daerah dapat.mampu
menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengamaaikidak. Berhasil atau
tidaknya pelaksanaan otonomi daerah ini sangaaméugg pada manusia sebagai
pelaksananya atau aparatur pemerintah itu sendiri.

Bidang-bidang yang menjadi urusan daerah tergantdag system
penyerahan urusan-urusan oleh Pemerintah Pusatlkejzeerah-daerah otonom
diwilayahnya. Menurut Kaho (1997:15-20) mengemukakahwa teknik yang
dipergunakan untuk menetapkan bidang mana yangadhienjusan pemerintah
pusat dan mana yang merupakan wewenang pemeriat@ahah] adalah sebagai
berikut:

1. Sistem Residu ( Teori Sisa )

Dalam sistem ini, secara umum telah ditentukalelgr dahulu tugas-

tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat, gkaansedangkan

sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah.



2.

3.

Sistem Material

Dalam sistem ini, tugas pemerintah daerah ditetajsledu persatu secara
limitatif atau terperinci. Diluar dari tugas yangelah ditentukan,
merupakan urusan Pemerintah Pusat.

Sistem Formal

Dalam sistem ini, urusan yang termasuk dalam urusamah tangga
Daerah tidak secara priori ditetapkan dalam atagale Undang-undang.
Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesaaty dianggap
penting bagi Daerahnya, asal saja tidak mencakugaaryang telah diatur
dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintaly lebih tinggi
tingkatannya.

Sistem otonomi Riil

Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugakelaenangan kepada
Daerah didasarkan pada factor yang nyata atau s@kuai dengan
kebutuhan dan kemampuan yang riil dari Daerah nmaupemerintah
Pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yayaglit Sistem ini
dianut oleh Negara Republik Indonesia semasa henak Undang-
undang No. 1 tahun 1957, Penetapan Presiden Noah@nt 1959
(disempurnakan) dan Penpres No. 5 tahun 1960 (diserakan), dan
Undang-undang No. 18 tahun 1965.

Prinsip Otonomi yang Nyata, dinamis dan Bertanggangb

Prinsip ini merupakan salah stau variasi dari systetonomi riil.
Sedangkan untuk bidang yang menjadi kewenangan mirierintah
daerah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 32 T@004 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenabDgarah diatur
dalam:

Pasal 10 Ayat (1), Pemerintahan Daerah menyeleakgar urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecusaarpemerintahan
yang oleh Undang-Undang ini di tentukan menjadisaru Pemerintah.
Ayat (3), Urusan pemerintahan yang menjadi urusame?rintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: Btikptuar negeri; b.



pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. monetefiskal nasional; dan f.
agama.

Lebih lanjut urusan pemerintahan yang menjadi kewgan Propinsi
diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) sebagakitertUrusan wajib yang
menjadi Kewenangan pemerintahan daerah Provinsupakan urusan
dalam skala provinsi yang meliputi:

Perencanaan dan pengendalian pembangunan

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramayanasat

Penyediaan sarana dan prasarana umum

VP

Penanganan bidang kesehatan penyelenggaraan pandidian

alokasi sumber daya manusia potensial

Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota

Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/k

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, danengah

termasuk lintas kabupaten/kota

8. Pengendalian lingkungan hidup
Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota

10. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil

11. Pelayanan administrasi umum pemerintahan

12. Pelayanan administrasi penanaman modal termastas lkabupaten
atau kota

13. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang beliampat
dilaksanakan oleh kabupaten atau kota

14. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peratyp@arundang-
undangan.

Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan KabuatterKota diatur

dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2), yaitu : Urusajib yang menjadi

Kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaterkataumerupakan

urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang



Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramayanassat
Penyediaan sarana dan prasarana umum

Penanganan bidang kesehatan

Penyelenggaraan pendidikan

Penanggulangan masalah social

Pelayanan bidang ketenagakerjaan

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecilpgarengah

. Pengendalian lingkungan hidup

. Pelayanan pertanahan

. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
. Pelayanan administrasi penanaman modal

. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peratyrarundang-

undangan.

2.1.3. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Maskun dalam Supriatna (1996:43) tujymamberian otonom

kepada daerah adalah sebagai berikut:

1.
2
3.
4. Untuk demokratisasi.
dalam Halim (2004: 23) dibedakan dari dua &epentingan yaitu kepentingan
Pemerintah Pusat dan Pemerin@@aerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat
tujuan utamanya adalgendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menrakain
stabilitaspolitik dan mewujudkan demokratisasi sistem pentanan didaerah.
Sedangkan bila dilihat dari kepentingan Pemeriiakrahterdapat tiga tujuan

yaitu:

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai poligcplality, artinya

Peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatkan sosial budaya masyarakat.

Sedangkan tujuan otonomi daerah yang dikemukala&mSylarif Hidayat

melalui otonomi daerah diharapkan akebih membuka kesempatan bagi



masyarakat untukerpartisipasi dalam berbagai aktivitas politikindjakt
lokal atau daerah.

2. Untuk menciptakan local accountability, artinya g&motonomi akan
meningkatkan kemampuan pemerintderah dalam memperhatikan hak-
hak masyarakat.

3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dergjonomi akan
meningkatkan akselerasi pembagunan saleialekonomi.

Sementara itu berdasarkan penjelasan Undang-Undangr 32 Tahun
2004 bahwa tujuan pemberian otonomi daebahypa peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yarsgpmakin baik, pengembangan kehidupan
demokrasi, keadilan, dgmemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi
antara Pusatlan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka memkggahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Faktor-faktor penting dalam otonomi daerah merupakaktor yang
menentukan berjalannya atau keberhasilan tujGéonomi Daerah. Menurut
pendapat Syamsi (1994: 180) menyataianwa :

“Ada beberapa ukuran untuk mengetahui kemampuatn sagrah untuk

mengelola dan mengatur rumah tangganya seaaliara lain :

1. Kemampuan struktural organisasi

2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

4. Kemampuan keuangan daerah.”

Sedangkan menurut Kaho (1997:80), ada beberapa wilar yang harus
diperhatikan:

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rutaabgga, urusan
rumah tangga daerah ini diserahkan oleh pemeripabat kepada
pemerintah daerah

2. Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurus asmledggarakan atas
inisiatif atau prakarsa dan kewajiban daerah indse

3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga terselaka ndaerah
memerlukan aparatur sendiri yang terpusat darispapemerintah pusat

yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tanggzhadgea



4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat meiikda
pendapatan yang cukup tinggi bagi daerah, agart dapabiayai segala
kegiatan dalam penyelenggaraan urusan rumah tataggah.

Dari ciri-ciri diatas dapat diukur sejauh mana daemencapai otonomi,
peningkatan hasil atas indikator-indikator yang a@@gat dibaca dan dicapai
kesimpulan atas otonomi yang dilaksanakan. Darigpeian diatas dapat
dikatakan bahwa otonomi adalah perwujudan pelaksargesentralisasi dan
merupakan penerapan konsep teori “ Areal devisiopower “ yang membagi
kekuasaan secara vertikal yaitu daerah dibawahKgasep penyelenggaraan
daerah otonom tidak dapat lepas dari pemerintatatpia sendiri dalam
menunjukkan niat baiknya pada daerah. Untuk ita pa&nyelenggara pemerintah
daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD mempumyanpaktif dalam setiap
tugas-tugas yang diemban oleh daerah atas pelapabék.

2.1.4. Otonomi daerah dalam era reformasi

Otonomi daerah adalah salah satu hasil dari refirndangarterjadinya
reformasi yang berintikan demokratisasi maka otdnataerah menuntut
reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekasgluruhan baik
Pemerintah Pusat maupun daerabh.

Era reformasi menuntut perubahan di berbagai tatke&idupanSalah
satunya adalah perubahan paradigma pemerintahag wyemuntut adanya
perubahan-perubahan yang mendasar dari sistem yan@ serba sentralistis,
dimana pemerintah pusat sangat kuat dataementukan kebijakan. Paradigma
baru tersebut menuntut suatu systgamg mampu mengurangi ketergantungan
dan bahkan menghilangké&etergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat, serta biammemberdayakan daerah agar mampu berkompetisi badras
regional,nasional maupun internasional.

Dalam menanggapi paradigma baru tersebut maka peater
memberikan otonomi kepada daerah secara luas, dgatdbertanggungawab.
Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggunabjagrsebupada prinsipnya
bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurusamgatur rumah tangganya
sendiri agar berdaya guna dan berhasil glalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan serta dalawingka pelayanan kepada masyarakat. Pada



akhirnya diharapkan dapatewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
baik secara lahimaupun batin.

Sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah térdieintaranya adalah
penyerahan sebagian urusan pemerintahan kegeetah. Penyerahan sebagian
urusan tersebut berdasarkan ketentuan yaewpku dan dilaksanakan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan klemampuan daerah yang bersangkutan.
Oleh karenanya dapat dipahajika daerah khususnya daerah Kabupaten/Kota
sebagai pelaksam@onomi yang luas, nyata dan bertanggung jawabshaenar-
benarmampu menerima dan melaksanakan urusan-urusamdyaarikantersebut
serta mampu meningkatkan efektifitas dan efisietsiam penyelenggaraan

pemerintahan.

2.2. Elektronik Government atau E-Government
2.2.1. Definisi Elektronik Government

Berbagai ahli dari berbagai negara mendefinisilsditah e-Government
menurut persepsi mereka masing-masing, sehinggagkeli di negara-negara
lain sering memiliki perbedaan dalam pelaksanaanr§ecara implisite-
Governmendidefinisikan oleh Menteri Informasi dan Komunikasbagai salah
satu pemberdayaan aparatur negara yang dihara@at thengubah orientasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan maaiaraklectronic
Government adalah suatu pengetahuan teknologi niafeir sebagai sarana
komunikasi dan informasi bagi hubungan antara wargasyarakat dan
pemerintahnya.

1. Definisi Lembaga dan Institusi Non Pemerintah
Bank dunia \\World Bank dalam Indrajit (2002:3) mendefinisikan
electronic governmergebagai berikut :

“Electronic governmentadalah penggunaan tehnologi informasi
oleh pemerintah, penggunaan teknologi informaspee wide
area network,internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga
pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk
mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan mgaga
pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemeraitaya.”



Di sisi lain, UNDP United Nation Development Progrardalam
suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebilertsmth, yaitu
“electronic governmentadalah aplikasi Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) oleh para agen pemerintah.

Sementara itu, dalam indrajit (2002:3) vendor pgkan lunak
terkemuka semacam SAP memiliki definisi sendiriituya “electronic
government adalah suatu pergerakan global untuk mempromosikan
penggunaan internet oleh para agen pemerintah @anas orang yang
berhadapan dengannya.”

Definisi Beragam Pemerintahan

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nom®aBun 2003

Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembreggaovernment

“Pengembangarelectronic governmenmerupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yebgsis
(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkaalitas
layanan publik secara efektif dan efisien. Melgleangembangan
electronic governmendilakukan penataan sistem manajemen dan
proses kerja di lingkungan pemerintah dengan meirgapikan
pemanfaatan teknologi informasi.”

Dalam Indrajit (2002:3-4) Pemerintah Federal Ameri®erikat
mendefinisikanelectronic governmensecara ringkas, padat dan jelas
sebagai berikut, électronic governmenimengacu kepada penyerahan
informasi pemerintah dan pelayanam-line melalui internet atau sarana
digital lainnya”. Sedangkan Pemerintah New Zealaralihat electronic
governmentyaitu :

“E-Government adalah suatu cara bagi pemerintah untuk
menggunakan tehnologi yang baru untuk menyediaktornnasi
dan pelayanan pemerintah dengan akses yang lelmpemangkan
pada masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan dageti@kan
peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi datestitusi dan
proses demokrasi.”



Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkamyemnan definisi
dari electronic governmengaitu penggunaan dan pemanfaatan tehnologi
informasi oleh pemerintah agar tercipta komunikasiara pemerintah,
masyarakat, dunia bisnis dan pihak-pihak lain yaexkepentingan untuk
memberikan pelayanan secara cepat dan tepat.

2.2.2. Latar Belakang e-Government
Anwar (2003:112-113) menjelaskan latar belakdmetapkannya program
electronic governmerti daerah, yakni :

1. Peran informasi dan tehnologi yang semakin canggita mendominasi di
hampir semua bidang kehidupan sehingga mendororagekeglobalisasi.

2. Dalam era globalisasi akan dilandasi dengan kebmtuhformasi yang
semakin meningkat dibarengi maraknya jaringat ngerbatas wilayah
negara semakin tidak jelas, persaingan perdagasegaakin ketat.

3. Munculnya tuntutan masyarakat daerah pada birakratk meningkatkan
kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dangeguban di daerah.

4. Kemajuan tehnologi informasi yang semakin maju ik@ampu mendorong
kegiatan Sisitem Informasi Manajemen.

Electronic govermentmuncul dengan berbagai latar belakang, pada
umumnya muncul karena adanya tuntutan dari masgargng menginginkan
pelayanan yang lebih baik, efektif dan cepat sespirasi dan pendapat dari
masyarakat ingin lebih di dengar oleh pemerintah.

2.2.3. Jenis-Jenis Pelayanan Pada Government

E-Governmentmengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh
institusi pemerintah dalam melakukan hubungan dengenduduk, kalangan
usaha dan lembaga pemerintah yang |aWor{d BanB. Teknologi informasi
dalam hal ini meliputi perangkat keras komputagrapgkat lunak aplikasi,
jaringan telekomunikasi, dan Internet. Pemakaidmd®gi informasi tersebut
dapat meningkatkan pelayanan kepada penduduk, gietkan interaksi dengan
kalangan bisnis dan industri, pemberdayaan pendddogan akses ke informasi,
atau pengelolaan pemerintahan yang lebih efisieasiliiya dapat berupa
peningkatan transparansi, peran serta masyaraaygman yang lebih nyaman,
peningkatan pendapatan dan penghematan pengeluaran.

Pemakaian teknologi informasi tersebut dapat mddaitkgqn pelayanan
kepada penduduk, meningkatkan interaksi dengamdaie bisnis dan industri,

pemberdayaan penduduk dengan akses ke informaai @engelolaan



pemerintahan yang lebih efisien. Hasilnya dapatiieeipeningkatan transparansi,
peran serta masyarakat, pelayanan yang lebih nyapsgingkatan pendapatan
dan penghematan pengeluaran. Dalam implementagiapat dilihat sedemikian
beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh petabrikepada masyarakat
melalui eGovermnmentSalah satu cara mengkategorikan jenis-jenis paky
tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspmkaufindrajit, Richardus
2002:29) :
1. Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut sebenmapait anatomi
sebuah aplika®-Govermnmengang ingin dibangun dan diterapkan
2. Aspek Manfaat, menyangkut hal-hal yang berhuburdmmgan bsarnya
manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenigebreGovermnment
dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, y&tiblish Interact danTransact

1. Publish
Jenis ini merupakan implementasiGovermnmenyang termudah karena
selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakdikaginya tidak perlu
melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dargdraraDi dalam
kelas publish ini yang terjadi adalah sebuah kokasiisatu arah, dimana
pemerintah mempublikasikan berbagai data dan irdermyang
dimilikinya untuk dapat secara langsung dan beb&ksds oleh
masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingahalui internet.

Biasanya jalur akses yang digunakan adalah kommigerhandphone

melalui medium internet, dimana alat-alat tersetagat digunakan untuk

mengakses situsvebsitg departemen atau divisi terkait dimana kemudian
user dapat melakukarowsing(melaluilink yang ada) terhadap data atau
informasi yang dibutuhkan. Contoh aplikasinya :

a. Masyarakat dapat membaca dan mdemnload berbagai produk
undang-undang maupun peraturan yang ditetapkan DIER/D,
eksekutif (presiden/ menteri/ gubernur/ bupati/ ikedh) maupun
yudikatif (MA).

b. Masyarakat dapat mengetahui pertanggungjawaban g&aun
pemerintah (APBN/D) yang telah diaudit oleh BPK Rielalui
laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Pemérinta

c. Masyarakat dapat mengetahui syarat-syarat mendirli@ngunan,
rencana tata ruanag wilayah, serta pajak dan vastriyang harus
dibayar.

2. Interact

Pada kelasnteract telah terjadi komunikasi dua arah antara pemdrinta

dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jetilsasipyang bisa

digunakan. Yang pertama dalam bentuk portal dimaitas terkait
memberikan fasilitasearchingbagi mereka yang ingin mencari data atau
informasi secara spesifik. Yang kedua, pemerint@mberikan fasilitas



akses dimana masyarakat dapat melakukan diskusjademnit-unit

tertentu yang berkepentingan, baik secara langs{amgtting, tele-

conference, web-TV maupun tidak langsungerhail, frequent ask
guestions, newsletter, mailing hst

a. Rakyat dapat melakukan diskusi dengan wakilnya FRID dengan
menggunakan fasilitashatting, e-mailataumailing list.

b. Pelanggan dapat menayakan besarnya tagihan aimistiik untuk
bulan ini melalui internet atau sms.

Transact

Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dush aseperti pada kelas

Interact hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berlgalbudengan

perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainAydikasi ini jauh lebih

rumit dibandingkan dengan dua jenis kelas lainngeeka harus adanya
sistem keamanan yang baik agar perpindahan uarsg dégkukan secara
aman dan hak-hafrivacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi
dengan balik.

a. Masyarakat dapat mengurus permohonon memperolehakduPSIM
baru atau memperpanjangnya sekaligus membayarnyayaelalui
internet.

b. Masyarakat dapat membayar tagihan air minum atddklimelalui
internet.

c. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambhiliai
(PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secataen-

2.2.4. Tipe Relasi DalamElectronic Government

Seperti halnya dalam aplikaselectronic commerceyang kerap

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tipe BBadan B-to-C, di dalam konsep

electronic governmerdikenal pula empat jenis klasifikasi, yaitu G-tp@&-to-B,
G-to-G dan G-to-E seperti yang diungkapkan olemdjic(2002:41-45).

1.

Government to citizens

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasleetronic governmenyang paling
umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan mekemaperbagai
portofolio teknologi informasi dengan tujuan utammauk memperbaiki
hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utalibangunnya
aplikasi electronic govermenbertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan
pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal akseg ymragam agar
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemenrmatabntuk
pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

Government to business

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahdahadembentuk
sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar rodakp@aomian sebuah
negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Daklakukan aktivitas
sehari-harinyaentity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan
banyak sekali data dan informasi yang dimiliki olpemerintah. Di
samping itu, yang bersangkutan juga harus berkdasralengan berbagai



lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak kdarmjiban
organisasinya sebagai sebwsttity berorientasi profit.

3. Government to government
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kelmatu bagi negara-negara
untuk saling berkomunikasi secara lebih intensifi daari ke hari.
Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerigiamgan pemerintah
yang lain setiap harinya diperlukan untuk mempedarkerjasama antar
negara dan kerjasama antnmtity-entity Negara (masyarakat, industri,
perusahaan, dll) dalam hal-hal yang berkaitan dengédministrasi,
perdagangan, proses-proses politik, mekanisme Ilgalousosial budaya,
dsb.

4. Government to employess
Aplikasi electronic governmenjuga diperuntukkan bagi peningkatan
kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri atau karygpemerintahan
yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelagasyarakat.

Berbagai macam tipe aplikaglectronic governmentmaka terlihat
fungsi strategis yang dikembangkan oleh suatu petaban. Keberadaanya tidak
hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanamepntah kepada
masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk menitkgha kualitas dari

penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, yangraydi akan menciptakan
kemajuan bagi negara.

2.2.5. Maksud, Tujuan dan Manfaat Electronic Goverment
Dalam Anwar (2003:112) dijelaskan maksud, tujuamn dmanfaat
diterapkannyalectronic govermergebagai berikut :

“Maksud diterapkannyalectronic govermenadalah untuk memberikan
arah, pedoman, dan landasan hukum dalam rangka apeuonban,
pelaksanaan dan pengembanagann sistem informasajeman di
lingkungan pemerintah daerah dan seluruh jajarahinya

“ Tujuan diterapkannya e-Goverment adalah :

1. Terciptanya hubungan secara elektronik antara petakr dan
masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagamasi dan
layanan dari pemerintah

2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanayamskat ke
arah yang lebih baik dari apa yang telah berjadeat i

3. Menunjanggood governancdan keterbukaan

4. Meningkatkan pendapatan asli daerah”.



Sedangkan dalam Inpres Nomor 3 tahun 2003 pengeyabatectronic

govermentiarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

1.

Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pakyapublik yang
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskaasyarakat luas
serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonpaia setiap saat tidak
dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yangnggkau oleh
masyarakat.

Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usal@uk
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional ndamperkuat
kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan gpegdm
internasional.

Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi demgabaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialtgjkpbagi masyarakat
agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebija&gara.

. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja tyamgparan dan

efisien serta memperlancar transaksi dan layanatar alembaga
pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Al Gore dan Tany Blair dalam Anwar (2003:117) mégkan manfaat

yang dapat diperoleh dengan adaelgtronic government

1.

Memperbaiki kualitas kualitas pelayanan pemerintibpada para
stakeholdemnya (masyarakat, kalangan usahawan, dan indugrjtama
dalam hal ini kinerja fektivitas dan efisiensi dirbagai kehidupan negara.

. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntaslipenyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka penerpan kogsepl corporate governance.

. Mengurangi secara signifikan total biaya admingireelasi, dan interaksi

yang dikeluarkan pemerintah maupsatakeholdemnya untuk keperluan
aktivitas sehari-hari.

. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkanbsusumber

pendapatan yang baru melalui interaksinya deng&akgpihak yang
berkepentingan.

. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yamgatd menjawab

berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepatteg@t sejalan
dengan perubahan glibal dan tern yang ada.

. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak yang deimagai mitra

pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan lpsbtara merata dan
demokratis.

Sementara manfadainnya yang dapat dipetik adalah menghilangkan

prosedur birokrasi yang selama ini dianggap bedrbl@imban, biaya tinggi dan

inefisien sehingga pada akhirnya akan menghambamalsasi pelaksanaan

otonomi daerah.



2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)

Teknologi Informasi dan komunikasi adalah sebualiaatau alat bantu
dalam memperoleh pengetahuan antara seseorangakepalglain. Menurut
Puskur Diknas Indonesia, Teknologi Informasi daknbdéogi Komunikasi adalah
suatu padanan yang tidak terpisahkan yang menggnoiemgertian luas tentang
segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesanputesi, pengelolaan, dan
transfer atau pemindahan informasi antar media.

Teknologi adalah suatu kata yang tak asing lagii dag di era
modernisasi ini. Definisi teknologi sendiri memilikerbagai persepsi.
Salah satu yang ahli yang berpendapat adalah HyRiakover. la
berpendapat bahwa teknologi secara luas adaldhléioiekecuali alat-alat,
tehnik-tehnik, prosedur-prosedur atau alat-alaigydibuat oleh manusia
industri modern untuk memperbesar daya-daya buddarbaya.
Pemahaman mudahnya adalah, sebuah teknologi marugalatu bentuk
fisik hasil kebudayaan masyarakat modern yang marhkan tehnik dan
cara baru dalam pemakaiannya, digunakan untuk rpandajuan dan
untuk dikembangkan menjadi lebih canggih lagi (Lleng Gie. 1984:14).
Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) mencakupadaspek, yaitu
Teknologi Informasidan Teknologi Komunikasi Teknologi Informasi adalah
meliputi segala hal yang berkaitan dengan prosasgygunaan sebagai alat bantu,
manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangk&ndiegi Komunikasi adalah
segala hal yang berkaitan dengan penggunaan aiai batuk memproses dan
mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainny
2.3.1. Teknologi Informasi

Istilah teknolgi informasiiGformation technologatau IT) mulai populer
pada tahun 1970-an dimana pada dekade sebeluntiigh gang berkembang
adalah teknologi komputer atau Pengolahan Datatiél@k atau PDE (Electronic
Data Processing atau EDP).

Menurut Alter (dalam Kadir, 2002:3) teknologi infoasi mencakup
perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakaanaatu atau sejumlah
tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentsskesmi menyimpan,
mengambil, memanipulasi atau menampilkan data.

Menurut Kadir (2002) istilah TI merupakan bagiani datem informasi
pemakai dan manajemen. Dalam kamus Oxford (198&ptegi informasi adalah

studi atau penggunaan peralatan elektronika teautakomputer, untuk



menyimpan, menganalisa, dan endistribusikan inferrapa saja, termasuk kata-
kata, bilangan dan gambar.

Dari beberapa pengertian teknologi informasi disatmaka dapat
disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suaknologi yang digunakan
untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkaenyusun,
menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai carak umenghasilkan
informasi yang berkualitas, yaitu informasi yanggvan, akurat dan tepat waktu,
yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis gemerintahan dan merupakan
informasi yang strategis untuk pengambilan kepurtusa

Teknologi ini menggunakan seperangkat komputerkuntengolah data,
sistem jaringan untuk menghubungkan satu kompwtagah komputer lainnya
sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomsinikgunakan agar data dapat
disebar dan diakses secara global.
2.3.1.1. Definisi Informasi

Informasi dapat didefinisikan sebagai data yandatlianenjadi bentuk
yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang meraaya. (Hartono, 2000:23).
Selain definisi diatas, para pakar informasi tetayaemiliki definisi sendiri.
Hartono dalam bukunya menulis pendapat dari paftai@formasi mengenai
informasi (Hartono, 2000:23)

1. John Barch dan gary Grudnitski mendefinisikan imfasi sebagai berikut.
Informasi adalah data yang telah diletakkan dalamtdks yang lebih
berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepadaempea untuk
digunakan di dalam pembuatan keputusan.

2. Arti informasi menurut Henry C. Lukas adalah keagat yang tampak
mauoun tidak tampak yang tersedia untuk mengur&etidak pastian
tentang bebrapa keadaan atau kejadian.

3. Informasi menurut Barry E. Chating menunjukkan heari pengolahan
data yang di organisasikan dan berguna kepada gearggmenerimannya.

4. Menurut Jerry Fite Gerald, Ardra F. Fitre Gerald &daren D. Staling. Jr.
Informasi adalah data yang telah diubah kedalanukgrang berguna dan
mencerminkan suatu tentang hubungan dari datebtérse



Onong U Efendy (1984:76) membagi informasi meniayd jenis, dimana
ketiga jenis informasi tersebut diklasifikasikanrdasarkan aspek-aspek yang
akan di uraikan sebagai berikut :

1. Informasi berdasarkan hal tersebut maka nilai-mirmasi diantaranya :
a. informasi yang tepat waktu
b. informasi yang relavan
c. informasi yang bernilai
d. informasi yang dapat dipercaya

2. Informasi berdasarkan dimensi waktu
Informasi berdasarkan dimensi waktu diklasifikasikaenjadi dua, yaitu :
a. Informasi masa lalu
b. Informasi masa kini

3. Informasi berdasarkan sasaran
Informasi berdasarkan sasaran adalah informasi yhiogukan kepada
seseorang atau kelompok orang baik yang terdapamdarganisasi
maupun luar organisasi. Jenis informasi ini dikieasikan sebagai
berikut :
a. Informasi individual
b. Informasi komunitas

Pengklasifikasian informasi menurut Siagian (19B2:2nenyebutkan
bahwa informasi diklasifikasikan antara lain, menjanformasi yang bersifat
terbuka dan informasi yang bersifat tertutup.

1. informasi yang bersifat terbuka adalah informasigyperlu diketahui oleh
masyarakat dan perlu disebarluaskan.

2. informasi yang bersifat tertutup adalah informasiany tidak
disebarluaskan, termasuk informasi yang bersifabatas dan sangat
rahasia.

Untuk dapat menyajikan informasi yang terpilih makarus diketahui
sifat-sifat informasi. Seperti yang disebutkan W@ (1986:30) sifat-sifat
informasi adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang relefan dan yang tidak relevan
Yang dimaksud informasi yang relevan adalah inf@imgang ada
hubungannya atau ada kepentingannya bagi si pemers@dangkan
informasi yang tidak relevan adalah informasi yéidgk ada atau sedikit
sekali kepentingannya bagi si penerima.

2. Informasi yang dapat berguna dan kurang berguna
Sebagai contoh informasi tentang kenaikan hargatkbbn pokok tidak
berguna bagi suatu pimpinan kantor Depdiknas tetdpi gunannya bagi
sebagian pribadi (kepala keluarga)

3. Informasi dapat tepat waktunya, dapat pula tidpktevaktunya
Informasi dikatakan tepat waktunya apabila dapahaapai si penerima
sebelum ia melakukan pengambilan keputusan. Tefagbila informasi



tersebut datangnya setelah keputusan diambil, nr#kamasi tersebut
tidak tepat waktunya atau telah basi.

Informasi dapat valid dan dapat tidak valid

Apabila informasi yang diberikan kepada seseoraagipakan informasi
yang keliru, maka informasi tersebut merupakanrimfsi yang tidak
valid, sebaliknya bila informasi itu benar makamhasi itu adalah valid.

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpularwlaaimformasi adalah

data yang diolah dan disampaikan kepada orang s$&iningga orang itu akan

mempunyai kejelasan terhadap hal yang berhubungmgad kebijakan dan

kegiatan organisasi atau perusahaan.

Hal-hal yang harus diatur sedemikian rupa agar méoinkan respon dari

masyarakat, menurut Djanaid (1993:49) antara lain :

1.

Pesan harus diatur begitu rupa sehingga menumbuybdedmatian, pesan
harus menyolok.

. Pesan harus memakai lambang-lambang yang sesugarddmgkup

pengalaman si penerima

Pesan harus diarahkan pada nilai-nilai komunikasi

Pesan akan diterima apabila tidak bertentangan asemgprma-norma
masyarakat

Sedangkan menurut Bonar (1996:27) syarat yang hdipesrrhatikan

dalam penyampaian informasi adalah :

alhownpE

kesanggupan untuk berfikir tenang

mempunyai sesuatu untuk dikatakan

mempunyai tujuan khusus

memiliki pengetahuan banyak tentang masalah itu
kesanggupan untuk menempatkan diri di dalam tesigenerima

Dengan dipenuhinya beberapa persyaratan diatasaghem apa yang

disampaikan pada masyarakat dapat diterima sesngad apa yang diharapkan

yang nantinya dapat dibentuk pandangan umum at&ni o@asyarakat yang

positif terhadap program yang disampaikan olehrisgai.

2.3.1.2. Struktur Informasi

Sementara itu struktur informasi diperlukan untugnmperjelas informasi

yang akan disampaikan dalam portal, terutama #itesnet. Struktur informasi

yang tercakup dalam situs internet adalah:

1.

Brand visualization (Kotler, 2002), yaitu penampakan simbol-simbol

tertentu yang menjadi ciri khas suatu daerah,



2. Information Changes(Hanson, 2002), yaitu sejauh mana tingkat
perubahan informasi dalam portal, baik statis Kigeernah berubah)
maupun dinamis (selalu berubah).

3. Jenis informasi, yaitu materi informasi yang disafi terutama informasi
yang berhubungan dengan sumberdaya pelayanan jsdgbiérti:

a. informasi pelayanan umum

b. informasi potensi dan peluang investasi

c. informasi komoditi perdagangan

d. informasi infrastruktur pendukung, sepertidrainase listrik,
telekomunikasi (untuk investasi), jaringan jaldrade center dan
sebagainya

e. informasi sarana pendukung, seperti transportass, (lxereta api,
pesawat terbang), akomodasi (hotel dan restoraisatpouvenir dan
sebagainya

f. informasi aturan dan prosedur terkait tentang @elag publik.

4. Jenis data, yaitu bentuk informasi yang disajikalauh portal, baik berupa
teks, gambar, maupun peta.

5. Komunikasi, yaitu tersedianya media untuk berirkgirantara pengunjung
dengan Pemerintah secanaling baik berupa-mail kontak pengunjung,
atau forum diskuson-line

6. Bahasa, yaitu pilihan penggunaan bahasa yang mdgsthami oleh
pengunjung. Biasanya digunakan bahasa Indonesiabdhasa Inggris
sebagai bahasa universal.

7. Universalitas, yaitu kemudahan akses baik dari kegiudahan membuka
situs maupun pencarian situs dalam search engamgy struktur menu

yang familiar.

2.3.2. Tekonologi Komunikasi

Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkaask@ardware dalam
sebuah struktur organisasi yang mengandung niki-nisosial, yang
memungkinkan setiap individu mengumpulkan, mem@osan saling tukar

menukar informasi dengan individu-individu lainnya.



Dengan teknologi sistem telekomunikasi berpengpada perkembangan
pengolahan data, data dan informasi dapat dikiram suatu tempat ke tempat
lain dengan alat komunikasi. Untuk mendukung sigielekomunikasi diperlukan
jaringan komputer, dengan adanya jaringan komppgargiriman data akan
mencapai wilayah yang lebih luas bahkan dapat ramjaansaksi langsung dari
pengguna. Internet merupakan salah satu bentukempddngan jaringan
komputer.
2.3.2.1. Definisi Komunikasi

Memahami komunikasi berarti memahami apa yang derfelama
komunikasi berlangsung, mengapa itu terjadi, mdrdpa yang dirasakan, akibat-
akibat apa yang ditimbulkannya, apakah tujuan aldrfitas berkomunikasi sesuai
dengan apa yang diinginkan, memahami hal-hal yapatdmempengaruhi dan
memaksimalkan hasil-hasil dari kejadian tersebut.

Menurut Anwar arifin (1988:17), komunikasi merupakauatu konsep
yang multi makna. Makna komunikasi dapat dibedddlendasarkan:

1. Komunikasi sebagai proses sosial
Komunikasi pada makna ini ada dalam konteks ilmaiaéoDimana para
ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggan pendekatan
komunikasi yang secara umum menfokuskan pada kegragnusia dan
kaitan pesan dengan perilaku.

2. Komunikasi sebagai Peristiwa
Dalam hal ini komunikasi mempunyai pengertian, bahkomunikasi
merupakan gejala yang dipahami dari sudut bagairbanéuk dan sifat
terjadinya. Peristiwa komunikasi dapat diklasifikas berdasarkan
kriteria tertentu. Ada yang membedakan komunikasissa dengan
komunikasi tatap muka, komunikasi verbal dan norbale komunikasi
yang menggunakan media dan tanpa media.

3. Komunikasi sebagai lImu
Struktur ilmu pengetahuan meliputi aspek aksiolapjstomologi dan
ontologi. Aksiologi mempertanyakan dimensi utili§@edah, peranan dan
kegunaan). Epistomologi menjelaskan norma-normay ydipergunakan
ilmu pengetahuan untuk membenarkan dirinya serfaangkan ontologi
mengenai struktur material dari ilmu pengetahuan.

4. Komunikasi sebagai kiat atau keterampilan
Komunikasi dipandang sebagai skill yang oleh imtlividipergunakan
untuk melakukan profesi komunikasi. Perkembangamadkomunikasi di
Indonesia pada masa yang akan datang menunjukkaspgk yang
semakin cerah. Dengan demikian, masalah-masalag parhubungan
dengan profesi komunikasi tetap menjadi agenda imqent Antara
komunikasi dan bidang profesional terdapat kaitamgysignifikan. Dalam
menunjang suatu profesi atau karir yang menuntutnakepuan



pemahaman pada sifat dasar komunikasi, berkomurgkaara kompeten

dan efektif diperlukan dalam bidang kemampuan batkukasi (speech

communication), komunikasi massa, komunikasi omggsij komunikasi
politik, public relations, periklanan, penyiaran rqadcasting) dan
pemasaran.

Pengetahuan dan kemampuan komunikasi adalah dasak kualitas
kepemimpinan. Merupakan hal pokok untuk hubunganerpersonal,
mempengaruhi dan perkembangan informasi dalam magnKomunikasi juga
memainkan peran penting dalam perencanaan, pengankleputusan, pemikiran

strategis, memperoleh pengetahuan teknis dan mbagd.

2.3.2.2. Sistem Telekomunikasi

Pengertian sistem telekomunikasi adalah sekummeasngkat keras dan
perangkat lunak yang bersesuaian dan teratur sebagadukung media
komunikasi informasi dari suatu lokasi ke lokasinlgLoundon & Loundon
2005:353). Sedangkan sistem telekomunikede¢omunication systgnmenurut
Jogiyanto (2003:176) adalah sistem untuk mengkokagikan data atau
informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain.

Komponen-komponen sistem telekomunikasi menurutdeau& Louden

(2005:353) adalah :

1. Komputer untuk memproses informasi

2. Terminal atau perangkat input atau output yang bisengirim atau
menerima data

3. Saluran komunikasi, yaitu hubungan yang menyalurtara atau suara
antara perangkat pengirim dan penerima dalam pningSaluran
komunikasi menggunakan beragam media komunikagiersesaluran
telepon, kabel koaksial, kab@ber-optik dan transmisi nirkabel.

4. Prosesor komukasi, seperti modemultiplekser, kontroler, prosesor
front-end yang memberi dukungan untuk transmisi dan persmuata.

5. Perangkat lunak komunikasi yang mengendalikan @ksvinput dan
output dan mengelola fungsi lainnya dari jaringamknikasi.

Komponen-komponen sistem telekomunikasi menurutydogp. Untuk
mengkomunikasikan dari suatu tempat ke tempat liana komponen yang harus
tersedia adalah sebagai berikut :

1. Komputer atau terminal pengirim untuk mengirim ddsa informasinya.
Tugas-tugas yang dilakukan oleh komputer pengigp@nérima) dalam
transmisi data adalah sebagai berikut :



a. Mengirim (menerima) sinyal untuk membentuk jalurrgpgara

transmisi.

Mengarahkan transmisi ke arah media yang digunakan.

Mempersiapkan format dari data yang dikirim (ditea).

Melakukan transmisi data dan mengatur kecepatanrdasmisi.

e. Melakukan pengawasan transmisi jika terjadi kesaldghansmisi.

2. Media transmisi (transmition media) atau jalur at@anal komunikasi
(comunication chanel) yang akan membawa data y&ag dikirimkan
dari sumber data ke penerima.

3. Pemroses komunikasi (comunication processor) me&arpa alat
pendukung transmisi data seperti misalm@em, multiplekser, kontroler,
prosesor front-end processor, switchjmgn sebagainya.

4. Perangkat Ilunak komunikasi (comunication softwargdng akan
mengendalikan proses komunikasi data.

5. Komponen atau terminal penerima. Jogiyato (2003176

oo

2.3.2.3. Jaringan Komputer

Penggunaan jaringan komputer sangat mempengarhtdugan manusia
secara global. Dengan memanfaatkan jaringan kompdépat mendorong
perusahaan untuk dapat kompetitif dalam secaramaptiuntuk memacu
kinerjanya. Baik entitas bisnis untuk meningkatkaefisiensi kinerja dan
meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat, jugéagnakademik untuk
meningkatkan pelayanannya bagi stake holder.

Oetomo (2004:7) mendefinisikan jaringan komputealad sekelompok
otonom yang dihubungkan satu dengan lainnya dengamggunakan protokol
komunikasi melalui media komunikasi sehingga ddpabagi data informasi,
program-program penggunaan bersama perangkat &epastiprinter, hardisk
dan sebagainya.

Pengertian jaringan komputer ataetworkmenurut Jogiyanto (1999:237)
adalah jaringan dari sistem komunikasi data yangbatkan sebuah atau lebih
sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur méisdan alat komunikasi
membentuk satu sistem.

Jaringan komputer networking menurut (Neibauer, 2001:3) vyaitu
menghubungkan dua atau lebih komputer bersamagaarmemberikan efisiensi
kerja yang bisa meningkatkan pengembalian invesgesusahaan di sisi
komputer,software dan pelatihan komputer. Jaringan berkontribudapztisiensi
dan efektifitas kantor dengan menghemat waktu damgudengan membantu

proses pengambilan keputusan.



Dalam memangun sistem informasi secara terintegedsiologi jaringan
komputer sangat berperan, karena :

1. Proses interaksi sering terjadi pada suatu tempgag) berbeda dengan
tempat pengolahan datanya, sehingga data dapht seiategrasi dengan
baik.

2. Data dalam suatu perusahaan harus terintegrasiadebgik sehingga
senantiasa dapat dieksplorasi untuk pembuatanadapoanajerial yang
akurat setiap saat/p to date)

3. Sering diperlukan pendistribusian proses pengolaldata untuk
menghindari Bottle neck

4. Mempercepat pendistribusian data dan informasi kunbtaenunjang
pengambilan keputusan.

5. Jaringan komputer memungkinkan beberapa komputéukusaling
memanfaatkan sumber daya yang ada seperttiter, hardisk dan
pheripherallainnya, sehingga dapat menekan biaya pembgharipheral
atau software dan meningkatkan efektifitas dari pengguna suntasa
tersebut.

6. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komumikasar pemakai

komputer, baik untukelekonferencenaupun untuk mengirimkan pesan-

pesan E-mail) atau informasi penting lainnya. Disamping itu gim
dibentuknya jaringan, maka biaya telepon dapakaite

Sistem jaringan komputer memberi perlindungan tapalata.

Dengan jaringan komputer, maka pengembangan pemalatapat

dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya (Oet200@,61).

o~

Network merupakan sattu cara yang sangat berguna untuk
mengintegrasikan sistem informasi dari satu areaakea lainnya.Network
memberi kemudahan dalam menerima atau mengaksemasdi secara tepat dan
terstruktur yang sangat mendukung dalam mengerjaikiamg apapun.

Jaringan komputer yang digunakan dalam suatu @ggsindewasa ini
dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam bekdasaras luasan area yang
dapat dijangkau atau dilayani. Secara umum bentatingan komputer
berdasarkan area kerjanya dapat digolongkan dalepate kelompok, yaitu
Jaringan Komputer Lokal L6cal Area Network/AN), Inter Jaringan
(Interconnection Netwojk Jaringan Komputer Metropolitaétropolitan Area
NetworkMAN), dan Jaringan Komputer Skala Lua&ifle Area Network/AN)
(Oetomo, 2002:21)



2.3.2.4. Internet

Internet merupakan bentuk layanan penyajian infesrmaengan
menggunakan media teknologi modern (komputer) dersggala perangkat dan
perkembangannya, dengan menyajikan data, fakta,imfanmasi yang tepat.
Pengertian internet menurut Cideno (1996:9) adaladtu jaringan kerja global
yang terdiri atas lebih dari seribu jaringan yaegilh kecil, dimana semuanya
menggunakamternet ProtocolIP) untuk berkomunikasi satu dengan lainnya.

Menurut Werner J. Severin dan James W.T. (2008d3,tiga fitur utama
dalam Internet, yait&-mail (surat elektornik)Newsgroups and Mailing lisserta
World Wide WebKehadiran internet membuat perubahan cepatata@aidalam
akses informasi dan perkembangan pendidikan. Peanbbesar dan cepat ini
disebabkan berbagai faktor sebagai berikut :

1. Semakin banyak media akses informasi

2. Biaya relatif terjangkau oleh pemakai

3. Tidak tergantung dari satu pemasok

4. Sebagi sistem jaringan informasi yang kokoh (H.&sd, 2005: 256)

PengertiaWWebsiteatau situs menurut Yos Sudarso (2008) dapat kiarti
sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakamk umhenampilkan
informasi teks, gambar diam atau gerak, animasitaswdan atau gabungan dari
semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dsmamng membentuk satu
rangkaian bangunan yang saling terkait dimana rgasiasing dihubungkan
dengan jaringan-jaringan halamdaygerlink).

Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, makas hersedia
unsur-unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut:

1. Nama domain@omain name/URL - Uniform Resource Locator
Pengertian Nama domain atau biasa disebut deDgamain Nameatau
URL adalah alamat unik di dunia internet yang dajan untuk
mengidentifikasi sebualvebsite atau dengan kata lain domain name
adalah alamat yang digunakan untuk menemukan selehhite pada
dunia internet. Contoh : http://www.baliorange.rtgtp://www.detik.com.
Nama domain diperjualbelikan secara bebas di iatatangan status sewa
tahunan. Nama domain sendiri mempunyai identifikekstensi atau
akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi ked@nevebsitetersebut.
Contoh nama domain ber-ekstensi internasional hdalm, net, org, info,
biz, name, ws. Contoh nama domain ber-ekstenssidkagara Indonesia
adalah co.id (untuk nama domavwebsiteperusahaan), ac.id (nama domain



website pendidikan), go.id (nama domaimebsite instansi pemerintah),
or.id (nama domaiwebsiteorganisasi).

. Rumah tempatvebsite(Web hostiny

PengertianWeb Hostingdapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat
dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gamdan
lain sebagainya yang akan ditampilkameibsite Besarnya data yang bisa
dimasukkan tergantung dari besarnyab hostingyang disewa/dipunyai,
semakin besarweb hosting semakin besar pula data yang dapat
dimasukkan dan ditampilkan dalanebsite Web Hostinguga diperoleh
dengan menyewa. Besarnya hosting ditentukan ruahgeddisk dengan
ukuran MBMega Byt¢ atau GBGiga Bytg. Lama penyewaarweb
hosting rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan hostitekuakan dari
perusahaan-perusahaan penyeved hostingyang banyak dijumpai baik
di Indonesia maupun Luar Negri.

. Bahasa Prograns¢ripts Program

Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkaap sperintah
dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa programt sanga
menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebwabsite. Semakin
banyak ragam bahasa program yang digunakan makaetiaat website
semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat BagBeragam bahasa
program saat ini telah hadir untuk mendukung kaslitebsite Jenis jenis
bahasa program yang banyak dipakai para desaigbsiteantara lain
HTML, ASP, PHP, JSRlava Scripts, Java appletisb. Bahasa dasar yang
dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP,,ASP dan lainnya
merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebaggafur dinamis,
dan interaktifnya situs. Bahasa program ASP, PI3IP, dtau lainnya bisa
dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya diganakntuk membangun
portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamanggota organisasemail,
mailing listdan lain sebagainya yang memerlukaalatesetiap saat.

. Desainwebsite

Setelah melakukan penyewaalomain namedan web hosting serta
penguasaan bahasa prograaripts progran), unsurwebsiteyang penting
dan utama adalah desain. Desaugebsite menentukan kualitas dan
keindahan sebualvebsite Desain sangat berpengaruh kepada penilaian
pengunjung akan bagus tidaknya sebwabsite Untuk membuatvebsite
biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewawyasaite designeiSaat
ini sangat banyak jasaeb designerterutama di kota-kota besar. Perlu
diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukagh dualitas designer.
Semakin banyak penguasaaab designetentang beragam program atau
software pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkars s@ng
semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. dyatadesignemi yang
umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari sélurbiaya
pembangunan situs dan semuanya itu tergantungdsidiesigner.



2.4. Komunikasi Massa
2.4.1. Definisi Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan istilah bahasa Inggrisiass
communicatiofy atau komunikasi media massmdss media communicatipn
yang berarti komunikasi dengan menggunakan medissanatau komunikasi
yang mass mediated (komunikator tak dapat bertategsung dengan khalayak).
Sedangkan istilamass medidinggris) atau media massa (Indonesia) adalah dari
media of mass communicatimedia yang digunakan dalam komunikasi massa).

Sementara DeFleur & McQuails (1988:5) mendefinsikaomunikasi
massa sebagai suatu proses melalui mana komunrKatosnikator
menggunakan media untuk menyebarluskan pesan-pesana luas dan terus-
menerus menciptakan makna-makna serta diharapk@at daempengaruhi
khalayak yang besar dan beragam dengan melaluadp@rimacam cara. Definisi
lain datang dari Little john (1999:562) yang melaffah komunikasi massa
adalah suatu proses dengan mana organisasi-orgjameedia memproduksi dan
mentransmisikan pesan-pesan kepada publik yang,bésa proses di mana
pesan-pesan itu dicari, digunakan, dimengerti,dlpangaruhi oleh audience. Ini
artinya, proses produksi dan transmisi pesan d&damunikasi massa sangat
dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan audiedataluddin Rakhmat
merangkum komunikasi massa adalah jenis komuniyasg ditujukan kepada
sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen danrmanoelalui media cetak atau
elektronik sehingga pesan yang sama dapat dites@tara serentak dan sesaat.

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disirk@ulbahwa komunikasi
massa adalah komunikasi yang menggunakan mediaambaik cetak (surat
kabar, majalah) atau elektronik (radio, televiggng dikelola oleh suatu lembaga
yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yarsglar di banyak tempat,
anonim dan heterogen.
2.4.2. Proses Komunikasi Massa

Definisi komunikasi di atas menunjukkan, komusikahassa selalu
berhubungan dengan transmisi dan penyebaran pé&sfleur & McQuails
(1988:4) misalnya, mengatakan “komunikasi massaahd@roses di mana

komunikator professional menggunakan media untglapaecara luas, cepat dan



kontinyu untuk menimbulkan makna yang diharapkasapaudience yang besar
dan beragam dalam upaya mempengaruhinya dalamadoeragra. Hal serupa
juga dikatakan Janowitz (1968:12) komunikasi matsairi dari lembaga-
lembaga dan teknik-teknik dengan mana kelompokrkptik khusus
menggunakan peralatan-peralatan teknologi (perdjo,rafiim dsb) untuk
menyebarkan isi simbolik kepada audience yang banyalahnya, heterogen
dan terpisahpisah.

Dari sini kita bisa melihat komponen-komponen dakomunikasi massa,
yang mencirikan sifat khusus institusi media, daganya :

1. “Si pengirim” dalam komunikasi massa selalu meragpakbagian dari
sebuah kelompok yang terorganisir, dan seringkarupakan anggota
dari sebuah lembaga yang punya fungsi lain selamukikasi.

2. “Si penerima” selalu seseorang tetapi juga daddtadlioleh si pengirim
sebagai suatu kelompok atau kumpulan dengan bebetaput umum
tertentu.

3. Salurannya, tidak lagi terdiri dari hubungan antaanusia, alat-alat
ekspresi atau pancaindera, tetapi mencakup alatédgdagan sistem
penyebaran yang berdasarkan teknologi. Sistenmsigtetetap memiliki
komponen-komponen sosial, karena terikat pada hulagiat istiadat dan
harapan-harapn masyarakat.

Proses komunikasi dalam komunikasi massa berlaggsdaengan
menggunakan media massa. Media massa dengan denmidaka proses ini akan
lebih kompleks bila dibandingkan dengan, misalrk@nunikasi antar persona.
Sementara DeFleur/Dennis, menunjuk adanya limaptgh@ses komunikasi
massa (DeFleur, 1988:6) :

1. Sebuah pesan diformulasikan oleh para komunikatdegsional

2. Pesan dikirim secara cepat dan kontinyu dengan nuekennya melalui
media.

3. Pesan menjangkau audiens yang luas dan beragagymemyertai media
dengan cara yang selektif.

4. Individu anggota audiens menginterpretasikan pesargan cara sesuai
dengan makna berdasarkan pengalamannya yang diaarkprang lebih
sama dengan yang dimaksud komunikator professional.

5. Sebagai hasil pengalaman makna ini anggota audipesigaruhi dalam
suatu cara bahwa komunikasi memiliki pengaruh.



Berikut ini adalah komponen-komponen proses konasiik
Komunikator Profesional

Diantara beberapa komponen dalam proses komunikesssa.
komunikator profesional memegang peranan pentiaand proses
komunikasi massa. Komunikator professional adakibusah tim, yang
terdiri dari orang-orang yang berperan memprodpksses komunikasi
massa. Kita akan melihat komunikator professiomasebut (DeFleur,
1998:6-12).

a. Tahap pertama komunikasi massa terjadi ketika $ebpasan
dibeptuk dalam suatu format yang layak untuk dgisikan oleh

b. ?aer?glga'memformat pesan adalah komunikator profeskiopeoduser,
editor, reporter, dan lain-lain, yang mula-mula gehit, dan
menyebarluaskan berita hiburan, drama, dan isi {@ng

c. Komunikator profesional tergantung dari kumpularokgok lain
yang menolong memformulasikan dan menyebarluaskesam
pesannya.

Dengan demikian, komunikator professional adalaharig-orang
media” itu sendiri atau dari institusi lain yang mieentuk pesan dalam
suatu format yang dapat ditransmisikan melalui setkssa.

Penjaga Gawangdsatekeeper

Komunikator profesional memiliki fungsi yang dikapsikan
sebagai penjaga gawangatekeepgr Penjaga gawang adalah orang yang
(dengan memilih, mengubah, dan menolak pesan )t capapengaruhi
aliran informasi kepada seseorang atau sekelompokrima. Keputusan
penjaga gawang mengenai informasi mana yang ddéewian ditolak
dipengaruhi oleh banyak variable. Blitter (dalambs, 1996 : 204)
mengidentifikasi variable-variabel, diantaranya omimi, pembatasan
legal seperti hukum mengenai pencemaran nama karkraempengaruhi
seleksi dan penyajian berithatas waktu deadling, etika pribadi dan
professional, kompetisi diantara media, nilai lzerit
Cepat dan Kontinyu

Tahap ketiga dari proses komunikasi masa adalalgygeeakkan
pesan untuk mengatasi hambatan ruang dan waktatdBén, media

massa dapat mengatasi ruang dan waktu. Ini bepatigiriman pesan-



pesan media massa, lebih dari media anatra peysditedukan secara
cepat dan menyebar dalam jangkauan yang luas.
4. Keragaman Audiens
Pesan menjangkau audiens yang luas dan beragaghmgryertai
media dengan cara yang selektif. Karean sifatnyay y@amum, audiens
media bisa sangat beragam, tidak memandang statsial, stingkat
pendidikan, agama, suku, ras, dan segala macanelpemgpkan social.
Hal ini terlihat dari, misalnya bahsa yang digumaka
5. Pengaruh
Sebagai hasil pengalaman makna ini anggota audipesgaruhi
dalam suatu cara, bahwa komunikasi memiliki perfyarBengaruh
komunikasi biasanya dikonsepsikan sebagai dampakik Blalam
komunikasi interpersonal, komunikasi organisasiokamunikasi publik
maupun komunikasi massa. Tentang dampak mediadiiahas pada bab
berikut.

2.4.3. Manfaat Komunikasi Massa

Pentingnya media massa di masyarakat, menurutsiMoQuail, adalah
di samping merupakan industri yang terus berkembd@ggan menciptakan
tenaga kerja serta menghidupi industri lain jugeka media merupakan sumber
kekuatan (Mc Quail, 1989 :3). Di luar itu media opmekan forum untuk
menampilkan berbagai peristiwa, menjadi wahana gmbgngan kebudayaan,
serta sumber dominan bagi orang untuk memperolebagan tentang realitas
sosial. Ini yang membuat studi tentang komunikasissa menjadi semakin
banyak diminati. Di antara ahli komunikasi yangriega tentang fungsi media
banyak dikutip, Harold D. Lasswell barangkali mepathtempat utama.

Menurut Laswell, ada 4 (empat) fungsi media magsa, :

1. Pengawasan lingkungan.
Menunjukkan pengumpulan dan distribusi informasngemai kejadian-
kejadian yang berlangsung di lingkungan, baik damtmaupun di luar
masyarakat tertentu. Dalam banyak hal, fungsi srhbbungan dengan
“penanganan berita”



2. Korelasi antar bagian masyarakat dalam menangmagingan.

Tindakan korelasi meliputi interpretasi informasemgenai lingkungan
dan pemakaiannya untuk berperilaku dalam reakdiyeadap peristiwa-
peristiwa tadi. Aktivitas ini dikenal sebagai edi&b atau propaganda.

3. Transmisi warisan sosial dari suatu generasi kemgsnberikutnya.
Sedang transmisi warisan sosial berfokus pada kikasinpengetahuan,
nilai-nilai, dan norma-norma sosial dari generasgknerasi lain atau dari
anggota-anggota satu kelompok kepada pendatang @t sering
menyebutnya sebagai fungsi pendidikan.

4. Hiburan.

Fungsi hiburan berhubungan dengan hiburan massa gmambarkan
para kritikus kebudayaan sebagai “hiburan mass#aladéisfungsional
selama ia gagal menimbulkan atau menumbuhkan spidybk sampai
pada tingkatan yang mungkin dicapai oelh bentuktbemiburan yang
kurang meluas seperti teater, opera, dan dramaeadkéasik.”

Ada satu fungsi lagi yang ditambahkan di sini, yakmgsi mobilisasi.
Menurut Denis McQuails, fungsi ini berhubungan dang upaya
“mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang@gdungsi mobilisasi
agaknya yang paling relevan dengan permasalahang yamencoba
menghubungkan peranan pers dengan upaya mewujymaerrintahan yang
baik. McQuails sendiri memerinci fungsi media lehldbtail lagi (McQuail,
1989:70). Menurutnya ada fungsi media bagi maakgardan ada pula fungsi
bagi individu. Fungsi utama media bagi masyaraialiti dari :

1. Fungsiinformasi
Meliputi menyediakan informasi tentang peristiwan deondisi dalam
masyarakat dan dunia, menunjukkan hubungan kekoasaamudahkan
inovasi, adaptasi, dan kemajuan.

2. Fungsi korelasi
Meliputi menjelaskan, menafsirkan, mengomentari maakeristiwva dan
informasi, menunjang otoritas norma-norma yang mapaelakukan
sosialisasi, mengkoordinasi beberapa kegiatan, reetuk kesepakatan,
menentukan urutan prioritas dan memberikan stalasifr

3. Fungsi kesinambungan
Terdiri dari mengekspresikan budaya dominan dangatan keberadaan
kebudayaan khusus (subculture) serta perkembangatayéd baru,
meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

4. Hiburan
Fungsi Hiburan meliputi menyediakan hiburan, peihgal perhatian, dan
sarana relaksasi, meredakan ketegangan sosial.

5. Mobilisasi
Fungsi mobilisasi adalah mengkampanyekan tujuanyamakat dalam
bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pakerjdan kadang kala
juga dalam bidang agama.



2.5. Pelayanan Publik

Dalam mencari arti pelayanan publik tidaklah teskepdari masalah
kepentingan publik atau kepentingan umum. Hal iikiaitnakan kepentingan
umum merupakan bentuk himpunan atau kumpulan épertingan-kepentingan
individu selama kepentingan-kepentingan tersebdékti bertentangan dengan
norma masyarakat serta aturan yang berlaku. H.AV&®enir (1995:6)
mendefinisikan kepentingan umum sebagai berikutatls bentuk kepentingan
yang menyangkut orang banyak atau masyarakat, timientangan dengan
norma dan aturan, yang kepentingan tersebut beesupdula kebutuhan (hajat)
hidup orang banyak atau masyarakat itu”. Menurupriganto dan Sugiyanti
(2001) dalam Warsito Dan Yuwono (2003:68), dinyatakbahwa pelayanan
adalah upaya untuk membantu menyiapkan, menyediakan mengurus
keperluan orang lain dimana dalam setiap kegiataypnan tersebut selalu
terjadi tindakan atau upaya dari pihak yang melayatuk memenuhi kebutuhan
pihak yang dilayani.

Mengenai pelayanan publik, menurut Kepmen PAN 8lMB8yatakan
bahwa pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelaygang dilakukan oleh
instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, dasMB dalam bentuk barang
maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakayssesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu juga terdapat beberapa prinsip-ppinselayanan publik
yaitu:

1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidakebebzlit, mudah
dipahami, dan mudah dilaksanakan

2. Kejelasan: persyaratan teknis dan administrasiypakn publik, unit
kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjaaiEbmdmemberikan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ ket@angdalam
pelaksanaan pelayanan publik, dan rincian biayaypebn publik dan tata
cara pembayaran

3. Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayandolik pudapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditemtuka

4. Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengandretepat, dan sah.



10.
11.

12.

Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras,arag, golongan,
gender dan status ekonomi

Bertanggung jawab: pimpinanan penyelenggara pegaygwublik atau
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penggkraan pelayanan
dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksgedayanan publik
Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianyasiarprasarana kerja,
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadanasuk
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi danrmdtka.

Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sararsyapah yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan daeatanfaatkan
teknologi komunikasi dan informasi.

Kejujuran

Kecermatan

Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparatepamygara pelayanan
harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan pe&ayalengan ikhlas,
sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hakrhak

Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk petayarmdik dapat
memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.

Sebagai suatu produk, layanan mempunyai sifat nefjy@nya berbeda

barang-barang lain. Menurut Martini (1995) bahwaakgeristik dari layanan

adalah :
1. Tidak berwujudintangible)
2. Tidak dapat dipisah-pisahk&mseparability)
3. Berubah-ubah dan beragdwariability)
4. Tidak tahan lamgperishability)
5. Tidak ada kepemilikatunownership)

Dalam hal pelayanan, dapat diketahui bahwa pelayédnaimbul karena

adanya suatu sebab-sebab yang diingikan oleh naksaselaku penerima

layanan. H.A.S. Moenir (1995:12) menyatakan meng&ehutuhan mendasar

dan ideal dari setiap manusia yaitu:

1.

2.

Adanya rasa cinta dan kasih sayang, sehingga herseelayani dan
berkorban.

Adanya keyakinan untuk dan terhadap pentingnyagatilong menolong
sesama manusia, yang merupakan gerak naluri yatah suelekat pada



manusia. Dengan demikian seseorang dapat meminialgngan orang
lain.

3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orangrlarupakan suatu
keharusan, sehingga inisiatif pertolongan munculi dd pemberi
pertolongan.

Sesuai dengan salah satu fungsi utama dari biiokrasu fungsi
pelayanan masyarakat, birokrasi dituntut untukhdiisa memposisikan dirinya
sebagai pelayan masyarakat. Tuntutan-tuntutan e@aotkhan akan pelayanan
masyarakat tersebut pastinya harus diikuti olehngdatan kualitas pada masing-
masing personil yang melayani. Namun secara praktiek dapat dipungkiri
masih banyak ditemui bentuk-bentuk pelayanan yamglad masih kurang
memenuhi standart, sorotan-sorotan negatif darbdgai kalangan baik dari
dalam negeri maupun luar negeri seperti masalafygean yang berbelit-belit
(red-tape), kurang responsif, dan lamban semakmadean birokrasi memiliki
‘citra buruk' yang berakibat pada menurunnya tihddegpercayaan masyarakat
atas kinerja dari birokrasi.

Menurut Purnaweni (2003) dalam Warsito dan YuworgZ®08:72),
dinyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendkseangnya pelayanan
publik yaitu:

1. Tidak atau kurangnya kesadaran terhadap tugas damjikan yang
menjadi tanggung jawabnya, sehingga pihak pemiasm@nan bekerja
dengan seenaknya, tanpa mau peduli terhadap mgagiga seharusnya
dilayani dengan baik.

2. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidakat& sehingga
mekanisme kerja juga tidak berjalan sebagaimararsshya.

3. Pengorganisasian tugas pelayanan yang tidak hasmosghingga
memungkinkan terjadinya tumpang tindih pelayanarupoa ketiadaan
pelayanan.

4. Pendapatan atau gaji pegawai yang kurang sehinggekentidak dapat
bekerja dengan baik, dan bahkan tergoda untuk mkenjasa
pelayanannya.

5. Kemampuan pegawai yang kurang memadai untuk melakaa
tugasnya, sehingga hasil pekerjaannya tidak memunask

6. Tidak tersedianya sarana pelayanan atau sumberglya memadai,
sehingga pelaksanan pekerjaan menjadi terhambdaadran, dan banyak
waktu berharga yang hilang.

7. Mental pegawai, berapapun besar gaji yang diters@arang pegawai
tidak akan kunjung memadai kalau memang mental veigdemah
sehingga mudah tergoda untuk menyelewengkan pelagga. Jadi
pelayanannya sengaja dipersulit. Semakin rumitsgamakin mahal.



8. Hedonisme, sikap mengagung-agungkan materi yargiodang luas di
kalangan masyarakat sehingga mendorong orang umiaamerkan
wujud material daripada kualitas internal mereka.

2.5.1. Pelayanan informasi Publik

Menurut Undanguindang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik (KIP), pengertian informasi adal&leterangan, pernyataan,
gagasan, dan tandanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, dadik
fakta maupun penjelasannya yang dpt dilihat, didengan dibaca yang disajikan
dim berbagai kemasan dan format sesuai dgn perkeyabatek. informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektroriedangkan pengertian
informasi publik adalah informasi yang dihasilkaisimpan, dikelola dan/atau
dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang béka dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggan@edyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesuai dengan undang undarganmini serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dari peran tersebut, badan publik
diartikan sebagai lembaga eksekutif, legislatifdiigatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penggéaan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari ARBNAEBD, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh yam@&nsumber dari APBN
dan APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumberdgari.

Layanan Informasi adalah penyampaian berbagainrder kepada sasaran
layanan agar individu dapat menolah dan memanfaatkarmasi tersebut demi
kepentingan hidup dan perkembangannya.

Tujuan secara umum agar terkuasainya informasenert sedangkan
secara khusus terkait dengan fungsi pemahamann(pihadap informasi yang
diberikan) dan memanfaatkan informasi dalam pesgé@ masalahnya. Layanan
informasi menjadikan individu mandiri yaitu memahatan menerima diri dan
lingkungan secara positif, objektif dan dinamis,nmpa mengambil keputusan,
mampu mengarahkan diri sesuai dengan kebutuharergabut dan akhirnya

dapat mengaktualisasikan dirinya.



Komponen-komponen dalam pelayan informasi adalah
1. Konselor sebagai pelaksana layanan
2. Peserta layanan sebagai sasaran layanan adalaicingiitng memerlukan
informasi untuk mengatasi permasalahannya dan mdmgegkan
kehidupannya
3. Informasi sebagai isi layanan yang disesuaikan alekgbutuhan peserta
layanan.

Layanan informasi sangat menuntut asas kegiatanpéaerta layanan,
asas keterbukaan dan kesukarelaan. Asas kerahabpetukan jika informasi
bersifat pribadi. Jenignis informasi publik Menurut Undanghdang Nomor 14
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publilPjKyaitu :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebarkala.

Setiap badan publik wajib mengumumkan informasiligudecara
berkala, dgn cara yang mudah dijangkau dan dimdaalyang mudah
dipahami (cara-cara tersebut ditentukan oleh pejpéagelola informasi
dan dokumentasi di badan publik). Kewajiban inakiilkan paling singkat
6 bulan sekali dan ketentuan ttg kewajiban tersaka diatur lebih lanjut
dgn juknis dari komisi informasi. Informasi publi@ang diumumkan
meliputi :

a. informasi yang berkaitan dgn badan publik.

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan kubetkait.

c. informasi mengenai laporan keuangan

d. informasi lain yang diatur dim Perarturan Perundaingangan.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Badan publik wajib mengumumkan secara serta meunttus
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orangdbkadan ketertiban
umum. Dengan cara yang mudah dijangkau oleh mastadan dengan
bahasa yang mudah dipahami.

3. Informasi yang waijib tersedia setiap saat
Informasi yang waijib tersedia setiap saat ini malip
a. Daftar informasi publik yang berada dibawah pengaasya
b. Hasil keputusan badan publik



4.

5.

~ ® o o

h.

Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendyrkysn
Rencana kerja (termasuk perkiraan pengeluaran aahun
Perjanjian yang dilakukan dengan pihak ke tiga

Informasi dan kebijakan yang disampaikan dim peum@myang
terbuka utk umum

Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitgmpelayanan
masyatrakat

Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik

Informasi yang dikecualikan

Informasi yang dikecualikan ini apabila dibuka dapa

a.
b.

=~ ® 2 o

=

Menghambat proses penegakan hokum

Mengganggu kepentingan perlindungan haki, dan rmhkriigan
dari persaingan usaha tidak sehat

Membahayakan pertahanan negara dan keamanan Negara
Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia

Merugikan ketahanan ekonomi nasional

Merugikan kepentingan hubungan luar negeri

Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat prileoh kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang

Mengungkap rahasia pribadi

Memorandum atau suratirat antar badan publik atau intra badan
publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecaddis putusan
komisi informasi atau pengadilan

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

UndangUndang.

Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

Informasi publik yang tidak tercantum dalam kldsBi informasi yang

wajib disediakan dan diumumkan secara berkalaynmdsi yang wajib

diumumkan secara serta serta-merta, informasi yailp tersedia setiap

saat, dan informasi yang dikecualikan.



BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, meraggkdn, dan

melakukan klarifikasi suatu peristiwa atau suatagetahuan dengan memakai
metode-metode penelitian sangat menentukan tingksit penelitiannya. Suatu
penelitian harus menggunakan metode yang sesuagadempokok-pokok
permasalahan yang diteliti, agar memperoleh datg yiikehendaki dan relevan
dengan permasalahan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta realita yang terjadi
di lapangan yang dikaji berdasarkan fenomena-fenamyang terjadi di lapangan
dan menggambarkan permasalahan pemanfaathgiteDinas Perijinan sebagai
media teknologi informasi dan komunikasi dalam menian pelayanan publik.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriggihgan pendekatan
kualitatif, seperti yang diungkapkan oleh Moleo&@Q@6, h.11) metode penelitian
deskriptif bertujuan melukiskan atau menggambarkaatu fenomena dengan
jalan mendeskripsikan secara sistematis sejumlaabed yang berkenaan dengan
masalah penelitian yang akan di teliti. Lebih lajlazir (2005:54) menjelaskan
bahwa:

"Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam menstatus sekelompok
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatensigiemikiran ataupun
kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuak mendeskripsikan,
menggambarkan atau melukiskan secara sistematfijafadan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungamarafenomena yang
diselidiki.”

Sedangkan pendekatan kualitatif. menurut Bogdan @aylor, seperti
dikutip dalam Moleong (2006:4) menyatakan bahwadp&atan ini menghasilkan
data kualitatif berupa kata-kata tulis maupun lidan orang-orang atau perilaku
yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada aarindividu tersebut secara
holistic, tetapi memandangnya sebagai suatu kemtuhBalam penelitian ini
obyek yang diteliti juga dipandang sebagai sudttafatau kejadian yang diamati

secara intensif dan mendetail, baik tentang latlakang keadaan seseorang



maupun interaksi dengan lingkungannya. Penelitialitatif bertujuan menyusun
atau mengembangkan suatu teori, konsep dan pemalssrta mendeskripsikan
pernyataan yang sebanyak-banyaknya (Moleong, 2006:3
Dengan demikian penggunaan metode penelitian geé$ldan pendekatan

kualitatif merupakan metode yang sesuai untuk mangkrmasalahan yang akan
diteliti secara mendalam.
3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian perlu ditentukan untuk membatatsidis sehingga
penelitian yang dilakukan akan lebih terarah dagajdapat menyaring sebagai
informasi yang relevan. Penelitian kualitatif meegtaki batas dalam
penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagesalah dalam penelitian.
Fokus penelitian merupakan titik pusat perhatiaatlsumasalah dari suatu
penelitian agar penelitian menjadi terarah, efekigin efisien. Fokus sangat
penting artinya untuk menentukan batas penelitemgyakan dilakukan sehingga
akan memperjelas batasan dan juga mempertajam pemaah Dalam Moleong,
(2000:78) yang dimaksud dengan fokus penelitiatahdantuk membatasi studi
bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran peanelsehingga dapat
mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, aiodan dianalisis dalam
suatu penelitian.

Menurut Moleong (2000:62-63) tujuan dari pengambilekus penelitian
adalah:

“Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua dojwaitu, pertama
penetapan fokus membatasi studi. Dalam hal ini Soakan membatasi
bidang inkuiri. Misalnya jika kita membatasi diraril upaya menemukan
teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidakanfaatkan lagi.
Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memetuiteria inklusi

eksklusi atau memasukkan mengeluarkan (inclusicriusion criteria)

suatu informasi yang baru diperoleh di lapangamingga dengan
penetapan fokus yang jelas dan mantap, seoranditpdapat membuat
keputusan yang tepat tentang data mana yang akamplulkan dan data
mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang dikaiang”.



Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan whok lebih
memfokuskan penelitian maka fokus penelitian irglald sebagai berikut:
4) Pemanfaatan ICT pada medi@bsitepada Dinas Perijinan Kota Malang
dalam memberikan pelayanan publik
a. Manfaat penerapanformation and Communication Technoldd¢@T)
melalui website di Dinas Perijinan Kota Malang dalam pelayanan
publik.
b. Informasi pelayanan perijinan padaebsite Dinas Perijinan Kota
malang
5) Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatanformation and
Communication TechnologffCT) dalam layanan mediaebsite Dinas
Perijinan Kota Malang dalam pelayanan publik
6) Upaya pengembangan yang dilakukan Dinas Perijinata Klalang untuk
mengoptimalkan pemanfaatan pemanfaatamnformation and
Communication TechnolodyCT) pada mediavebsitedalam memberikan

pelayanan publik.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian disini yang dimaksud adalah teimghanana peneliti
melakukan penelitian terhadap obyek yang akanitditElari lokasi penelitian
itulah nantinya akan diperoleh data dan informaangy berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti. Lokasi peneliyamg dipilih penulis adalah
Dinas Perijinan Kota Malang yaitu dengan pertimlzangahwa Dinas Perijinan
Kota Malang merupakan salah satu instansi pemérintlaerah yang telah
menerapkamformation and Communication Technoldd@T).

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitiaiaratempat dimana
peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnyeoloigek yang diteliti.
Dalam penelitian ini yang dijadikan situs penefit@dalah Dinas Perijinan Kota
Malang yang melakukan fungsi sebagai pemberi indsirtayanan publik melalui
programe-Governmentlengan mediavebsite www.perijinan.malangkota.go.id,
serta masyrakat Kota Malang khususnya yang menggongsa pelayanan

melalui prograne-Government



3.4 Sumber Data
Untuk mendapatkan hasil yang baik tentunya harus@ing dengan data-
data yang akurat dan valid sesuai dengan tujuag yagin dicapai. Data-data
tersebut harus digali dari sumber-sumber yang Iarkaatau terlibat dalam
masalah yang diteliti. Sesuai dengan jenisnya, datag diperoleh dapat
digolongkan menjadi:
1. Data Primer
Data primer yang sifatnya kualitatif yang diperolédingsung dari
sumbernya. Dalam penelitian ini data primer kuafitdiperoleh dengan
wawancara i{iterview) dari informan di lapangan dan pengamatan
(observagi secara langsung dengan pihak-pihak yang terti@htaranya
Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Penynldaa Pengaduan
Dinas Perijinan Kota Malang yang juga merangkapagabpengelolaan
website, dan juga masyarakat yang mengajukan ijirKahtor Dinas
Perijinan Kota Malang, serta melihat secara langsdinwebsite Dinas
Perijinan Kota Malang yaitu di www.perijinan.mal&aga.go.id. Adapun
yang menjadi sumber data primer dalam penelitianaoalah aparat
pemerintah yang bekerja di Kantor Dinas PerijinantaKMalang serta
masyarakat Kota Malang secara umum dan masyarakatMalang yang
telah memanfaaatkan layanan informasivgibsiteDinas Perijinan Kota
Malang.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh sadakalangsung yang
dapat memperkuat atau mendukung data primer, yanguimber dari
dokumen-dokumen, paper-paper abeawsingdi internet yang berkaitan

dengan tema penelitian.



3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode atawaatpdigunakan

peneliti dalam mencari dan memperoleh data. Dalaemgpmpulan data

penelitian, penulis menggunakan teknik-teknik sabbhgrikut :

1.

2.

3.

Studi Pustaka

Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari bulapdran, pendapat para
ahli yang berkaitan dengan penelitian.

Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tata@ rianigsung dan
melakukan tanya jawab terhadap permasalahan yari@ita® dengan
fokus penelitian guna mendapatkan informasi atdaa glang diperlukan,
diantaranya dilakukan dengan :

a. Ir. Siswoyo, MT, selaku Kepala Bidang PelayananadiPerijinan
Kota Malang sebagai kunci informasi, guna mengpretasikan
data tentang gambaran umum penerapan Teknologirmag
komunikasi pada Dinas Perijinan Kota Malang

b. Wardius Yoseph, SH Kepala Bidang Penyuluhan damgdtiran
Dinas Perijinan Kota Malang, guna menginterpretasitata tentang
gambaran umum penerapan Teknologi informasi konasnikada
Dinas Perijinan Kota Malang

c. Orang-orang yang bekerja di lingkungan Dinas Rexiji Kota
Malang guna menginterpretasikan data tentang gambamum
penerapan Teknologi informasi komunikasi pada DiRasijinan
Kota Malang

d. Masyarakat yang telah mengakses dan memanfaatkasitev®inas
Perijinan Kota Malang.

Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapanghadip fenomena
yang diteliti dan melakukan pencatatan secara nsais terhadap
fenomena yang terjadi terkait dengan pelaksanadaygean publik
(partisipasi publik) dengan aplikasi ICT. Penetigngadakan pengamatan

langsung di lokasi penelitian dan selanjutnya memgukan data yang



diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukahservasi di Dinas
Perijinan Kota Malang.
4. Dokumentasi
Adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpuwkanmempelajari
dokumen-dokumen atau catatan yang dibutuhkan dadanalitian ini.
3.6 Analisis Data
Data mentah yang telah dikumpulkan oleh penetiikiada gunanya jika
tidak dianalisis. Analisis data (Patton, 1980:268Jam Moleong adalah proses
mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dslatu pola, kategori, dan
satuan uraian dasar (2000: 103). Dalam penelitepatddigunakan analisis dari
Miles dan Huberman (1992:15-20) dalam Bakri (2003:172) dengan prosedur
“reduksi data, penyajian data, dan menarik kesiapuwtau verifikasi” sebagai
berikut:
1. Reduksi data
Data yang diperoleh di lokasi atau data lapangaradgkan dalam uraian
atau laporan yang lengkap dan terperinci. Lapoaparigan oleh peneliti
perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yangkp&, difokuskan pada
hal-hal yang pokok, kemudian dicari tema atau p@arReduksi data
berlangsung terus menerus selama proses pendigid@ngsung. Dalam
penelitian yang akan dilakukan data yang direduksliputi gambaran
umum Dinas Perijinan Kota Malang. Gambaran umunmmieliputi lokasi
penelitian, ruang lingkup tugas dan fungsi, visisijrtujuan pembentukan
Dinas Perijinan Kota Malang, struktur organisasinber daya manusia,
sarana dan prasarana, jenis-jenis pelayanan De@s&n Kota Malang,
profil websiteDinas Perijinan Kota Malang
2. Penyajian Data
Penyajian data ataudisplay datd dimaksudkan agar memudahkan bagi
peneliti untuk melihat gambaran secara keselurudtan bagian-bagian
tertentu dari penelitian. Dalam penelitian data gyafisajikan meliputi
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ohad Perijinan Kota
Malang meliputi jenis-jenis pelayanan yang tersediiavebsite Dinas

Perijinan Kota Malang, Pemanfaatan ICT melaliebsite dalam



memberikan informasi pelayanan publik, upaya pergemgan ICT
melalui website untuk informasi pelayanan publik, dan kendala mala
penerapan ICT padeebsitedalam pelayanan informasvebsite Dinas
Perijinan Kota Malang.

. Penarikan Kesimpulan
Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakark secara terus menerus
sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak mealasuki lapangan
dan selama proses pengumpulan data peneliti beruwsdbk menganalisis
dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaguacari pola, tema,
hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul s#dragainya yang
dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tent®#ngan kata lain
setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan kasifiselama penelitian
berlangsung. Komponen-komponen analisis data tersébatas yang
kemudian oleh Miles dan Huberman (1992:20) disedmldagai “model

interaktif” yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Proses Analisis Data Model Interaktif

Pengumpulan
data

1 |

Reduksi data |

\

Penyajian data

Kesimpulan-kesimpulan :
Penarikan/ Verifikasi

Sumber: Miles dan Huberman diteriemahkan Rohadi2 29

Ketiga kegiatan tersebut anatara lain reduksi dag¢ayajian data, dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suaingn pada saat
sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dedatok yang
sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disefalisis. Dalam

pandangan ini, ketiga alur kegiatan analisis dagiatan pengumpulan



data itu sendiri merupakan proses siklus dan iktier&@eneliti harus siap
bergerak diantara empat kegiatan tersebut selarfakukan pengumpulan
data. Selanjutnya, bergerak bolak-balik diantaragidgtan reduksi,
penyajian, dan penarikan kesimpulan/verivikasi rsalasisa waktu
penelitian yang merupakan suatu upaya yang betJabgrulang, dan
terus-menerus. Ketiga kegiatan tersebut menjadibgean keberhasilan
secara berurutan sebagai rangkaian dari kegiatalisianyang saling

menyusul.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Situs Penelitian

4.1.1. Dinas Perijinan Kota Malang

1)

2)

Lokasi Instansi
Lokasi Dinas Perijinan Kota Malang berada di JI.Yani No. 53
Malang, Telepon atau Fax (0341) 489190.

Ruang Lingkup Tugas
Ruang lingkup tugas Dinas Perijinan Kota Malangdhsarkan
Peraturan Daerah KotaMalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fudgsi Struktur Organisasi
Dinas sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Nlalan Keputusan
Walikota Malang Nomor 347 Tahun 2004 tentang Urdiagas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kota Malang adaktlagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis deanaekerja
tahunan dibidang pelayanan perijinan
3. Pelaksanaan pelayanan di bidang yang dilimpahkah #&lepala
Daerah
Pemberian pertimbangan atau berita acara permohjaman
Pelaksanaan pelayanan dan penetapan retribusngerij
Pelaksanaan penandatanganan dan penerbitan ijuai séengan
Kebijakan Kepala Daerah
Pelaksanaan penelitian dan penyelesaian pengaduanakyarakat.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau ungt tezkait
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) digigarijinan
10. Pemberdayaan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)
11. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunangrpm,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepagawaimah
tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaakeersipan,

12. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi



3)

13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olgbaldeDaerah

Visi

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang angkut

kemana instansi Pemerintah Kota Malang khususnga<Perijinan Kota

Malang harus dibawa dan diarahkan sesuai dengdotannmasyarakat

dan tujuan otonomi daerah yang harus melayani malsgtasecara optimal

dan berdaya guna.

Visi Dinas Perijinan Kota Malang yaitu “Menuju Pgdenan

Perijinan Satu Pintu yang Cepat dan Berkualitasihdip — prinsip dari

visi diatas adalah :

1.

Pelayanan Perijinan Satu Pintu, yaitu :

Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan oleh Dinagire Kota
Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan olellikuia
Malang, mulai dari penerimaan permohonan, pempanses
penandatangan keputusan perijinan dan pembayatanuse atau
pajak perijinan dilaksanakan oleh Dinas PerijinaataK Malang.
Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengaj@aroponan

perijinan hanya di Kantor Dinas Perijinan Kota Maa

2. Pelayanan Perijinan yang Cepat, yaitu :

a. Cepat dalam waktu penyelesaian ijin yang terukutamdari
permohonan masuk sampai terbitnya keputusan arijengan
ditentukannya standar waktu minimal waktu penyédesajin
untuk tiap jenis ijin

b. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan ngeriji
terutama persyaratan yang banyak melibatkan iristankait
disederhanakan

c. Cepat dalam pemrosesan pelayanan perijinan baikg yan
dilaksanakan oleh Dinas Perijinan maupun yang ratdan
instansi terkait dengan berperan aktif dalam pesgman ijin
tersebut ditunjang dengan SDM dan sarana atau rpresa

perijinan yang memadai



d. Cepat dalam informasi pelayanan perijinan yang spparan
terutama dalam persyaratan, waktu penyelesaiaya lparijinan
dan menangani pangaduan masyarakat

Dalam pelayanan perijinan yang cepat tersebutgliatan diperoleh

efisiensi dalam biaya pelayanan perijinan.
3. Pelayanan Perijinan yang berkualitas, yaitu :

a. Produk perijinan yang diterbitkan Dinas Perijinanemiliki
kepastian hukum, dapat dipertanggungjawabkan (akefjt dan
aman

b. Dalam memberikan pelayanan perijinan, Dinas PanjirKota
malang didukung dengan :

1) SDM yang berkualitas dan professional
2) Sarana dan Prasara yang memadai dan berkualitas
3) Data base perijinan yang didukung dengan Sisteprnrdsi

Manajemen (SIM) Perijinan

4) Misi

Misi adalah jalan pikiran suatu organisasi untuknyeeliakan
produk atau jasa bagi pelanggannya. Misi menyimatki&ra yang ingin
dipancarkan suatu organisasi dan yang harus diersdsuai denga visi
yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi tegla&k dengan hasil baik.

Setiap instansi pemerintah harus memastikan agamasa depan
selaras dengan perubahan yang dilakukan, sehirrggaisasi akan dapat
efektif dalam mencapai misi. Visi dan misi akan o@ong alokasi
sumber daya diseluruh unsur organisasi sehingg#@pseinstansi
pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misadipkan akan dapat
menunjukan peran dan program-program Kantor Dinasgjifan Kota
Malang.

Oleh karena itu tercetusnya misi Kantor Dinas ke Kota
Malang merupakan penjabaran dari visi yang telghedbmani. Misi
Kantor Dinas Perijinan Kota Malang yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan perijinan yang cepgiat; akurat,

transparan dan akuntabel
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2. Meningkatkan dan membentuk kualitas aparatur penji yang
profesional di Dinas Perijinan di dalam melayanisyzaakat di
bidang perijinan

3. Meningkatkan sarana dan prasana perijinan terufzada tempat
serta alat kerja yang memadai

4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKétkait guna
mempercepat proses perijinan dengan membentuk Tim
Pertimbangan ljin dan Tim Teknis

5. Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyatakan

bidang perijinan

Struktur Organisasi

Struktur dalam suatu organisasi sangat bermanfdaak ulijadikan
landasan dan pola pelaksanaan dalam mencapai tdgmarhasil yang
ditetapkan organisasi semaksimal mungkin. Strutganisasi merupakan
skema yang menggambarkan hubungan antara pimperegad bawahan
serta antar bawahan dalam suatu bidang kerja @@@nAdapun susunan
struktur organisasi Dinas Perijinan Kota Malandipusi :

a. Kepala Dinas
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
a. Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
b. Sub bagian Umum
c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
a. Seksi Penerimaan
b. Seksi Pemprosesan dan Penerbitan
d. Bidang Penetapan dan Pembukuan
a. Seksi Penetapan
b. Seksi Pembukuan
e. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan
a. Seksi Penyuluhan
b. Seksi Pengaduan



f. Bidang Evaluasi dan Pengendalian
a. Seksi Evaluasi
b. Seksi Pengendalian

Sedangkan tugas tiap bidang terkait dengan langpeftayanan

perijinan adalah sebagai berikut :

1.

Bidang Pelayanan

Pemrosesan perijinan mulai dari penerimaan pernahorang
sudah lengkap (loket penerimaan ijin) sampai prqsserbitan
keputusan ijin.

Bidang Penetapan & Pembukuan

Perhitungan dan penetapan retribusi perijinan  beser
pembukuannya (loket perhitungan dan penetapanbustriatau
pajak).

Bidang Tata Usaha

Pemberian nomor ijin yang terbit atau yang sudanda tangani
oleh Kepala Dinas dan pengarsipan berkas permohdioiet
pengambilan ijin) serta penyetoran retribusi pE#&DA (loket
pembayaran retribusi atau pajak).

Bidang Penyuluhan dan Pengaduan

Memberikan informasi perijinan (loket informasi) rdaempat
pengaduan dari semua jenis pengaduan terkait pelay@erijinan
yang di laksanakan oleh Dinas Perijinan (Ruang peugn).
Bidang Evaluasi dan Pengendalian

Mengevaluasi mekanisme pelayanan perijinan yangahtel
dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang (tégang) dan
membuat laporan kepada Kepala Dinas terkait hasilluasi

tersebut.



Tabel 1

Pejabat Struktural Di Dinas Perijinan Kota Malang

JABATAN

NAMA / NIP

PANGKAT

1 | Kepala Dinas Ir. HADI LESTARIYONO, Msi | Pembina Utama Muda/IV ¢
Perijinan NIP. 510 091 449
2 | Kepala Bagian Tata| Dra. SRI HARININGSIH Pembina Tingkat 1/ IV b
Usaha NIP. 131 475 849
3 | Kepala Bidang WARDIUS YOSEPH, SH Pembina Tingkat 1/ IV b
Penyuluhan & NIP. 010 166 422
Pengaduan
4 | Kepala Bidang Dra. SUSIWI WIDAYATI Pembina Tingkat I / IV b
Evaluasi & NIP. 380 005 153
Pengendalian
5 | Kepala Bidang Ir. SISWOYO, MT Pembina Tingkat 1/ IV b
Pelayanan NIP. 510 110 984
6 | Kepala Bidang Dra. ETTY HERNAWATI Pembina Tingkat 1/ IV b
Penetapan & NIP. 110 030 144
Pembukuan
7 | Kasubag Keu & Sun Dra.DIAH TRI OKTOVIJANTI | Penata Tk 1 /11l d
Gram NIP. 510 118 818
8 | Kasie Pelayanan ZULKIFLI AMRIZAL, S. Sos | Penata Tingkat I/ Il d
NIP. 510 124 764
9 | Kasubag Umum Dra. INSULISTYOWATI Penata Tingkat | / 1l d
NIP. 510 091 448
10 | Kasie Pengaduan Dra. WIDYA HERAWATI, Penata Tingkat I/ 11l d
MSi NIP. 050 055 898
11 | Kasie Penyuluhan | ISTININGSIH K, SH Penata Tingkat | / 11l d
NIP. 510 116 052
12 | Kasie Evaluasi HARI HERNISWATI, SH, MM Penata Tingkat |/ Ill d

NIP. 510 064 702




13 | Kasie Pengendalianf HERY POERNOMO Penata Tingkat | / 1l d
NIP. 010 160 778
14 | Kasie Pemrosesan & KIRDJI Penata / lll c
Penerbitan ljin NIP. 510 060 758
15 | Kasie Penetapan SUYONO Penata / lll ¢
NIP. 510 060 759
16 | Kasie Pembukuan WIWIK WIHARTI RODIAH | Penata / lll ¢

NIP. 110 054 670

Sumber Dinas Perijinan Kota Malang (www.perijinaalamgkota.go.id)

Gambar 2

Struktur Organisasi Dinas Perijinan Kota Malang

KEPALA DINAS

| |
Kelompok Bagian Tata
Jabatan Usaha
Fungsione
|
| |
Sub. Bag Sub. Bag. Umum
Keuangan &
Penyusunan
Program
| | | |
Bidang — Bidang — Bidang — Bidang Evaluasi
Pelayanan Penetapan & Penyuluhan & & Pengendalian
Pembukua Pengadus
— Seksi — Seksi Penetapan — Seksi —  Seksi Evaluasi
Penerimaan ljin Penyuluhan
— Seksi — Seksi Pengaduan — Seksi
— Seksi Pembukuan Pengendalian
Pemrosesan &
Penerbitan lji

Sumber : Dokumen Dinas Perijinan Kota Malang




6) Sumber Daya Manusia

Pelayanan aparatur Dinas Perijinan Kota Malang pakan
penjabaran uraian tugas petugas Dinas Perijinaa Kaiang berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004tangn
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dakt8trOrganisasi
dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Mlalan Keputusan
Walikota Malang Nomor 347 Tahun 2004 tentang urdiagas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kota Malang.

Dalam penyelenggarakan pelayanan perijinan kekuatanber
daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakah satu indikator
yang vital didalam penyelanggarakan pelayanan kbuhblDinas Perijinan
Kota Malang. Adapun jumlah SDM atau Pegawai Ne&aqpil (PNS) di
lingkungan Dinas Perijinan Kota Malang 46 PNS dengacian :

Tabel 2
Kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Perijinan KotdMalang

NELEET) ‘ Jumlah H Pendidikan  Jumlah ‘ Golongan‘ Jumlah

Kepala Dinas 1 Orang | S2 1 V 1
2 | Bagian Tata Usaha 13 Oran&?2 1 v
S1 6 Il 6
D2/D3 2 Il 6
SMU/SMK 2
SLTP 2
3 | Bidang Pelayanan 15 Orang| S2 6 Y 1
S1 7 1] 12
D2/D3 1 Il 2
SMU/SMK 1
4 | Bidang Penetapan darl0 Orang| S1 4 v
Pembukuan SMU/SMK 6 Il 5
Il




5 | Bidang Evaluasi dan | 5 Orang | S2 1 Y
Pengendalian S1 1 Il 3
SMU/SMK 3 I
6 | Bidang Penyuluhan | 4 Orang | S2 1 v
dan Pengaduan S1 2 1 3
SMU/SMK 1

Sumber : Dokumen Dinas Perijinan Kota Malang

7) Sarana dan Prasarana Dinas Perijinan

Sarana dan prasarana utama pelayanan publik yangliadinas

Perijinan Kota Malang terdiri atas :

1. Gedung Perkantoran beralamat di JI. A. Yani NoMz8ang dengan
luas tanah 5.215 m2 dan Luas Bangunan 562,75 a@puk gedung

Dinas Perijinan terbagi atas :

a.
b.

=~ ® a2 o

&

Ruang tunggu pemohon (masyarakat) dilengkapi deA@gan
Loket Perijinan (loket informasi dan pengaduan, etok
permohonan ijin, loket perhitungan retribusi/ pajaloket
pembayaran retribusi/ pajak, dan loket pengamigiian

Ruang pemprosesan perijinan

Ruang Staf

Ruang Kepala Dinas

Ruang Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang

Ruang rapat

Ruang arsip

2. Infrastruktur e-government Dinas Perijinan Kota Mal ang

Pengadaan sarana ICT pada Dinas Perijinan Kota ngala

harus disesuaikan dengan volume dan beban tugtsnsaplikasi dan

data yang diolah serta sistem operasi yang digumaRamilihan

penggunaan peralatan berbasis teknologi informasi kdbmunikasi



yang berhubungan dengan jaringan intranet dan akt&®et, yaitu
pengadaan perangkat berbasis teknologi informasg ydilakukan
oleh Dinas Perijinan Kota Malang melalui mekanispengadaan
barang dan jasa maupun mekanisme kerjasama denigak Igin
untuk digunakan secaxnline melalui koneksi jaringan intranet dan
internet pada Dinas Perijinan Kota Malang.

Sumber Daya Manusia ICT diperlukan untuk meningkatk
produktivitas unit kerja. Kompetensi Aparatur Dirm@erijinan Kota

Malang dalam bidang Teknologi Informasi dan Komasik antara

lain :
1. Analist : 1 orang
2. Administrator : 1 orang
3. Teknisi : 1 orang

Standart sarana dan prasarana pelaksaganernmentpada

Dinas Perijinan Kota Malang antara lain :

a. Ruangan ICT, seluas 24ndm x 6m) dengan fasilitas ruangan
Ajustable Air Conditioner (ACHlan menggunakan lant&tatic
Free Floor, darrak data

b. Media Transmisi, sebagai sarana penghantar paket-pi#ata
dalam jaringan komputer, berupa Kabel UTP

c. Perangkat Aktif &ctive devicg sebagai sarana penghubung antar
komputer dalam jaringan, berupa 2 unit Modem danni
Router

d. Perangkat.ocal Area Networkyang menghubungkan seluruh PC
yang digunakan pada program dengan seluruh seawnerada.

e. 1 Unit SMSGate Way

f. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perijinan yang upakan
aplikasi sistem informasi manajemen untuk mendukung
kebutuhan tugas dinas (internal) pada Dinas parnjirkKota
Malang sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksana



g. 2 Unit Web Servemuntuk penyimpanan materi yang dikirimkan

secaranulticastdengan spesifikasi :

* Processor : Setara Intel Xeon 3 GHz

*  Memory :3GB

* VGA Card : On Bord,;

» Harddisk : 3 x RAID SATA/SCASI 120 GB
* Lan Card : 2 X 100/1000

* UPS : 500 VA

g. Komputer pada Dinas Perijinan Kota Malang berjunf&hunit,
diantaranya :
2) 20 Unit Pentium IV Dual Core, dengan spesifikasi :

* Prosessor : Pentium IVDual Core2 GHz
* Memory RAM :1GB
* Harddisk . IDE 80 GB
* Video RAM 1256 MB
* Monitor : LCD Monitor 17”
* Sound Card : Onbord
* VGA Card : Onbord
3) 8 Unit Pentium 1V, dengan spesifikasi :
* Prosessor : Pentium IV 2 GHz
*  MemoryRAM : 512 MB
» Harddisk : IDE 40 GB
* Video RAM : 128 MB
* Monitor : LCD Warna 15"
* Sound Card : Onbord
* VGA Card : Onbord
h. Perangkat lunak aplikasi berlisensi (berbasis misteperasi
windowsg
1) Microsoft Office 2007
2) Winamp

3) Browser Internet Mozilla Firefox



4) Outlook Express

5) ACDSee

6) Adobe Acrobat

7) Compress File

8) Yahoo Messenger

9) Aplikasi image (Photoshop, Corel, Dreamweaver)
10)Antivirus

i. 17 unitPrinter, yang terdiri dari :

2 Unit Printer Canon Pixma IX 4000

2 Unit Printer Canon Pixma IX 3300

2 Unit Printer Canon MP 160

2 Unit Printer LBP 2900

1 Unit Printer HP laser jet (ukuran Folio)
3 Unit Printer Panasonik KX P 3626

2 Unit Printer Canon LX 300+

1 Unit Printer Canon BC 1000 SP

2 Unit Printer Canon Pixma IP 1700

J. 4 unit telepon, antara lain :
1) 1 Unit Telepon Informasi atau Fax (0341) 489190
2) 2 Unit Telepon Kepala Dinas dan Kepala Bagian Tiaha

(Pararel) (0341) 489191

3) 1 Unit Telepon Kepala Bidang Pelayanan (0341) 48919

8) Jenis-jenis pelayanan Dinas Perijinan Kota Malang

1. Jenis Pelayanan ljin

Kota

Jenis pelayanan ijin yang diselenggarakan oleh Difexijinan

Malang, mulai dari penerimaan permohonan, psasan,

penandatanganan keputusan ijin dan pembayarabhustatau pajak

perijinan sejumlah 14 (empat belas) ijin berdasarkeraturan
Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang $istdan

Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang dilaksanakala Dinas

Perijinan Kota Malang dan Peraturan Walikota Mald&gmor : 6



Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan WalikotarigaNomor :
13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetapydten
Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas PerijinartaKblalang.
Adapun 14 (empat belas) ijin tersebut adalah :
1. ljin Mendirikan Bangunan (IMB)

a. IMB Baru

b. IMB bagi Bangunan yang Sudah Berdiri

ljin Tempat Usaha (ITU)

ljin Gangguan (IG)

ljin Reklame

a. Reklame Insidentil (Umbul2, Spanduk, Baliho, dIs)

b. Reklame Tetap/Permanen (Neon Box, Papan, Bando, jala

dis)
5. ljin Penggunaan Tanah Makam
6. ljin Trayek
7. ljin Usaha Angkutan
8. ljin Usaha Pengandangan Truk, Bus dan Sejenisnya.
9. ljin Usaha Percetakan
10. ljin Usaha Bioskop
11. ljin Usaha Playstasion
12. ljin Usaha Rental & Rekaman VCD
13. ljin Keramaian Umum
14. ljin Penggunaan Gedung Pemkot Malang.
Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 iiahu

2006 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahud72@inas
Perijinan Kota Malang dalam memberikan pelayanamijinpen
mengunakan sistem satu pintu, yaitu masyarakat yemgajukan ijin
hanya datang ke Dinas Perijinan baik mengajukamm@eonan
maupun mengambil ijin yang sudah terbit yang paslagprusannya

dijelaskan pada gambar 3.



Gambar 3

Mekanisme/ alur proses perijinan di Dinas Perijinan
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Sumber data : Dinas Perijinan Kota Malang

A 4

Peninjauan lapangan
tim Dinas Perijinan
atau SKPD terkait
ljin tempat usaha
ljin gangguan

IMB sudah
berdiri

ljin reklame tetap |



Sedangkan mekanisme atau prosedur proses pelay@man

mulai dari permohonan masuk sampai diterbitkan tsymnya,

melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Perijinan yang langsung di proses di petugas Ipkeerimaan

sekaligus sebagai pemprosesan dan penerbitan a@ené

waktu penyelasesain ijin adalah 1 (satu) hari kengiputi :

a. ljin Reklame Insidentil

b. ljin Trayek Perpanjangan

c. ljin Penggunaan Tanah Makam (Baru) yang telah

dilampiri Rekomendasi dari SKPD terkait.

2. Perijinan yang diproses oleh Dinas Perijinan tamgadibatkan

SKPD terkait maupun Tim Pertimbangan ljin.

a. Jenis ijin untuk proses ini meliputi :

1)

2)

ljin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk fungsi dan
bentuk bangunan rumah tinggal atau rumah tinggal
campuran maksimal 2 (dua) lantai dan bangunannselai
rumah tinggal atau rumah tinggal campuran dengan
luas maksimal 100 m? berlantai 1 (satu).

ljin penggunaan tanah ~makam khusus yang

Perpanjangan ljin.

b. Tahapan mekanisme proses penerbitan ijin secara

berurutan ditangani oleh:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Petugas Penerimaan ljin

Petugas Pemrosesan

Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi

Petugas Penerbitan ljin

Kepala Bidang Pelayanan (tanda tangan lampirart sura
ijin)

Kepala Dinas Perijinan (tanda tangan surat ijin)

c. Untuk proses perijinan jenis ijin ini, pembayaratribusi

atau pajak dapat dilakukan sebelum surat ijin tel®ngan



catatan petugas penerima permohonan sudah menerima
berkas permohonan dengan lengkap dan benar
3. Perijinan yang proses penerbitannya melibatkan SkdPkait
berupa Rekomendasi.
a. Jenis ijin untuk proses ini meliputi :

1) ljin  Mendirikan Bangunan (IMB) yang wajib
melampirkan perhitungan konstruksi atau struktur
bangunan (rekomendasi dari Dinas Kimpraswil)

2) ljin usaha pengandangan kendaraan bermotor, tusk, b
dan sejenisnya baru (rekomendasi dari Dinas
Perhubungan)

3) ljin usaha angkutan baru (rekomendasi dari Dinas
Perhubungan)

4) ljin trayek baru (rekomendasi dari Dinas Perhubuajga

5) ljin kegiatan yang berdampak pada keramaian umum
atau tontonan (rekomendasi dari SKPD terkait)

6) ljin usaha rental VCD dan rekaman VCD baru
(rekomendasi dari Dinas Infokom dan Pariwisata)

7) ljin persewaan penggunaan gedung milik Pemerintah
Kota Malang (rekomendasi dari Bagian Umum)

8) ljin usaha percetakan baru (rekomendasi dari Dinas
Perindagkop)

9) ljin usaha bioskop baru (rekomendasi dari Dinas
Infokom dan Pariwisata)

10)ljin Usaha playstation baru (rekomendasi dari Dinas
Infokom dan Pariwisata)

11)Tahapan mekanisme proses penerbitan ijin secara
berurutan ditangani oleh Petugas Penerimaan ljin,
Petugas Pemrosesan, Rekomendasi dari SKPD terkait,
Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi, Betuga
Penerbitan ljin, Kepala Bidang Pelayanan (tandgaan



lampiran suran ijin), Kepala Dinas Perijinan (tanda
tangan surat ijin)

4. Perijinan yang proses penerbitannya melibatkan Skdpkait
dengan membentuk Tim Pertimbangan ljin atau Tirknise
berupa berita acara dari tim tersebut (tanpa rekdas dari
SKPD terkait).

a. Jenis ijin untuk proses ini meliputi :
1) ljin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang yang
sudah berdiri.
2) ljin Tempat Usaha (ITU).
3) ljin Gangguan (HO).
4) ljin pemasangan reklame tetap (permanen)
b. Tahapan mekanisme proses penerbitan ijin secara
berurutan ditangani oleh :
1) Petugas Penerimaan ljin
2) Petugas Pemrosesan
3) Berita Acara dari Tim Pertimbangan ljin/Tim Teknis
4) Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi
5) Petugas Penerbitan ljin
6) Kepala Bidang Pelayanan Kepala Dinas Perijinan

(tanda tangan surat ijin)

Untuk waktu penyelesaian ijin yang diukur waktungdalah
kinerja dari Dinas Perijinan Kota Malang, sehindggberapa ijin yang
memerlukan rekomendasi dan berita acara peninjepamgan oleh tim,
dihitung mulai 1 (satu) hari di loket penerimaanndpenghitungan
selanjutnya mulai sejak waktu rekomendasi tersetiterima Dinas
Perijinan atau sejak waktu dilakukan survey lapang@mpai penerbitan
jin atau penandatangan keputusan ijin oleh Kepailzas. Dan biaya
perijinan yang diselenggarakan Dinas Perijinan Kdtdang baik dalam
bentuk retribusi maupun pajak daerah berdasarkeatu?en Daerah Kota

Malang yang masih berlaku.



Evaluasi dan pengendalian pelayanan yang ada @isCHerijinan
Kota Malang dilaksanakan oleh Bidang Evaluasi dangendalian
terutama pada :

1. Evaluasi Waktu Penyelesaian ljin

Evaluasi waktu penyelesaian ijin ini didapat daart& Monitoring

dan Evaluasi perjalanan berkas permohonan tiapyging telah

diisi oleh tiap petugas (tanggal kirim dan tanggalma) sesuai
mekanisme atau alur perjalan berkas permohonaringgh dari

Kartu tersebut akan dikumpulkan setiap waktu apgtermohonan

tersebut sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinasukun

mengetahui waktu penyelesaian ijin, dan akan diketgula
apabila permohonan ijin tersebut telambat daridaamwaktu yang
telah ditetapkan maka akan diketahui keterlambggarmh bagian
atau petugas mana.

2. Evaluasi permohonan ijin yang tidak dapat diproses

Evaluasi permohonan ijin yang tidak dapat diprosesuntuk

mengetahui kendalakendalanya, apakah dipersyayataatau di

ketentuan perijinan berdasarkan peraturan yang alerl

(Perda/Perwal), sehingga dengan evaluasi ini akamitnalisasi

permohonan ijin yang nantinya tidak dapat diprosesi ditolak

sejak berada di loket permohonan ijin.
3. Pengendalian pelayanan perijinan di Dinas Perijikata Malang
diutamakan pada pelaksanaan :

a. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon rdima
SK ljin sudah terbit belum diambil oleh pemohon gan
sebelumnya sudah ada pemberitahuan lewat telepon.

b. Mendatangi secara langsung pemohon, jika SK ljidabu
terbit, tetapi dalam waktu 1 (satu) bulan SK ljudah terbit
tersebut belum diambil.

c. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon yesg
berlaku SK ljin telah habis, pemberitahuaan dilaku (satu)

bulan sebelum masa berlaku berakhir.



Pelaksanaan tugas Dinas Perijinan Kota Malang dalam
memberikan pelayanan perijinan mulai dari penerrma&rmohonan,
pemrosesan, penandatanganan keputusan ijin danagarah retribusi
pajak perijinan kepada masyarakat sudah dapat lidasd&kan dalam
pelayanan publik. Rekapitulasi penerimaan permomgeaijinan kepada
Dinas Perijinan Kota malang mulai dari tahun 2086gai dengan 2008
dapat dilihat pada tabel 3.



Tabel 3
Rekapitulasi Perijinan Tahun 2006 - 2008

Jumlah Jumlah Jumlah

Jenis Perijinan Tahun Tahun Tahun
2006 2007 2008
1 | ljin Mendirikan Bangunan 0 275 3,778
2 | ljin Usaha Pengandangan 0 0 8
Kendaraan
Bermotor Truk, Bus dan Sejenisnya
ljin Usaha Angkutan 0 1 276
4 | ljin Trayek 0 2 42
ljin Kegiatan yang Berdampak Pa 0 9 451
Keramaian Umum/Tontonan
6 | ljin Penggunaan Tanah Makam 10,947 11,825 21
7 | ljin Usaha Rental VCD dan 0 0 5
Rekaman VCD
8 | ljin Persewaan Penggunaan Gudang 0 1 2
Milik
Pemerintah
9 | ljin Usaha Percetakan 0 0 3
10 | ljin Usaha Bioskop ( 0 2
11 | ljin Usaha Playstation 0 0 1
12 | ljin Tempat Usaha (ITU) 0 83 1,481
13 | ljin Gangguan (IG) 0 24 513
14 | ljin Pemasangan Reklame 0 1 1,634
Permanen
15 | ljin Reklame Insidentil/Sementara 0 0 3,398
(Maksimal 1 Bulan)
Jumlah 10,947 12,221 11,610
Prosentase kenaikan/ penurunan - 11,64% 5%

Data : Dinas Perijinan Kota Malang



2. Pelayanan informasi perijinan dan pengaduan
Informasi Perijinan yang dilaksanakan oleh DinasijiRan
Kota Malang terutama terkait dengan persyaratakiuyaenyelesaian
jin, prosedur atau mekanisme perijinan dan biayearijipan
dilaksanakan melalui beberapa media, yaitu :

1. Langsung ke Kantor Dinas Perijinan Kota Malang di J
Jendral A. Yani. No. 53 Malang yang akan dipandeahol
Petugas di loket informasi yang akan menjelaskakaite
perijinan dan diberikan brosur atau leflet perifin&elain itu,
masyarakat atau pemohon dapat membuka internet atau
websiteDinas Perijinan Kota Malang melalui media monitor
touchcreerdan LCD Monitor yang disediakan di Kantor Dinas
Perijinan Kota Malang untuk mengetahui informasiijjpean
secara detail atau menyimpan data perijinan mekdshdisk

2. Melalui Telepon atau Fax (0341) 489190 yang akgawaib
langsung oleh Petugas Informasi.

3. Melalui Internet atauraail padawebsiteDinas Perijinan yaitu
www.perijinan.malangkota.go.id, dimana padabsite Dinas
Perijinan Kota Malang ini selain informasi terkaiérijinan
juga berisikan informasi pelayanan permohonan dgm ijin
yang sudah diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kotddvig dan
melalui Melalui website atau email dapat melakukan
pengaduan pada Dinas Perijinan Kota Malang. Infsrma
Pelayan padwebsiteyaitu :

a. Prosedur perijinan terutama pada syarat, waktyabdzan
mekanisme pelayanan perijinan.

b. Informasi dan Data Perijinan yangdate

c. Informasi status permohonan ijin yang diajukan
masyarakat kepada Dinas Perijinan Kota Malang.

4. Sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan @lefas
Perijinan Kota Malang tiap tahun di Kecamatan atau

Kelurahan seluruh wilayah Kota Malang.



9)

Profil website Dinas Perijinan Kota Malang
WebsiteDinas Perijinan Kota Malang diluncurkan pada tatdg
Januari 2008, yang beralamatkan www.perijinan.ngata.go.id. Tujuan
utama dari pembuatanebsiteDinas Perijinan Kota Malang merupakan
tuntutan dari segi transparansi perijinan dari semaspek untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutadzaipformasi :
a. Prosedur perijinan terutama pada syarat, waktuyabidan
mekanisme pelayanan perijinan.
b. Informasi dan Data Perijinan yangdate
c. Informasi status permohonan ijin yang diajukan raeslyat kepada
Dinas Perijinan Kota Malang
d. Peraturan (Peraturan Daerah, Peraturan Walikotgputkisan
Kepala Dinas) terkait dengan Perijinan.
PembuatamvebsiteDinas Perijinan Kota Malang ini seiring dengan
perubahan regulasi pelayanan perijinan yang teragmlam :
1. Peraturan Walikota Malang No. 13 Tahun 2006 tentBngtap
Perijinan
2. Peraturan Walikota Malang No. 6 Tahun 2007 tenfRegibahan
Protap Perijinan
3. ISO 9001 : 2000 Nomor : 75913217 yang dikeluarkiaih Global
Certification Tgl. 3 Januari 2008
4. Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Malang Norhorahun
2008 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Dieagn@n Kota
Malang
Selain itu dengan adanyabsiteDinas Perijinan Kota Malang dan
perubahan regulasi tersebut diatas harapannya degpai visi dan
motto Dinas Perijinan Kota Malang yaituisi : Menuju Pelayanan
Perijinan Satu Pintu yang Cepat dan Berkualitas déoto 2 M

(Mempermudah dan Mempercepat ljinnya).



4.2.Penyajian Data

4.2.1. Pemanfaatan ICT pada mediawebsite pada Dinas Perijinan Kota

1)

Malang dalam memberikan informasi pelayanan publik
Informasi yang disediakan olehwebsite Dinas Perijinan Kota Malang
Website merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan
pengembangarelektronik governmentPembuatan website merupakan
tingkatan pertama dalam pengembangdekironik governmentiengan
sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah meahmpaksks informasi
dan layanan pemerintah, serta ikut berpartisipasiathm pembangunan
dengan menggunakan media internet.

Persyaratan untuk memperoleh layanan ini yaituetkasya
jaringan internet, biaya yang diperlukan hanya yamdpul untuk akses
internet karena untuk mendapatkan layanan ini tidi&lkenakan biaya.
Data-data yang diolah oleh Dinas Perijinan Kota dvigl akan
ditayangkan sebagai informasi daléwwmepage websitBinas Perijinan
Kota Malang, dan pada akhirnya dapat dimanfaatkeh masyarakat.
Gambar tampilan halaman depambsiteresmi Dinas Perijinan Kota
Malang dapat dilihat pada lembar lapiran (lampitan

Isi (content) situs web Dinas Perijinan Kota Malangrupakan
sejumlah informasi tentang pelayanan perijinan ydisgmpaikan oleh
Dinas Perijinan Kota Malang kepada masyarakatydeg disajikan oleh
Dinas Perijinan Kota Malang yang tampilkan padaisweebsite Dinas
Perijinan Kota Malang yang beralamatkan
www.perijinan.malangkota.go.id. Berdasarkan tanmpil@ebsite resmi
Dinas Perijinan Kota Malang dapat digambarkan mfasi yang
disediakarwebsiteDinas Perijinan Kota Malang adalah sebagai berikut
1. Sambutan

Dalam sambutan di menwebsite Dinas Perijinan Kota Malang
berisikan sambutan Kepala Dinas Kota Malang tenmgmduncuran
website Dinas Perijnan Kota Malang yang tuntutannya dagis
transparansi perijinan dari semua aspek untuk mgkatkan

pelayanan kepada masyarakat.



2. Organisasi
Berisikan visi misi, tugas pokok dan fungsinya@atsunan struktur
organisasi dan sumber daya manusia pada DinasinBerikota
Malang.
3. Prosedur Perijinan
Berisikan mekanisme, daftar syarat dan waktu dayabmasing-
masing dalam 14 perijinan. Perijinan tersebut anin :
15.1jin Mendirikan Bangunan (IMB)
16.1jin Tempat Usaha (ITU)
17.1jin Gangguan (IG)
18.1jin Reklame
19.1jin Penggunaan Tanah Makam
20. ljin Trayek
21.ljin Usaha Angkutan
22.ljin Usaha Pengandangan Truk, Bus dan Sejenisnya.
23.ljin Usaha Percetakan
24.ljin Usaha Bioskop
25.1jin Usaha Playstasion
26. ljin Usaha Rental & Rekaman VCD
27.ljin Keramaian Umum
28.ljin Penggunaan Gedung Pemkot Malang
4. Peraturan perijinan
Berisi tentang daftar peraturan-peraturan perijirdan produk
hukum lainnya.
5. Perkembangan
Fasilitas perkembangan berisi tentang dataline informasi
pemohon terkait perijinan yang mengajukan kepada®Perijinan
Kota Malang yang meliputi :
a. Rekapitulasi perijinan pertahun
b. Rekapitulasi perijinan perbulan
c. Daftar penerimaan dan proses perijinan
d

. Rekapitulasi penerimaan restribusi perijinan pentah



6.

10.

e. Rekapitulasi penerimaan restribusi perijinan pexbul

Statistik

Pada menu Statistik yang disediakan oleh Dinas jifrari
merupakan rekapitulasi pada menu perkembangan jupgiagajuan
perijinan pada tahun 2008 yang digambarkan padabkehart atau
grafik.

Pengajuan Perijinan

Pada kolom pengajuan perijinan ini berisikan datdormasi
penerimaan dan ijin terbit secara keseluruhan yditeyima oleh
Dinas Perijinan Kota Malang yangpdate.Contoh tampilan data
informasi pengajuan perijinan dapat dilihat paeimbar lampiran
(lampiran 2).

Proses Detall

Fasilitas proses detail berisikan data informasiepenaan dan ijin
terbit yang dibagi dalam menu ljin Mendirikan Bangao bagi
bangunan yang sudah berdiri, ljin Tempat Usaha YITUn
Gangguan (HO), ljin Pemasangan Reklame Tetap (Pema
Tampilan menu proses detail ijin pada IMB pada webBinas
Peijinan Kota Malang dapat dilihat pada lembar laamp(lampiran
3).

Cek Proses Perijinan

Cek Proses Perijinan merupakan infromasi status rgsasan
pemohonan atau pengajuan perijinan. Dengan memasukimor
registrasi, pemohon dapat mengetahui status ppesegirusan ijin.
Menu cek proses perijinan dapat dilihat pada lemlaanpiran
(lampiran 4).

Pengadua®nline

Sistem Informasi Pengadu@nmline adalah fasilitas yang disediakan
dalamwebsiteDinas Perijinan Kota Malang untuk memberi akses
kepada masyarakat untuk menyalurkan pengaduannya lyerisi

menu pengajuan pengaduan dan menu daftar pengaBasifitas



11.

12.

13.

menu pengaduan online menyangkut perijinan daddtatlipada
lembar lampiran (lampiran 5).

Contoh Perhitungan

Contoh Perhitungan merupakan fasilitas informasipakia
masyarakat terkait dengan Perhitungan dan PenetRearbusi
Perijinan kepada masyrakat atau pemohon dan jug@ipen dapat
memperkirakan sendiri biaya dalam permohonan@adam gambar
4 merupakan contoh dari pelayanan perhitungan pesggin.
Formulir Perijinan

Fasilitas ini menampilkan form formulir bagi pernooian sesuai
dengan jenis ijin yang anda ajukan, dan dapatiaivnload oleh
pemohon. Formulir permohonan ini dapat anda lengkiamgan
mengetik menggunakan komputer atau dengan tulesagah secara
manual setelah anda mdownloaddan mencetak formulirnya.
Berita /News

Berisi informasi-informasi seputar perijinan temtaterkait dengan
persyaratan, waktu penyelesaian ijin, prosedur atskanisme

perijinan.

14. Artikel

15.

Fasilitas informasi yang berisikan kumpulan artielkel yang
berkaitan dengan perijinan.

Galery

Dalam kolom galey berisikan foto-foto kegiatan ataentyang

dilakukan oleh Dinas Perijinan Kota Malang
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Gambar 4
Contoh Perhitungan PadaWebsite Dinas Perijinan Kota Malang

I. Restribusi DASAR

Fungsi Bangunan Gedung = Fungsi Hunian Rumah Kampung/Sangat Sederhana -

Luas Bangunan Nilai Restribusi Restribusi Dasar
0| x

Fungsi Bangunan untuk bangunan Lainnya

Membuat Duiker (Tempolong) Jembatan dng Penampang = 0,50 M2
atau diameter = 0.60 M...
empolong) Jembatan dng Penampang = 0,50 M2
50 M...

Jumlah

O e — T N

IL. LETAK BANGUNAN
Letak bangunan

lll. TINGKAT BANGUNAN

1 (Satu) -

Tingkat Bangunan

IV. STRUKTUR DAN UMUR BANGUNAN

Struktur dan Umur Permanen

Sumber data website Dinas Perijinan Kota Malang (www.perijinan.malantkgo.id)
diakses pada 22 Desember 2008 Pukul 21.08 WIB

Tingkat Pemanfaatan ICT pada media website pada Diais Perijinan
Kota Malang dalam memberikan informasi pelayanan publik.

Website Dinas Perijinan Kota Malang memberikan banyak
pilihan dalam penyajian informasi pelayanan pulibkitang masalah
pelayanan perijinan. MelalwebsiteDinas Perijinan Kota Malang yaitu :
www.perijinan.malangkota.go.id berisikan informatgrkait perijinan
juga berisikan informasi permohonan ijin dan ijang sudah diterbitkan
oleh Dinas Perijinan Kota Malang yamgpdate Dari berbagai fasilitas
yang disediakan dalamebsiteDinas Perijinan Kota Malang, masyarakat



Kota Malang lebih sering menggunakan sarana yaseddikan sebagai
tempat dimana masyarakat dapat mengetahui infort@aising perijinan,
prosedur perijinan, maupun mengetahui proses gland pengurusan ijin
oleh pemohon. Selain itu juga masyarakat bisa mergagn fasilitas
pengaduanonling sehingga masyarakat dapat menyampaikan segala
sesuatu yang ingin disampaikan kepada Dinas PRarijikota Malang
yang berkaitan dengan perijinan. Untuk mengetalaliesapa besar
pemanfaatan masyarakat terhadap keberadassite Dinas Perijinan
Kota Malang, maka dapat dilihat melaui data pateltdibawah yang
diperoleh berdasarkan data kuesioner dengan meakaunteknik

random sampling pada masyarakat Kota Malang.

Tabel 4

Indikator pengakses website Dinas Perijian Kota Mang

\[o} Indikator Jumlah Persentase

1 Pernah mengakses 16 64%

2 Tidak Pernah mengakses 9 36%
Jumlah 25 100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikemukakdmwaba
sebanyak 64% responden pernah mengakssssite Dinas Perijinan
Kota Malang dan 36% responden tidak pernah mengaksiasiteDinas
Perijinan Kota Malang. Ada berbagai alasan yangerdikkakan oleh
masyarakat yang pernah mengakses situs Dinasn@erifota Malang

yang antara lain dapat dilihat melalui tabel 5.



Tabel 5
Alasan mengakseswebsite Dinas Perijinan Kota Malang

No Alasan Jumlah Persentas
1 Hanyaingintah 1 625% |
2 Mencari Informas 8 50,00%
3 Pengaduc 5 31,25%
4  Laindain 2 12,50%
Jumlah 16 100%

Sumber : Data Prim

Dari tabel diatas dapat dikemukakan ba sebanyak 50¢
responden mengaksewebsite Dinas Perijinan Kota Malang deng
alasan mencari informasi, dan yang paling kecilladalasan hany
ingin tahu hanya 6,25% sa

Informasi apa saja yang banyak diakses oleh masyamade
websiteDinas Perijnan Kota Malang dapat dilihat dari berapa jun
pengunjung yang mengakses suatu informasi tertérfarmasi tersebt
kami kelompokkan sesuai isi menu pawebsiteDinas Perijinan Kot:
Malang dan informasi yang banyak di akses oleh arakat dape
dilihat pada grafik dibawah ir

Gambar 5

Informasi yang paling banyak diakses oleh masyarak

H Informasi menu sekil:
H Informasi menu da
M Informasi menu layan:i

H [nformasi menu lainny

Sumber : Data Prim



Grafik pada gambar fersebut menggambarkan bahwa informasi
websiteDinas Perijinan Kota Malang yang paling banyakksés oleh
masyarakat adalah informasi pada isi menu layareressr 50%,
informasi pada isi menu sekilas sebesar 31%, nmdsr pada isi menu
data sebesar 13% dan informasi pada isi menu laiselyesar 6%.

Website Dinas Perijinan Kota Malang mempunyai suatu cara
untuk dapat mengevaluasi kesuksesan dari websitecara itu adalah
dengan melihatveb counteryang ada di dalamvebsiteDinas Perijinan
Kota Malang, akan tetapi data mengenai perubaletistgt dari bulan
kebulan atau tahun ke tahun tidak didokumentasikaim Dinas Perijinan
Kota Malang. Seperti yang dijelaskan oleh Ir. SigwyoMT sebagai
berikut :

“Kami (Dinas Perijinan Kota Malang) dapat memonijomlah

pengunjung melaluweb counteryang ada diwebsite Dinas

Perijinan Kota Malang. ... dan apabigeb countemya banyak

berarti jumlah yang mengakses website juga banyak it

merupakan indikasi kesuksesan deebsiteDinas Perijinan Kota

Malang..., kami tidak mendokumentasikan data yatg pada

web countertersebut, karena pada dasarnya pengunjusigsite

semakin lama terus mengalami peningkatan (wawarmzargan

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perijinan Kota Maldaagggal

16 Maret 2009 Pukul 09.00 WIB di ruang kerjanya)”.

Perlu diketahui jumlah pengunjumgebsiteDinas Perijinan Kota
Malang pada saat diakses oleh peneliti sesuai desnggka web counter
pada website Dinas Perijinan Kota Malang dari Budgyustus sampai

dengan Bulan November disajikan dalam tabel 6.



Tabel 6
Peningkatan/ Penurunan Jumlah Pengunjunc
Website Dinas Perijinan Kota Malang

Bulan Agustus - November 2008

No | Tanggal Akse: Angka Web | Peningkatan/penurunan| Prosentase
Counter Jumlah Pengunjung kenaikan

1 | Agustus 2008 6477 - -

2 | September 20( 7111 634 9,79 %

3 | Oktober 2008 7783 672 9,45 %

4 | November 20C 8526 743 9,54 %

Sumber : Data Primer

Gambar 6
Prosentase Peningkatan/ Penurunan Jumlah Pengunju

Website Dinas Perijinan Kota Malang
November 2008 — September 2008

9,80% -
9,70% -
9,60% -

9,50% -

Prosentase

9,40% -

9,30% -

9,20%

Septembe

m Kenaikan akses perbul

Oktober

Bulan

Novembe

Sumber : Data Primer




Selain dari penjelasan tersebut, pemanfaatan nastaerhadap

website Dinas Perijinan Kota Malang dapat dilihat melabartisipasi

masyarakat dalam menggunakan layanan pengaduame cattiu surat

warga pengaduan masyarakat melalui fasilitas gragaonline. Hal ini

sesuai dengan penjelasan Wardius Yoseph, SH sdiagait :

“Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, meiaternet, e
mail, via telepon, maupun secara langsung, itu narath akan
dicatat dan dipilah oleh Kasi Pengaduan dibanth staf Seksi
Pengaduan ... dan terus dicatat dalam Buku Pengagaag
terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengagenis
pengaduan, dan bobot pengaduamawancara dengan Kepala
Bidang Penyuluhan & Pengaduan Dinas Perijinan Hdd¢ang,
tanggal 16 Maret 2009 Pukul 11.30 WIB di ruang &eyp)”.
Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Perijintan Malang

dilaksanakan sebagai berikut :

1.

Masyarakat pemohon ijin memberikan pengaduan kea®in
Perijinan Kota Malang melalui fasilitas pengaduanline
ditujukan melalui email Dinas Perijinan Kota Malang yaitu
website  Dinas Perijinan Kota Malang, yaitu
www.perijinan.malangkota.go.id.

Berdasarkan pencatatan tersebut diatas, Kasi Pamgad
melakukan analisa terhadap pengaduan masyarakgtngasuk
berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengatugsm,
sedang dan besar atau berat).

Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengadungan,
maka Kasi Pengaduan akan menjawab secara langsung.
Pengaduan melalui internet akan langsung dibalpadaemalil
yang bersangkutan

Apabila pengaduan tergolong dalam kategori sedangka
masalah-masalah yang ada perlu dikoordinasikanateKgpala
Bidang Pengaduan, Kepala Bidang Evaluasi dan Pedagean,

Kepala Bidang Pelayanan, dan Kepala Dinas Perijiata



Malang. Hasil keputusan dari koordinasi akan disakgm
kepada yang bersangkutan.

6. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori beragkam
masalah-masalah yang ada akan dikoordinasikanaaktepala
Dinas Perijinan Kota Malang dengan SKPD terkait @adikota
Malang Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasilr#ioasi akan
disampaikan secara langsung kepada yang bersangkuta

7. Pengaduan masyarakat melalui fasilitas pengaduiine pada
websiteDinas Perijinan Kota Malang, akan dicatat dan ldhpi
oleh Kasi Pengaduan dibantu oleh staf Seksi Pemagadian
dicatat dalam buku pengaduan yang terdiri dari gahg
pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, lodoot
pengaduan.

8. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang dibuaps&tbulan
sekali oleh Kasi Pengaduan diserahkan kepada Kdmguluhan
dan Pengaduan untuk diperiksa. Apabila Laporan &ran
Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, makporian
pengaduan diserahkan kembali kepada Kasi Pengadiotark
diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh KabichyrRduhan
dan Pengaduan untuk disetujui.

9. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telahuflisetleh
Kabid Penyuluhan dan Pengaduan akan diserahkand&epa
Kepala Dinas Perijinan sebagai laporan bulanan.

10.Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tdalah Dinas
Perijinan Kota Malang minimal harus dapat menyékesa75%
dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas iranj Kota

Malang untuk semua media pengaduan.



Berikut contoh dari pengaduan yang disampaikan séfih satu
warga Malang, yang telah ditanggapi dan dilakukarvesy mengenai

permasalahnnya tersebut :

Gambar 7

Contoh PengaduanOnline Beserta Tanggapannya

BINTANG , kota :MALANG , Tgl Adu :Selasa, 28 Oktober 2008

Untuk pengurusan Advice Planning, bagaimana peneritiaya nya? Biaya-
biaya tsb berdiri sendiri atau jadi satu dengaga@engurusan IMB?

Biaya pengurusan Advice Planning ditangani oleraBiRengawasan Bangunan
bukan Dinas Perijinan. untuk penentuan retribushiga saudara tanyakan ke
Dinas bersangkutan. sedangkan IMB ada biaya tergamttuk penentuannya
dapat saudara lihat dalam Simulasi Perhitungan i@ website ini

Sumber data websiteDinas Perijinan Kota Malang (www.perijinan.malangkgo.id) diakses
pada 22 Desember 2008 Pukul 20.49 WIB

Dinas Perijinan Kota Malang memberikan informasiaganan
perijinan yang transparan melakvebsiteterutama dalam persyaratan,
waktu penyelesaian, biaya perijinan. Sehingga Rutdipat mengetahui
mekanisme atau informasi dalam mengajukan atau qienan ijin
kepada Dinas Perijinan Kota Malang. Pada kolom ajeag perijinan,
pemohon dapat mengetahui informasi penerimaanidjinit dan status
setelah mengajukan permohonan ijin secapmate Informasi data
penerimaan, ijin terbit dan status dapat di lihatlg menu pengajuan
perijian, contoh informasi data dapat dilihat paéabar lampiran
(lampiran 2) Demikian juga pada kolom contoh perhitungan (lihat
gambar 3), dimana pemohon dapat memperkirakan bsgfeelum
mengajukan permohonan ijin kepada Dinas PerijinataKMalang,
dengan demikian Dinas Perijinan juga mengutamatarsparansi biaya

kepada publik.



Usaha Dinas Perijinan Kota Malang dalam pemanfaatan
Information and Communication Technologyerupakan usaha dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang primransparan dan
akuntabel dengan melakukan perbaikan sistem danseguo
penyelenggaraan pelayanan publik melalui mekanigeeryelesaian
pengaduan atau komplain pelayanan publik yang spaan,
terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran sehinggat ddiselesaikan

dengan tuntas dan menyeluruh.

4.2.2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pemanfaatan ICTpada media
website pada Dinas Perijinan Kota Malang dalam memberikan
informasi pelayanan publik

1) Kurang update-nya dan kurang lengkapnya informasi

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pemanfaatan g&da
media websitedalam memberikan informasi pelayanan publik salah
satunya adalah masalah kuramgdatenya data. Hal ini terlihat jelas
dalamwebsiteDinas Perijinan Kota Malang dimana informasi-imhasi
yang disediakan sudah tidak memenuhi syapdatelagi.

Tampilan informasi diatas dinyatakan tidagdate karena pada
dasarnya informasi itu seharusnya sudah tidak ngppag lagi didalam
websiteitu. Informasi itu seharusnya diisi dengan infosmgang relatif
masih baru dan masih bermanfaat dari segi waktuarppilannya.
Misalnya tampilan beritangws) yang beritanya bertanggal minimal
beberapa hari sampai satu atau dua minggu, tide&nbseperti contoh
diatas sampai berbulan-bulan informasi yang diagjiknasih itu-itu saja.
Contoh informasi yang tidakpdatedapat dibuktikan dengan tampilan

websitepada gambar 8.



Gambar 8
Tampilan informasi yang tidak update

Q@ arsip berita / news

IJIN MENDIRIKAN BANGUHAN BAGT BANGUNAN YANG SUDAH BERDIRI
detail

Registerad to Dinas Perijinan Kots Mzlang

Sumber data website Dinas Perijinan Kota Malang (www.perijinan.malangkgo.id)
diakses pada 19 Desember 2008 Pukul 20.32 WIB

Syarat utama agar informasi dalam media komunikasbasis
websitedapat dimanfaatkan secara optimal adaladiate akan tetapi ini
ternyata juga terjadi di dalamebsite Dinas Perijinan Kota Malang
dimana masih adanya informasi-informasi yang sugkdng dan tidak
berguna. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan patagn Outdik Isa
Fajar (25 Tahun) yang menyatakan bahwa :

“Memang Dinas Perijinan Kota Malang sudah mengganak

website sebagai sarana informasi dan komunikasi bagi kubli

Sayangnya, masih ada tampilan halaman depanhataepage

dan isi berita yang seadanya. Mulai dari isi lbedt dalamnya

sudah kadaluarsa, atau beritanya tidak diperbaawi di update
secara teratur (wawancara dengsakeholdertanggal 20 Maret

2009 Pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Perijinan KMalang)”.

Pentingnya informasi yang selalpdateddapat dimanfaatkan oleh
mereka yang mencari informasi bagi investor dalaengembangkan
usahanya di Kota Malang dapat di berikanvgibsite Sehinggavebsite
Dinas Perijinan Kota Malang sebagai pemanfaathriormation
Communicaton Technologyebagai pelaksanaan fungsi pelayanan data

informasi dalam implementastGovernmentdapat dimanfaatkan sebagai



2)

media informasi dan komunikasi yang efektif dalapaya pembangunan

daerah.

Kurang lengkapnya informasi yang disediakan dalam wbsite
Kurang lengkapnya informasi yang ada website ternyata
merupakan salah satu kendala dalam pemanfaatanldagknnformasi
dan komunikasi, hal ini terbukti masih adanya infan yang
mengeluhkan adanya kekuranglengkapan informasi ydisgdiakan
dalamwebsiteDinas Perijinan Kota Malang. Hal tersebut sesesgan
pendapat Septa Prabakti (27 Tahun) yang menyatatana :
“... saya mengakses website Dinas Perijinan Kota Mplantuk
mencari informasi tentang prosedur mendapatkan ntekdasi
perhitungan konstruksi atau struktur bangunan dBrnhas
Kimpraswil yang merupakan persayaratan dari pemagaijin IMB,
ternyata tidak ada fasilitas diwebsite tersebut untuk
menghubungkan keéink Dinas Kimpraswil. Jadi saya mencari
informasi link dari menusearch googleuntuk mendapatkahnk
Dinas Kimpraswil. (wawancara dengan stakeholdemgdgal 3
April 2009 Pukul 13.00 WIB di Dinas Perijinan Kdialang)”.
Kurangnya informasi terkait dalam perijinan iniutma terletak
pada persyaratan pengajuan ijin yang memerlukaratsyakomendasi
SKPD yang terkait, terutama dalam pengajuan ljiméfigkan Bangunan
(IMB) yang wajib melampirkan perhitungan konstrukgau struktur
bangunan yang direkomendasi dari Dinas KimprasWwih Usaha
Pengandangan Kendaraan perlu ada rekomendasi danas D
Perhubungan, ljin Usaha Angkutan Baru yang peda mekomendasi
dari Dinas Perhubungan, ljin Trayek Baru yangpeda rekomendasi
dari Dinas Perhubungan, ljin Usaha Rental VCD dd&aman VCD Baru
perlu direkomendasi dari Dinas Infokom dan Pariteisdjin Usaha
Percetakan Baru yang perlu direkomendasi dari Ditexsndagkop, ljin
Usaha Bioskop Baru yang direkomendasi dari Dinaskbm dan
Pariwisata dan ljin Usaha PlayStation Baru yandupdirekomendasi

dari Dinas Infokom dan Pariwisata.



Penjelasan tersebut, peneliti menelusuebsitedari dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam inforrdatam persyaratan
perijinan tersebut maupun seluruh Satuan Perangladrah Kota
Malang. Pada tabel berikut ini dari hasil pencarabsite Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang terkait dalam pelayananinaariterkait adalah
sebagai berikut :

Tabel 7

Daftar link SKPD yang berhubungan dengan persyaratan pelayanapn

SKPD Link Keterangan

Dinas Perhubungan http://perhubungan.malangkota.go| Tersedia

Dinas Permukiman dan http://kimpraswil. malangkota.go.id| Tersedia
Prasarana Wilayah

Dinas Perindustrian, http://perindagkop.malangkota.go.| Tersedia
Perdagangan dan Koperas

Dinas Pariwisata Informasi http://parinkom.malangkota.go.id Tersedia
Komunikasi

Sumber : Data Primer

Hal yang menyebabkan kurang lengkapnya informaslaad
kurangnya dukungan dari Satuan Kerja Perangkatabatarkait. Hal
tersebut sesuai dengan pendapat Ir. Siswoyo, M§ yaengemukakan
bahwa :

“... sebenarnya yang terpenting dari dari websger anformasi
yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimeh o
masyarakat adalah kelengkapanya, tapi yang menjadalah ya
disini ini yang menyebabkan tidak lengkap inform@digarenakan
kurangnya dukungan maupun kerjasama dengan SKHRditter
dalam persyaratan perijinan (wawancara dengan Kepalang
Pelayanan Dinas Perijinan Kota Malang, tanggal 3ilA2009

Pukul 10.30 WIB di ruang kerjanya)”.



3)

Kurangnya fasilitas interaktif informasi pelayanan publik

E-Governmentadalah merupakan bentuk implementasi pelayanan
publik yang berbasis teknologi informasi dan korkasi, sebagai media
informasi dan sarana komunikasi interaktif antaeam@rintah dengan
pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat. Padabsite Dinas
Perijinan kota Malang ini, peneliti menanggapai dagnya fasilitas
interkatif oleh masyarakat terhadap informasi petey perijinan oleh
Dinas Perijinan Kota Malang secamline Aplikasi interaktif digunakan
hanya pengaduaonline yang tidak secara langsung tidak ada dialog
denganwebmaster Hal tersebut sesuai dengan pendapat Adie Saputra
(25 Tahun) yang menyatakan bahwa :

“... saya pernah mengakse®bsiteDinas perijinan Kota Malang,

tujuan ingin mencari informasi tentang masalah pemgan IMB

dalam membuka usaha warnet pada fasilitas menuagang
online setelah mengisi pengaduamline ternyata balasan dari

Dinas Perijinan memakan waktu yang tidak efisietgwaktu itu

saya mengisi pada menu pengadwarine pukul 10.00 WIB,

balasan dari Dinas Perijinan Kota Malang kira-kmakul 14.30

WIB. Saya pikir waktu mengisi pengaduan, tidak heldiari 30

menit sudah dibalas.... setidaknya ada fasilithat online di

website tersebut, sehingga bisa langsung menanyakan

permasalahan saya (wawancara dengan stakeholdggata23

Maret 2009 Pukul 17.30 WIB di warnet we.com di Keesan

Sukun Kota Malang)”.

Dengan pernyataan itwebsite Dinas perijinan Kota Malang
kurang memberikan informasi pelayanan interaktipdda masyarakat
secara langsung pada meeabsite Untuk sementara Dinas Perijinan
Kota Malang hanya menyediakan fasilitas menu pamgadnline atau
pengaduan dikirim melalui email yang beralamatkan

bp2t_mig@yahoo.co.id.



4)

Kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang ICT di Dmnas
Perijinan Kota Malang

Jumlah sumber daya manusia untuk menjalandaovernment
pada Dinas Perijinan Kota Malang harus cukup. Remakenemukan
kendala tersebut dikarenakan adanya aparat padses Blarijinan yang
bertugas dalam bidang pelayanan perijinan, jugaangiap pekerjaan
pada bidang AdministratavebsiteDinas Perijinan Kota Malang. Seperti
yang dijelaskan oleh Ir. Siswoyo, MT sebagai beriku

“Petugas yang mengelola pada bidang teknologi mm&sr ini

dikelola oleh 3 orang, yang selaku pengelolagbsite Dinas

Perijinan Kota Malang. Dan masing-masing petugesebait juga

merangkap pada bidang pelayanan perijinan. ..Sqpedn saya,

disamping saya melakukan tugas dalam bidang pedayan
pemrosesan dan penerbitan, saya juga harus memogito
aktivitas website Dinas Perijinan ini (wawancara via telepon
dengan Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perijinan Kédéang,
tanggal 7 April 2009 Pukul 18.30 WIB)”.

Perlunya perekrutan sumber daya manusia untuk taekan
fungsi e-government dalam pemanfaatan teknologi ukokasi secara
khusus tersebut sangat penting, sehingga tidak psd@gasan yang
rangkap pada petugas Dinas Perijinan Kota Malangays dalam
menjalankan tugas menjadi fokus dan maksimal pat#ng tugasnya

Keadaan tersebut menjadikan pembagian beban tugsenal
semakin berat yang dapat mempengaruhi kinerja geéay perijinan
maupun menghambat arus pelayanan informasi secaksimal.
Penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kearajuga perlu
diperhatikan untuk memaksimalkan maupun mengurkegdala dalam

penerapame-government.



4.2.3. Pengembangan Pemanfaatan ICT pada media website padinas
Perijinan Kota Malang dalam memberikan informasi pdayanan
publik

Ada berbagai upaya yang dilakukan Dinas PerijinatakMalang
dalam megambangkan pemanfaatan ICT paehsite Dinas Perijinan
Kota Malang dalam menyediakan informasi pelayanablilp, menurut
penuturan Ir. Siswoyo, MT (wawancara dengan Kepalang Pelayanan
Dinas Perijinan Kota Malang, tanggal 22 Januarig2B0kul 09.00 WIB di
ruang kerjanya), upaya yang dilakukan oleh DinagiRan Kota Malang
adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan menu pengajuamine

Penambahan menu pengajuaniine akan diterapkan oleh
Dinas Perijinan Kota Malang pada pertengahan t&09 untuk
memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinaradegtem
online melaluiwebsiteDinas Perijinan Kota Malang. Seperti yang
dijelaskan oleh Bapak Ir. Siswoyo, MT :

“‘Dalam waktu dekat, masyarakat dapat mengajukan

persyaratan perihal pengajuan dan pendaftaran ineamiz

melalui internet Rencana pelayanan perizinaonline
melalui website Dinas Perijinan Kota Malang akan
diberlakukan dalam waktu dekat karena rancangannya
masih dalam proses persiapan. Hal ini dilakukarardal
rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas pekayan
publik yang prima dan efisien (wawancara denganakep

Bidang Pelayanan Dinas Perijinan Kota Malang, tahdg

Maret 2009 Pukul 11.30 WIB di ruang kerjanya)”.

Sistem ini diterapkan untuk memudahkan masyarakat
mengurus perizinan. Dalam hal ini pemohon dapatgmsermata
ijinnya melalui website Dinas Perijinan Kota Malang dan untuk
berkas kelengkapnnya, pemohon langsung datang kKe&npa
mengisi data pengajuan lagi. Penambahan menu pemgajline

ini dapat memberikan layanan yang efektif dan efisi dalam hal



waktu pembuatan perizinan. Pada gambare®upakan rancangan
menu pengajuan online yang akan diterapkan padaiteebinas
Perijinan Kota Malang.

Gambar 9

Tampilan Rancangan Pengajuan Online

Dinas Perijinan Kota Malal
TRI BINA CITA KOTA MK

>

PENGAJUAN PERIJINAN ON - LINE

Nama
Alamat
Kota 3 ‘
Telephon 3 l:l
No kTP ) E—
ajuan Online Tanggal Lahir 3 :l E]
.Engajuan Perijinan Pakaraan :

Perijinan yang diajukan Tin Mendirikan Bangunan (IMB) P

Ijin Usaha Pengandangan Kendaraan Bermotor, Truk, Bus dan sejenisnya
1jin Usaha Angkutzn
erhitungan Ijin Traysk

- Tjin Kegiatan yang berdampak pada Keramaian Umum/Tontonan

ulir Perijinan

fjin Panggunsan Tanzh Makam

e fjin Usah= Rentsl VCD dan rekaman VD

w4 Lainnya Ijin Persewaan Penggunaan Gedung milik Pemerintah Kota Malang

Tjin Usaha Percetakan

1jin Usaha Bioskop

Ijin Usaha Play Station

fjin Tempst Usaha

fiin Ganggusn (1G/HO)

fjin Reklzme Parmansn

Tiin Reklame Insidentil v

(keterangan : jika ingin mengajukan lebih dari 1 perijinan, tekan kontrol pada
daftar perijinan)

Registered to Dinas Perijinan Kota Malang

Sumber : Data Dinas Perijinan Kota malang

2. Upgrade securitforumonlinedanChatOnline
Upgrade scurity forunonline dan Chat Online merupakan
salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Penijit@ta Malang
untuk memberiktan fasilitas kepada masyarakat dalaah
pembuatan suatu forum diskusi ataupun interaksg yada di
dalamwebsiteitu.



3. Penambahan menu direktori
Menu direktori merupakasubdomaindari Dinas Perijinan
Kota Malang maupun SKPD yang terkait dalam pelayana
perijinan.
4. Menyediakan informasi dalam dua bahasa
Penyedian informasi dalam dua bahasa vyaitu bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris dalaebsiteDinas Perijinan Kota
Malang. Sehingga informasi lebih efektif ditujukamtuk domestik
maupun fokus ke pembaca internasional.
5. Penambahaweb-counteatauweb-statyang lebih detalil
Web-counteatauweb-statadalah fasilitas yang dapat Anda
pergunakan untuk mengetahui jumlah pengunjurigaffic
kunjungan) secara detaill sebualvebsite manfaat dari
menambahkan atau memasamgb-counteratau web-statadalah
untuk memantau jumlah pengunjung, peningkatan uvs&eTg
mengakses, status user padabsite dan dengan begitu bisa
mengetahui seberapa banyak pengunjung yang memginju
websitesecara detail.
Apabila dilihat dari penjelasan diatas dapat diketdpahwasannya
Dinas Perijinan Kota Malang belum sepenuhnya bemupa
mengoptimalkan pemanfaatan informasi dan komunikaklam
memberikan informasi pelayanan publik dengan mengkgan dasar
tingkat pemanfaatan publik terhadap informasi yadg dalamwebsite
Dinas Perijinan Kota Malang. Sangat disayangkarersamya apabila
Dinas Perijinan Kota Malang tidak menggunakan toldkr tersebut,
apabila menggunakan tolak ukur tersebut dimungkinkasyarakat dapat

memanfaatkan informasi yang ada di dalaetisitesecara optimal.



4.3. Analisis dan Interpretasi Data
4.3.1. Pemanfatan Elektronik Government yang Diterapkan di Dinas
Perijinan Kota Malang
Perlunya meningkatkan kualitas pelayanan denganerapkan
elektronik governmentleh Dinas Perijinan Kota Malang yaitu dengan
pembuatamwebsiteyang beralamatakan www.perijinan.malangkota.go.id
Tujuan Dinas Perijinan Kota Malang dalam memanfaatk eknologi
Informasi dan Komunikasi melalui mediaebsite ini adalah untuk
mewujudkan kualitas pelayanan publik yang primandparan dan
akuntabel.Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemanfaaédosite
Dinas Perijinan Kota Malang maka dapat dilihat nugldata yang telah
ada antara lain :
1. Melalui Kuesioner
2. Melalui pengambilan dataveb-counterpeningkatan/ penurunan
Jumlah Pengunjung Website Dinas Perijinan Kota Mala
3. Melalui jumlah pengaduan yang masuk dalam Sisteng&dian
Online
Melalui kuestioner dapat diperoleh bahwa sebanyiék éesponden
pernah mengaksesebsiteDinas Perijinan Kota Malang dengan alasan
yang berbeda, salah satunya dengan alasan menftarmasi sebanyak
50%. Sedangkan informasi yang paling banyak diaksesupakan
informasi pelayan tentang perijinan yang ada diaBiPerijinan Kota
Malang. Website Dinas Periian Kota Malang telah mampu
mengimplementasikan teori relage&ronic governmentaitu Booklet (to
Publish) Nico Andrianto memberi pengertiddooklet (to Publishyaitu
Komunikasi yang timbul dalam tingkatan ini adalatusarah, dimana
pemerintah hanya mempublikasikan data dan inforenga dapat diakses
secara langsung oleh masyarakat dan pihak-pihaln Igang
berkepentingan (2007:47).
Tingkat pemanfaatanvebsite Dinas Perijinan Kota Malang juga
dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah pdésgswebsiteDinas

Perijinan Kota Malang dari bulan ke bulan selamaanpenelitian yang



dilakukan, yang dapat dilihat dari kenaikareb counterpadawebsite
Dinas Perijinan Kota Malang setiap bulanny&ebsiteDinas Kota Malang
diterima baik oleh masyarakat, hal itu dapat dilkakt oleh banyaknya
partisipasi masyarakat dalam pengaduan yang masildkmd Sistem
Pengadua®nline-nya.

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dattéasinformasi
pelayanan publik yang disediakan olarebsite Dinas Perijinan Kota
Malang, makawebsitetersebut termasuk dalam pelayanan jenis publish,
dimana pemerintah mempublikasikan berbagai dataimfanmasi yang
dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebé&ksds oleh
masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingahalui internet.
Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya aplikasisjeownloadformulir,
cek proses perijinan, peraturan perijirdan informasi tentang pelayanan
perijinan yang ada di Dinas Perijinan Kota Malarepesti prosedur,
syarat, mekanisme pengajuan ijin oleh masyarakat.

Disamping jenis pelayanan yang diberikan dan fasilinformasi
pelayanan publik yang disediakan olelebsite Dinas Perijinan Kota
Malang, juga termasuk dalam pelayanan jenteract karena adanya
komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mergiag
berkepentingan, hal ini dapat dibuktikan denganngaaaplikasi jenis
pengaduanlinedan email

Apabila dilihat dari tingkatan tahapan-tahapan éspMNomor 3
Tahun 2003websiteDinas Perijinan Kota Malang terletak pada tindteat
dua yaitu pematangan, dimawabsiteDinas Perijinan Kota Malang telah
memberikan informasi-informasi pelayanan publik ydersifat interaktif
melalui pemberitaan yang dilakukan di dalaebsitedan dapat menerima
menerima masukan atau saran dari stakeholder ygngmengirim saran

ataupun pengaduannya.



4.3.2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan ICTpada media
website pada Dinas Perijinan Kota Malang dalam memberikan
informasi pelayanan publik

Kurang uptdatenya informasi dapat diminimalisir dengan
melakukan peremajaan terhadejebsite Dinas Perijinan Kota Malang
yaitu dengan melakukan perubahan baik dari segmigupun sistem
koordinasi unit kerja. Koordinasi antar unit kedalam suatu organisasi
sangat diperlukan. Birokrasi yang berbelit dalanmjgeg hirarki membuat
tidak lancarnya pengumuman aparat pemerintah,abéaih data. Sebagai
akibatnya, pengguna akan mendapatkan informasi kadgluwarsa dan
tidak aktual. Situasi ini akan menghambat prosesiokasi data dan
tranfer data ke Dinas Perijinan Kota Malang yandapakhirnya akan
menyebabkan informasi yang disajikan dalamebsite kota malang
menjadi tidakupdate Padahal, seperti telah dipaparkan dalam InpresSNo.
Tahun 2003, tujuan pembangunaabsitebagi pemerintah daerah adalah
untuk mewujudkan terjadinya interaksi dan komuriikesu antarpemda,
antara pemda dan pemerintah pusat, antara penfedata masyarakat,
dan antara pemerintah dan dunia usaha. Update rkdméa dilakukan
lebih efisien bilgjob descriptionmasing-masing pihak terkait sudah jelas
dan dalam alur sistematis.

Kurang lengkapnya informasi tentang pelayanan ipanj juga
menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi irdermdan
komunikasi dalam memberikan informasi pelayananlipultnformasi
pelayanan perijinan menjadi kurang lengkap terlk@gngan adanya
persyaratan atau mekanisme pelayanan perijinan yaegerlukan
rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah tgakagit dalam jenis
pengajuan perijinan tertentu. Dalam website Dinagjipan tidak ada
fasilitas untuk menuju link ke SKPD yang terkaélgyanan perijinan
untuk mencari informasi. Sehingga masyarakat kuramgndapatkan

informasi pada website Dinas Perijinan Kota Malang



4.3.3.

Kurangnya fasilitas interaktif informasi pelayanauoblik juga
merupakan kendala bagvebsite Dinas Perijinan Kota Malang. Pada
websiteDinas Perijinan Kota Malang menu interaktif harpada menu
pengaduanonline dan pengaduan yang ditujukan lewatail yang
beralamatkan bp2t_mlg@yahoo.co.id. Tidak adanyalitées aplikasi
secaraonline yang melibatkan dialog antara pihak Dinas Pemjimian
masyarakat menjadi sebuah hambatan informasi. adiyarakat yang
bermaksud ingin mengetahui informasi pelayanan jipan perlu
menunggu balasan dari pihak Dinas Perijinan Kotdahta dan hal
tersebut membuat pemanfaatan megkhsitemenjadi kurang efisien.

Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang ICT dalamepapan
e-governmentyang juga termasuk kendala pengelolaagbsite Dinas
Perijinan Kota Malang dalam memberikan informasiaganan publik.
Pada kenyataannya, urusan pengelolaansiteDinas Perijinan dilakukan
oleh tiga personal pada bidang ICT, yang semuamnya fnerangkap pada
tugas pada pelayanan perijinan. Keadaan semacaryaitg membuat
pekerjaan petugas pengelolamabsiteDinas Perijinan tidak fokus, yang
nantinya akan mengurangi nilai arus informasi petay perijinan kepada
masyarakat.

Pengembangan Pemanfaatan ICT pada media website padDinas
Perijinan Kota Malang dalam memberikan informasi pdayanan
publik

Analisis dan pengetahuan mengenai masyarakat peaggutuk
sebuahwebsite adalah penting, karena adanya kemungkinan perbedaa
yang cukup besar antara masyarakat dengan bagigambeebsiteyang
berbeda atau untukwebsite yang berada pada tingkat organisasi
pemerintah daerah. Pada saat merencanakan danmiznggkanvebsite
pemerintah daerah, sebaiknya dilakukan riset paserg dilakukan
berulang kali untuk mendapatkan masukan tentangargy disajikan pada
situs website Dinas Perijinan Kota Malang. Informasvebsite Dinas
Perijinan Kota Malang yang paling banyak diakse$ shasyarakat adalah

informasi pada isi menu layanan sebesar 50%, irdsrmpada isi menu



sekilas sebesar 31%, informasi pada isi menu sabesar 13% dan
informasi pada isi menu lainnya sebesar 6%.

Berdasarkan penyajian data dimuka dapat diketahafwh
masyarakat dalam mengaksesbsiteDinas Perijinan Kota malang pada
isi menu layanan sebesar 50%, informasi pada isiunsekilas sebesar
31%, informasi pada isi menu data sebesar 13% mfanmasi pada isi
menu lainnya sebesar 6%. Dari data tersebut dapemplilkan bahwa
masyarakat cenderung memanfaatkan informasi yaagliagalamwvebsite
dalam bentuk pelayanan perijinaWebsiteDinas Perijinan Kota Malang
bukan hanya terbuka dalam menampilkan informasigeea prosedur,
mekanisme perijinan yang ada di kantor tersebtdapt juga menyediakan
aplikasi yang bisa diakses langsung melelebsite tentunya hal ini akan
memudahkan masyarakat dan dunia bisnis. Karena pmhdarnya
penerapane-Governmentoleh Dinas Perijinan Kota Malang adalah
kemudahan dan transparansi pelayanan publik.

Masyarakat dapat dengan jelas mengetahui proseshgupusan
dokumen-dokumen perijinan maupun mekanisme penijingang
diinginkan dan mudah dalam mengurusnya karena darlb@rmulir telah
tersedia dwebsiteDinas Perijinan Kota Malang yang bersangkutataser
dapat diolah secara langsung melalui mekanismerefek yang ada di
dalamwebsite Dan juga masyarakat dapat mengetahui informasigoiur
termasuk lamanya waktu pengurusan dokumen perijolegpat dengan
jelas ditelusuri melalui mediaebsiteDinas Perijinan Kota Malang.

Pengajuanonline merupakan fasilitas baru yang dalam upaya
peningkatan layanan publik, terutama dari sisi wallan efektivitas.
Dengan pengajuan online ini masyarakat hanya miedgta pada menu
pengajuan online yang akan diterapkan padhbsiteDinas Perijinan Kota
Malang sehingga masyarakat tinggal menyiapkan beyag dibutuhkan
dan melalui komputer mereka bisa melihat berapg yanus dibayar serta
bagaimana status permohonannya. Hal ini merupakalah ssatu

pengembangan pemanfaatambsite Dinas Perijinan Kota Malang yang



tergolong sukses karena antusias masyarakat tgrtadiditas ini sangat
besar.

Di dalamwebsiteDinas Perijinan Kota Malang Pengunjung dapat
mengajukan pengaduan tentang informasi pelayanaifinge melalui
pengajuanonline maupunemail yang disediakan Dinas Perijinan Kota
Malang. Dalam penerapaGovernmenpembuatarwebsite merupakan
informasi pelayanan publik interaktif, dengan papan e-Government
tersebut Dinas Perijinan Kota Malang perlu menambanu fasilitas
interaktif antara lain berup&Jpgrade securityforum online dan Chat
Online Dimana Pengunjung dapat berinteraksi langsunganszs
Pengunjung Website Dinas Perininan Kota Malang tapalakukan
posting-posting dan kritik membangun tentunya. Réyahan menu
Upgrade securityforum online dan Chat Online pada WebsiteDinas
Perijinan Kota Malang diharapkan terjalinnya konkasi kontak Dinas
Perijinan Kota Malang dan masyarakat dapat dilakukacaraonline
sehingga lebih intensif dan terbuka. Terdapat dosjaplikasi yang dapat
dipergunakan untuk komunikasi dua arah ini. Peridoeatuk portal di
mana situs memberikan fasilitasarchbagi mereka yang ingin mencatri
secara spesifik. Kedua, pemerintah memberikan lkdimabhna masyarakat
dapat melakukan diskusi dengan unit-unit terterdngyberkepentingan,
baik secara langsung maupun secar tidak langsuadgattipg,
telekonference, webstdan lain-lain). (2007:47).

Penyajian bahasa yang digunakan dalaetsiteDinas Perijinan
Kota Malang yang beralamatkan perijinan.malanggotad adalah bahasa
Indonesia. Penyedian informasi dalam dua bahasa pahasa Indonesia
dan bahasa Inggris dalamebsite Dinas Perijinan Kota Malang sangat
perlu diterapkan. Dengan penerapan informasi dadam bahasa pada
website Dinas Perijinan Kota Malang sasaran pembuaabsite lebih
efektif jika bukan hanya ditujukan untuk domestitas Fokus ke pembaca
internasional sangat penting untuk mendatangkarsaduar negeri dari

wisatawan asing maupun investor mancanegara. Balmgsgis harus



disediakan agar dapat diakses secara global, gghingestor asing juga
dapat mengetahui informasi perijinan usaha ataushd Kota Malang.

WebsiteDinas Perijinan Kota Malang dalam memberikan patay
kepada publik melalui informasi prosedur yang tpaman beserta biaya
yang jelas, formulir-formulir yang dapat dewnload informasi program-
program pemerintah, dan penyediaan pengadohne antara pihak Dinas
Perijinan dan masyarakat. Selain fungsi pelayamaipsitetersebut Dinas
perijinan kota malang perlu menambahkan fasilitasuki mengukur
kinerja websitetersebut dengan menambahkeeb-counteratauweb-stat
dengan fasilitas bukan hanya melihat jumlah penmgjsemata tetapi
juga melihat asal negara yang mengunjungi. Dengagittb Dinas
Perijinan Kota Malang akan dapat mengevaluasi kejaana kebutuhan
tersebut sesuai dengan pencapaian berdasarkastilsgpiingunjung yang
ada.

Situs e-Governanceseharusnya mampu berperan sebagai portal
bagi ratusan situs lokal yang mendukung distribudormasi lokal,
pengembangan tersebut dapat diterapkan dengan rbehkam fasilitas
menu direktori padawebsite Dinas Perijinan Kota Malang yang
merupakan subdominan atau link suatu situs Link tersebut bisa
menampung website Satuan Kerja Perangkat Daergdittelalam proses
pelayanan perijinan maupun menampuvepsitepemerintah lokal yang
terkait, direktori kewebsiteorganisasi masyarakat lokalgbsitekomersial
lokal dan hubungan kerebsiteakademisi. Bila memungkinkan tersedia
fasilitas pendaftaranwebsite secara langsung ke direktomvebsite
pemerintah. Keseluruhan poin di atas akan menjadikase-Government
lebih mudah diakses oleh masyarakatnya.

Penerparelektronik governmergada pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Perijinémta Malang
melalui mediawebsitesesuai dengan prinsip-prinsip dgagod governace
yang diungkapkan dalam Tjokroamidjojo (2006, h.4@jtu :

a. Akuntabilitas Accountability
Adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung janalatas
kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi #epaublik yang



memiliki hak meminta pertanggung jawaban. Kalau alsal
pemerintahan dapat digugat oleh rakyat sebagairipgepelayanan
masyarakat;

. Transparansilfransparency

Dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepenting@ngenai
kebijaksanaan pemerintah dan organisasi badan .uSaleksi jabatan
berdasarkarfeet and proper testtender pelelangan, pemberian izin
dilakukan secara transparan,;

. Keterbukaan@penness

Pemberian informasi secara terbuka, terhadap sdaankritik yang
dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk arga

. Berdasarkan hukuniR(le of Lawy

Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dararbagsaha yang
menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkaukum
(peraturan perundang-undangan yang berlaku). Jamkegastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap deti@mkan publik
yang ditempuhConflict resolution(penyelesaian konflik) berdasarkan
hukum;

. Jaminarfairness, a level playing fiel(perlakukan yang adil/perlakuan
kesetaraan)

Ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat datetayanan
publik, perusahaan kepada pelanggan dan sebagainya.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemanfaatarinformation and Communication Technolog\CT) pada
media website pada Dinas Perijinan Kota Malang, dapat disimpullsgbagai
berikut :

1. Pemanfaatannformation and Communication TechnologfCT) pada
mediawebsitepada Dinas Perijinan Kota Malang apabila dipandaeug
segi tingkat pemanfaatavebsitePemerintah Kota Malang sangat baik dan
terus dikembangkanWebsiteDinas Perijinan Kota malang ini menyajikan
informasi pelayanan perijinan kepada publik baikg/dersifat interaktif
maupun pasif yang isinya sudah dapat melayaninmdsr seluruh lapisan
masyarakat.

2. Kendala-kendala dalam pemanfaatan ICT pada medibsite Dinas
Perijinan Kota Malang salah satunya adalah kurgrdatenya informasi,
kurangnya lengkapnya informasi masalah pelayanamina@ dan
kurangnya fasilitas interaktif informasi pelayaraublik. Keadaan seperti
itu menghambat terbentuknya mekanisme dan salucanukikasi dan
informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi Bamunikasi media
websiteantara Dinas Perijinan Kota Malang dengan publik.

3. Upaya pengembangan dalam pemanfaatan teknologirmag dan
komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perijinan Kbtalang selama ini
kurang berdasarkan tahap pemanfaatan teknologirniaf dan
komunikasi dalam pengembanganGavernmentDinas Perijinan Kota
Malang Kota Malang dalam upaya optimalisasi mas#tard tingkat
pematangan, yaitu hanya menambahkan aplikasi daitita8& menu
informatif dan interaktif seperti yang dijelaskaebslumnya. Hal ini
seharusnya menjadikan perhatian bahwa pengembd@dapada media
website perlu mengembangkan pada layanan publika ptathapan
transaktif dalam menunjang pelayar@iine yang efisiensi, transparansi

dan akuntabilitas akan bisa dicapai.



5.2

Saran

1. Dinas Perijinan Kota Malang harus terus melakukangembangan

sumber daya manusia serta sarana dan prasaranggrgnpelaksanaan
electronic governmental ini dimaksudkan untuk menciptakan aparat
pemerintah yang ahli dalam bidang Tehnologi InfamMm{TI).
Pengembangan sarana dan prasara dimaksudkan urgalgikori
perkembanagan tehnologi agar tidak ketinggalan,airselitu
dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan kepadyarekat lebih

maksimal.

. Perlunya Dinas Perijinan dan SKPD yang saling merdjkasikan dan

mengintegrasikan  serta memanfaatkan ICT, harus h lebi
mengoptimalkan kerjasama agar dapat memberikan ygea

informasi yang maksimal kepada masyarakat.

. Dinas Perijinan Kota Malang perlu mengembangkarayaelan unit

pelayanan informasi dan keluhan dengan dukunganapkatan
teknologi informasi dan komunikasi pada mediebsite dalam
Interaksi maupun dialog kontak secardine dengan publik sehingga
masyarakat antusias menggunakan sarana terselukt mmeihgadukan
berbagai persoalan pelayanan perijinan maupun pandsehingga
mampu meningkatkan kemampuan Dinas Perijinan Kaéay untuk
mengenali kebutuhan masyarakat, mengembangkan aonogesuai
aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan meningk&tkarimen aparat
Dinas perijinan Kota Malang dalam melayani masyairak

. Dinas perijinan Kota Malang perlu menyediakan apmmnambahan

petugas untuk sebuah tim khusus yang memiliki kepueam dalam
ICT maupun pelatihan tentang ICT, untuk bertugaarsekhusus untuk
urusane-govermentdalam lingkungan Dinas Perijinan Kota Malang
dan menjadi titik sentral tempat informasi pelayanaublik dalam

bidang teknologi informasi dan komunikasi.
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] Tanggal Permohonan : C]
7] nama Pemohon 4
7] Alarnat 4
7] status . Laket Penerimaan >
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. N =
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BOROBUDUR 61 D |Permanen
2 |2-4-2009 RINAH05PERIIAV/ 2009 |HEHGKY L, KALIMAMTAN 5 (Ijin Reklame Loket
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InsidentiliSementara (Maksimal |Penerimaan
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15 |2-4-2009 IMB/045T AL T-RT AV /2009 |M. FAHMI HUBEIS IL. TAMARN Ijin Mendirikan Bangunan Proses
BOROELIDUR
KEMCANA If 28
16 |2-4-2009 IME 0456 1L T RTIV 2009 (M. FAHMI HUBEIS L. TAMAN Tjin Mendirikan Bangunan Proses
BOROEBLDUR
KEMCANA If 28
17 [2-4-2009 RINA098 PERLITY/2009  [ENDRO SUBIAKTO L. 5 SUPRIADE  |Tjin Reklame Loket
VLB InsidentiliSementara {Maksimal |Pensrimaan
1 Bulan)




Lampiran 3
Tampilan Proses Detall ljin IMB Website Dinas Perijinan Kota Malang

SISTEM PELAYANAN SATU PINTU

Dinas Perijinan Kota

BRI BINA CITA KODTA

dan Berkua
e DATA PERIJINAN IMB ==
caic ] Advanced Search
Lokasi Bangunan ;
7] Tanggal Permshonan . (]
7] Warna Pernchon :
Alarmat §
Status i Loket Penerimaan hd
Layanan a
Heigajaan Snlire ) Momermegisterpemohon [ ]
imple Search
~All-A-B-€-D-E-F-G-H-1-1-K-L-M-N-O0-P-Q-R-5-T-U-V¥-W-R-Y-2-
Export to Excel
IMB 0457 ILTRT M. FAHMI HUBELS L. TAMAN PERUM CITRA KEDAWUNG  |Proses
12009 BORCBLDUR, ke, 27
e KENCANA 1} 28
.2 Sekilas 2 |2-4-2009 IMB 0456 ALT RT M. FAHMI HUBELS L. TAMAN PERUM CITRA KEDAWUNG  |Proses
V2009 BORGELDUR, Kaw, 23
KENCANA 1) 28
3 |z-4-2009 IMB/045 5/ LT RT M. FAHMI HUBE TS L. TAMAN PERLIM CITRA KEDAWLNG  |Proses
V2009 BORGELDUR, ki, 21
KEMCANA 1 28
4 |2-a-2009 IMB 0459 ALTINLRT  |ANDREAS SUWARDL  [IL. TARUPALART. [IL. KOL. SUGIOMO NG, 252 [Kimpraswil
V2009 23R, 4
KEBONAGLNG
5 |2-4-2009 IMB 0458 BREKIV 2009 |EDDY HERIONO, SE |IL, TERUSAN 3L TERUSAN BOROEUDUR  |Kimpraswil
BOROBUDUR NO. MO, 61-D
61D
6 |1-4-2009 IMB/04512LT RT R, AGOES SOERJANTO, [IL, IKAMMUJAIR  [IL, RA&YA PERMATA JINGGAT |Penerbitan
V2009 i 11 15 O, 29
7 |1-4-2009 IMB-SB/0450 ALTRT  |R., AGOES SOERJANTO, [IL. IGANMUJAIR  |IL. KEDAWUNG NO. 37 Penerbitan
V2009 R 11 15
o |1-4-2009 IMB 0449 BREKIV 2009 DR, HARDI SOETANTG (1L, PAHLAWAN  [IL, RAYA LANGSEP NO, 1 Kimpraswl
TRIP TAMAM TIEN B
-8
3 |1-4-2009 IMB-SB/0H48ALTRT  |SUHADI L. TERS, CAMDT  |IL, TERS. CANDI MENDUT  |Penomeran
2009 MEWDUT NG, 30 |NO, 30 5K
10 |1-4-2009 IMB 0447 ALT RT KOSIDD DSM, BAMIIRAN | IL. SIMPANG JANTI BARAT I |Penomeran
V2009 TENGAHRT, 003 |kAv, 82 K
R, 011
11 [1-4-2009 IMB 0446 ALT RT SLIWARNG TENGAHRT, 001 |IL. SIMPANG JANTI BARAT I |Penomeran
V2009 R, 007 KA, 81 K
12 |1-4-2009 IMB 0445 1L TRT CAMDRARUDIANTO  |DSN. SUMBER REJQ |IL. SIMPANG JANTI BARAT II |Penomeran
V2009 RT. 001 R, 008  |KAW. 80 5K
13 [1-4-2009 IMB 045 42LTRT SAFARUDDIN REFA L, SUROPATIND. |IL, PAJAJARAM NG, 3 Penomeran
V2009 12 K
14 |1-4-z009 IME 045 3B PGRIV/2009 |DRS. BAMBANG DH. AL TUGLING, 1 |IL. SEMERL - 1L, TEKES Prases
SUYONGD, M.51
15 [1-4-2009 1B 0452 BLAP V2 009 |DRS, BAMBANG DH, L TUGUND. 1 |3, TEMES Proses
SUYOND, M.51
16 |31-3-2009 IMIB043 7 2L T RTII2009 DR . ANNY 1SFANDYARTE [ 1L, PANGLIMA L. SELAT BEMGKALIS BLOK  |Penerbitan
SARMONO SUDRIAMAN E-14 DI NO, 17
17 [31-3-2009 INB 043 6/1L T RTI/2009 | AINUL BISRI, SE PERUM UNIGA PERUM UNIGA BLOK B MO, 1 |Penerbitan
BLOK BNO, 1




Lampiran 4

Tampilan Cek Proses PerijinanWebsite Dinas Perijinan Kota Malang

SISTEM PELAYANAN SATU PINTU

Dinas Perijinan Kota

TRI BINA CITA KOTA MAK

an Satu Pintu yang Cepat dan Berkualitas

CEK PROSES PERIJINAN
Cari Advanced Search

7] Jenis Perijinan ; ljin b4 endirik an Bangunan - |
] Tanggal Permohonan : C]

7] nama Pemohon 4

7] alamat A

7] status . Laket Penerimaan >

D Normor Register Permmohon

Simple Search




Lampiran 5

Tampilan PengaduanOnline Website Dinas Perijinan Kota Malang

Contah Perhitungan

wlir Parijinan

Bagaimana pelayanan Dinas
Perijinan Kota Malang

) Memuaskan

0 Cukup

Kurang Bagus
Hit
Lihat Hasil

Jumlah Pengunjung - 20178

Dinas Perijinan Kota

TRI 3INA CITA KOTA

DAFTAR PENGADUAN MASYARAKAT

rudi santoso, kota : malang, Tal Adu : Senin, 10 Nopember 2008

Pak, kami akan mengajukan ITU, dimana persyaratannya salah satunya sdalah pernwvatsan tidak keberstan dari
tetangga kanan,kiri depan belakang, SITL untuk sebuah ruko, masalah vg timbul samping kiri dan kanan tidak
bersedia untuk menandatangani pernyataan tersebut, dikarena kan jenis jualannya sama (handphone+komputsr),
bisakah kami tetap remperoleh SITU? kan lucy kalo hanya karna takut bersaing, mereka tidak mau tandatangan,
padahal lokasi adalah pertokoan/komplek ruko, terima kasih,

Bapak Rudi yang terhormat, mengenai persyaratan persetujuan tetangga samping kiri kanan adalah wajib untuk
mermperoleh Ljin Terpat Usaha. Kami sarankan bapak untuk membicarakan baik-baik dengan tetangga bapak. Atau
bils perlu bapak minta bantuan Ketua RT setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut, Disamping itu tetangga
bapak apabila ingin memperpanjang Iiin Tempat usaha-nya juga harus minta persetujuan bapak, jadi kami minta

untuk diselesaikan secara baik-baik terlebih dahulu. Apabila memang sudah tidak bisa diselesaikan, kami maohon

bapak datang ke Dinas Perijinan untuk menyhelesaikan masalah tersebut.

ade, kota : malang, Tgl Adu : Rabu, 5 Nopember 2008

mohon dibantu untuk perhitungan retribusi imb reklame menempel bangunan serta sewa lahanilokasi di jlletjien
s.parman.ukuran Grxdm.supayakami dapat mempersiapkan budgetnya untuk diajukan ke pimpinan.tririakasih

mohan maaf baru hari ini kami dapat menjawab pengaduan saudara dikarenakan adanya trouble di jaringan kami.
Retribusi untuk imb reklame menempel ukuran & x 4 di jl. letien 5. parman adalsh kurang lebih Rp, 800.000 {delapan
ratus ribu rupiah}

Isdanti, kota : Malang, Tgl Adu : Kamis, 16 Oktober 2008

Saya mau tanya jenis ijin usaha untuk buka warung internet {warnet). Terima kasih

untuk jenis usaha warnet, pertama- tama Sdr, Istdanti mengurus IMB terlebih dahulu, kemudian mengurus Tin
Tempat Usaha (ITUYarnet, Untuk prosedur pengurusan kedua iin tersebut dapat melihat di website ini. trim.

ifantrivugo, kots | malang, Tgl Adu : Selasa, 7 Oktober 2008

ass.wr.wh..sy mohon sekitar jembatan di jl.s.supriadi ngaglik ditertibkan,ada bangunan diujung jembatan tsh diatas
trotoar didalamnya keranda jenasah,sy malu sbg warga ngaglik dgn keberadaan bangn tsb dan PKL...mengingat jin
tsb sering dilewati para tamu jauh dan pejabat tinggi..tolong ditertibkan dan dirobohkan dan dibangun taman kota
trims....

Mohon maaf Sdr. Ifantriyugo;, untuk masalab diatas merupakan kewenangan dari Satpol PP Kota Malang dan Dinas
WwWashangdal Kota Malang dan akan kami sampaikan kepada instansi yang bersangkutan, trims

Muhammad Munir, kota ;| malang, Tal Adu | Senin, 22 September 2008

Untuk buka usaha agen travel ijin kemana? dinas perijinan apa dinas pariwisata, terima kasih

Untuk OPERASIOMAL-nya ke Dinas Pariwisata... untuk IJIN TEMPAT USAHA-nya (ITU) ke Dinas Perijinan. Jadi pertama

kali yang harus Bapak lakukan adalah mengurus ITU-nya dulu, baru kemudian setelah itu mengurus Cperasional-nya
di Dinas Pariwisata setelah ITU keluar, Untuk Prosedur Perijinan ITU silakan Bapak klik di kiri atas pada menu. Terima
kasih:

Dede, kota : Malang, Tgl Adu ; Jum'at, 12 September 2008

Pak,sava mau menanyakan apakah ada batas waktu untulk mengurus akte |ahir?apakah dengan surat kenal lahir dari
rumah sakit sudah bisa digunakan wntuk mengurus akte lshir?Berapa biaya untuk mengurusnya?Berapa lama
prasesnyafTerima kasih sshelumnya,

Untuk AKTA KELAHIRAN, Bapak silakan rengurus di Kantor Catatan Sipil yang merupakan kewenangannya, bukan di
tempat kami. Sekaligus untuk pertanyaan yang bapak tanyakan tersebut, silakan hubungi Kantor Catatan Sipil di
(0341} 489044, Terima kasih.

Harintina, kota : Malang, Tgl Adu : Senin, 8 September 2008

Pak sebenernya tarif perijinan yang ditetapkan oleh dinas itu yang akurat yang mana sih??? Soalnya gini, kemaren
saya baru pasang reklarme Insidentil berupa spanduk. memang saya baru pertama kali pasang reklame dan untuk
lihat tarif harganya saya buka di www.pemkot-rnalang.go.id dan saya temukan tarif untuk pemasangan reklame;
akirnya untuk menetap kan tarif harga unfuk user saya juga patokan lewat WEB tersebut, Tapi ternyata setelah saya
ajukan ijin ke DInas Peijinan Jl. &.vAni tarif yang berlaku benar-benar jauh berbeda »>>>> Seandainya user saya
tidak mau tahu terus saya dong yang harus menanggung RUGINTA..... Untuk Bapalk/Ibu vang bertugas disitu mbaok
yan diEDIT untuk tarif yang lama DIGANTI dengan yang baru, TARIF TANG AKURAT A14 Mohon diperhatikan
karena hisa mengakibatkan fatal Trimakasih atas perhatianya Matur Huwun Sanget

Tarif Pajak Reklame Insidentil yang terbaru bisa saudara lihat pada website dinas perijinan kota malang, pada bagian
syarat, waktu dan biaya. untuk tarif yang ada pada website pemkot mungkin belum di update. Terima kasih atas
rnasukan saudara, akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan,

BINTANG, kota : MALANG, Tgl Adu : Senin, 8 September 2008

LNTUK PEMGURUSAN ADUICE PLANNING, BAGAIMANA PEMENTUAN BIATA NYA? BIATA-BIAYA TSE BERDIRI SENDIRID
ATAL JADI SATU DENGAN BIATA PENGURUS AN IMBE?

Biaya pengurusan Advice Planning ditangani oleh Dinas Pengawasan Bangunan bukan Dinas Perijinan. untuk
penentuan retribusinya bisa saudara tanyakan ke Dinas bersangkutan, sedangkan IMB ada biaya tersendiri, untuk
penentuannya dapat saudara lihat dalam Simulasi Perhitungan IMB pada website ini
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